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KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR
LAMPIRAN

047.79/Kep. 696-Diskominfo/2023
1  (satu) Lampiran

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 - 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang          :  a.    bahwa     untuk     mendeskripsikan     arah,     langkah`
penyiapan,   dan   pelaksanaan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis      Elektronik      (SPBE)      yang      terintegrasi,
diperlukan  sebuah dokumen  Arsitektur SPBE  sebagai
pedoman;

b.    bahwa              Keputusan              Bupati              Cirebon
Nomor  :  047.79/Kep.  361  -  Diskominfo/2023  tentang
Arsitektur  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik -
Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2023  -  2024,
telah direviu dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturari.     perundang-undangan      sehingga     perlu
diganti;

c.    bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagalmana
dimaksud    dalam    huruf   a   dan    huruf   b,    perlu
menetapkan  Keputusan   Bupati     tentang  Arsitektur
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Pemerintah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023 - 2024;

Mengingat              :   1.   Undang-Undang   Nomor    14    Tahun    1950    tentang
Pembentukan     Daerah-Daerah     Kabupaten     Dalam
Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (Berita   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1950)  sebagaimana  telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1968
tentang   Pembentukan   Kabupaten   Purwakarta   dan
Kabupaten           S ubang          dengan           Mengu bah
Undang-Undang   Nomor    14    Tahun    1950    tentang
Pembentukan     Daerah-Daerah     Kabupaten     Dalam
Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat  (I,embaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  1968 Nomor 31, Tambahan
Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;



2.   Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   2008   tentang
Keterbukaan   Informasi   Publik   (Lembaran   Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2008     Nomor     61
Tambahan   Lembarari   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4846);

3.   Undang-Undang      Nomor   37   Tahun   2008   tentang
Ombudsman   Republik  Indonesia  (I+embaran   Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2008     Nomor     139,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 4899) ;

4.   Undang-Undang   Nomor   25    Tahun    2009    tentang
Pelayanan     Publik     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2009    Nomor     112,    Tambahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.   Undang-Undang    Nomor    5    Tahun    2014    tentang
Aparatur   Sipil   Negara   (I.embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran.
Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

6.   Undang-Undang        Nomor        23        Tahun        2014
tentang   Pemerintahan   Daerah   (I+embaran   Negara
Republik    Indonesia    Tahun     2014     Nomor    244,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor       5 58 7)       sebagaimana       telah       diubah
beberapa   kali,    terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor     6      Tahun      2023      tentang      Penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang
Nomor     2     Tahun     2022     tentang     Cipta     Kerja
menj adi       Undang-Undang       (I+embaran       Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2023     Nomor     41,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856);

7.   Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang
Administrasi     Pemerintahan     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia    Tahun     2014     Nomor    292,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5601);

8.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    61    Tahun    2010
tentang   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor    14
Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010
Nomor  99,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5149) ;



9.    Peraturan Pemerintah  Nomor 96  Tahun 2012  tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia    Tahun    2012    Nomor    215,    Tambaha,n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan      dan      Pengawasan      Penyelenggaraan
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik  I
Indonesia     Tahun     2017     Nomor     73,     Tambahan`
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);   ,

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2019  tentang
Penyelenggaraan   Sistem   dan   Transaksi   Elektronik
(Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2019'
Nomor   185,   Tambahan   I,embaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6400);  f

12. Peraturan  Presiden  Nomor  76  Tahun  2013  tentang
Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Ifublik  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  191);        \

13. Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun  2019  tentang
Satu   Data   Indonesia   (Lembaran   Negara   Republik   `
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

15. Peraturan  Presiden  Nomor  132  Tahun  2022  tentang
Arsitektur  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  `
(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2022
Nomor 233);

16. Instruksi   FTesiden   Nomor   3   Tahun   2003   tentang
kebijakan    dan    strategi    nasional    pengembangan
e-gouerTmerit.,

17. Peraturan    Menteri    Komunikasi    dan    Informatika  `
Nomor      41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007      tentang
Panduan  Umum Tata  Kelola Teknologi  Informasi  dan
Komunikasi Nasional;

18. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   59   Tahun   2020
ten tan g       Pemantau an       d an       Evalu asi       S iste in
Pemerintahan    Berbasis    Elektronik    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);



19.Peraturan     Gubernur     Jawa     Barat     Nomor     24
Tahun 2012  tentang Satu  Data Pembangunan Jawa
Barat     (Berita     Daerah      Provinsi     Jawa     Barat
Tahun 2012  Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135);

20.Peraturan     Gubernur     Jawa     Barat     Nomor     86
Tahun      2018      tentang      Tata      Kelola      Sistem,
Pemerintahan   Berbasis   Elektronik   (Berita   Daerah.
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 86);

21. Peraturan    Daerah    Kabupaten   Cirebon    Nomor   21
Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan `
Berbasis   Teknologi   Informasi   dan   Komunikasi   di
Lingkup   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon   (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2018  Nomor   12,
Serf D);

22. Peraturan    Daerah    Kabupaten   Cirebon    Nomor    12
Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan
Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2016  Nomor   12)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Nomor   1   Tahun   2021   tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor   12   Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan
Susunan    Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon
(I+embaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2021
Nomor  1);

23. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor    1    Tahun   2022
tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas dan
Fungsi serta Tata Kelja Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon       (Berita      Daerah       Kabupaten       Cirebon
Tahun 2022 Nomor 1);

24. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   17   Tahun   2022
tentang    Tugas,    Fungsi    dan    Tata    Kelja    Dinas
Komunikasi      dan      Informatika      (Berita      Daerah.
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);

25. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   96   Tahun   2022
tentang      Penyelenggaraan      Sistem      Pemerintahan
Berbasis   Elektronik   di   Kabupaten   Cirebon   (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96).

Memperhatikan   :   Keputusan                             Bupati                             Cirebon
Nomor    :    047.7/Kep.372-    Diskominfo/2023    tentang
Tim      Koordinasi      Sistem      Pemerintahan      Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :
KESATU           :   Arsitektur sistem pemerintahan Berbasis Elektronik  (SPBE)

Pemerintah     Kabupaten     Cirebon     Tahun     2023-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA          :   gESst#r d]Ss:::n sebbe¥¥dmoamn=  di:d¥Sufrs[=:€taurDfg5uBE  `

Nasional,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.   f
dan  Rencana  Strategis  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika   I
Kabupaten Cirebon.

KETIGA           :   Arsitektur   SPBE    sebagaimana   dimaksud    pada   Diktum
KESATU dan Diktum KEDUA meliputi :
a.  Bab I Pendahul-uan;
b.  Bab 11 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten

Cirebon;
c.   Bab    Ill

Cirebour;
Kerangka   Kelja   Arsitektur   SPBE   Kabupaten

d.  Bab    IV    Referensi    Arsitektur    Sistem    Pemerintahan
Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon;

e.  Bab  V  Domain Arsitektur Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik Kabupaten Cirebon;

f.   Bab VI Inisiatif Strategis Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon;

9.   Bab VII Penutup;
KEEMPAT       :    Arsitektur   SPBE   sebagaimana   dimaksud   pada   Diktum

KESATU   dilakukan  reviu   pada  paruh  waktu   dan  tahun
terakhir  pelaksanaan  atau  sewaktu-waktu   sesuai  dengan
kebutuhan.

KELIMA           :   Reviu    Arsitektur   sebagaimana   dimaksud    pada    Diktum
KEEMPAT dilakukan berdasarkan :

KEENAM

a.  perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b.  perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; atau
c.  hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku,  Keputusan
Bupati Cirebon Nomor : 047.79/Kep. 361  -Diskominfo/2023
tentang              Arsitektur   Sistem   Pemerintahan   Berbasis
E lektron ik            Pe merintah            Kab u paten            Ci reb o n
Tahun 2023 -2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETUJUH       :   Keputusan    Bupati    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal  10   Juli   .  LcO23

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Anggota Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN         KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

047.79/Kep.696-Diskominfo/2023

10   Juli   2023

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAIIAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 - 2024

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEK.TRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 - 2024

BABE
PENDA-UAV

A.    Latar Belakang

Dalam  menghadapi  kondisi  global  saat  ini,  penggunaan  teknologi
informasi  dan  komunikasi dalam  tata kelola pemerintahan  bukan  lagi
menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat
dipungkiri   bahwa   penggunaan   te]mologi   informasi   dan   komunikasi
mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan,  balk dalam
kegiatan  administrasi  pemerintahan  maupun  pelayanan  publik  yang
diharapkan   mampu   menin9katkan   efektivitas   dan   efisiensi   layanan

pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

yang   di   dalamnya   memuat   pengaturan   mengenai   penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan te]mologi informasi dan komunikasi
untuk    memberikan    layanan    kepada    pengguna.    Berbagai    aspek

pengaturan  dalam  peraturan  tersebut  diharapkan  dapat  diterapkan
secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi
SPBE,  yaitu   "Terwujudnya  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik

yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan
publik yang berkinelja tinggi".

Pembangunan   merupakan   proses  transformasi   menuju   tatanan
kehidupan  yang  lebih  balk  dengan  meHbatkan  atau  memanfaatkan
seluruh  sumber  daya  daerah.  Pembangunan  daerah  diselenggarakan
melalui     implementasi     berbagai     kebijakan     menuju     terwujudnya
kesejahteraan     masyarakat.     Sebagai     tujuan    yang     multidimensi,
kesejahteraan   diwujudkan   dalam   aspek   ekonomi  yang  bersejajaran



dengan  aspek  sosial,   budaya,   kemanusiaan,   dan  lingkungan  hidup
secara   keberlanjutan.    Untuk   mewujudkan   kehidupan   masyarakat
Kabupaten  Cirebon  yang  lebih  baik  secara  efektif  dan  efisien,  maka

pembarigunan  direncanakan  dengan  memperhatikan  berbagai  kaidah,
baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.  ,

Indeks   SPBE   sendiri   setiap   tahunnya  dinilal   oleh   Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagal tolak
ukur  implementasi  e-government  atau   SPBE  di  lingkup  Pemerintah
Daerah.  Dalam  perkembangan  Indeks  SPBE  Kabupaten  Cirebon  dari
tahun ke tahun mengalami kenaikan dari taliun 2018 sampai 2020, baru

pada  tahun   2021   mengalami  penurunan   drastis  dengan  nilai   1,91
kategori cukup.

Pada    tahun    2022    Kabupaten    Cirebon    berkomitmen    untuk  `
memperbaiki   nilai   lndeks   SPBE   menjadi   lebih   balk   dari   tahun
sebelumnya.    Beberapa   upaya   dilakukan   oleh   Pemerintah   Daerah
Kabupaten  Cirebon  melalui  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  salah
satunya  merevisi  dan  mencabut  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  85
Tahun   2018    tentang   Tata   Kelola   Sistem   Pemerintahan   Berbasis
Elektronik  di  Kabupaten  Cirebon  dan  menerbitkan  Peraturan  Bupati
Cirebon   Nomor   96   Tahun   2022   tentang   Penyelenggaraan   Sistem
Pemerintahan    Berbasis    Blektronik    di    Kabupaten    Cirebon.    Selain
Peraturan Bupati, kita merevisi dan mencabut Surat Keputusan Bupati
Cirebon   Nomor   489/Kep.670-Diskominfo/2019   tentang   Pembentukan
Tim  Koordinasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Pemerintah
Kabupaten  Cirebon  dan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Bupati  Cirebon
Nomor 489/Kep.361-Diskominfo/2022   tentang  Tim   Koordinasi  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Apa  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  melalui  Tim
Koordinasi SPBE  salah  satu  Dinas Komunikasi dan  Informatika dalam
hal   penilaian   Indeks   SPBE   Nasional  Tahun   2022   diharapkan   bisa
menaikkan nilai Indeks SPBE. Dalam upaya meningkatkan indeks SPBE
untuk mendukung digitalisasi di Kabupaten Cirebon maka target Indeks
SPBE sampal tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Target dan Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Cirebon

No Tahun Target Realisasi

1 2020 2,78 2,89

2 2021 2,93 1,91

3 2022 3,00 2,66

4 2023 3,10

5 2024 3'20

Dari  Laporan  Hasil  Pemantauan  yang  tertuang  dalam  Keputusan
Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reforrnasi   Birokrasi

I

Republik Indonesia Nomor  108 Tahun 2023  tentang Hasil Pemantauan
dan   Evaluasi   SPBE   pada   Instansi   Pusat   dan   Pemerintah   Daerah
Tahun2022      bahwa      Pemerintah      Daerah      Kabupaten      Cirebon
mendapatkan nilai 2,66 dengan kategori predikat Baik,  Akan tetapi hal
ini belum sesuai harapan dan target yang sudah tertuang dalam RPJMD ,
Kabupaten  Cirebon  pada  Tahun  2022,  yaitu  3,00.  Hal  ini  disebabkan
kebijakan yang tertuang dalaln Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022
tentang  Penyelenggaran  SPBE  di  Kabupaten  Cirebon  belum  menjadi
indikator  Penilaian  SPBE Tahun  2022  dikarenakan  peraturan  tersebut
disahkan pada tahun 2022  dan diimplementasikan tahun 2023.  Selain
itu,  Tata  Kelola SPBE yang terdiri dari Arsitektur SPBE,  Peta  Rencana
SPBE,   Proses  Bisnis  SPBE,  Jaringan  Intra  Pemerintah,  Pusat  Data,
Sistem  Penghubung  layanan  Pemerintah  dan  Pengembangan  Aplikasi

yang    terintregrasi    serta    Dokumen    Penerapan    Perencanaan    dan
Manajemen SPBE belum diterapkan di seluruh Perangkat Daerah yang
ada di Kabupaten Cirebon, dikarenakan komitmen dan koordinasi yang
masih belum maksimal.

SPBE  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  menciptakan  proses
bisnis   pemerintahan   yang   terintegrasi   antara   lnstansi   Pusat   dan
Pemerintah    Daerah    sehingga    akan    membentuk    satu    kesatuan

pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi
pemerintahan  dan  pelayanan publik yang berkineq.a tinggi.  Untuk itu,
SPBE  harus  dibangun  secara  terintegrasi  antara  pemerintah  pusat
dan pemerintah   daerah   terutana  teljadinya  integrasi   pemerintahan.
0lehkarena     itu,     perlu     disusun     dokumen     arsitektur     SPBE



untuk memberikan panduan dalani pelaksanaan integrasi Proses Bisnis,
Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPB.E, dan Keamanan
SPBE untuk menghasilkan lcayanan SPBE yang teapadu secara nasional
dan lingkup sendiri.

8.    Maksud danTujuan

Penyusunan   ,trsitektur   SPBE   Kabupaten   Cirebon   dimaksudkan
sebagai    panduan     bagi     Pemerintah     Kabupaten     Cirebon     dalam
mengimplementasikan  SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten  Cirebon
agar implementasi SPBE di Kabupaten Cirebon menjadi lebih terarah dan
komprehensif.

Sementara  itu,  tujuan  penyusunan  Arsitektur  SPBE  Kabupaten
Cirebon adalah sebagai berikut:
a.   Memberikan  panduan  dalam  pelaksanaan  integrasi  proses  bisnis,

data   dan   informasi,   aplikasi   SPBE,   infrastruktur   SPBE,   dan
keamanan     SPBE     untuk    menchasilhan     operasional     layanan

pemerintah yang terpadu dan terintegrasi;
b.   Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi

SPBE,     infrastmktur     SPBE,     dan     keamanan     SPBE     untuk
menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi;

c.   Terwujudnya  perencanaan  dan  implementasi  SPBE  di Kabupaten
Cirebon yang terintegrasi antar peman8ku kepentingan.

d.   Menyusun kerangka keq.a {fyczmez~or*) tata kelola pemerintahan dan

pelayanan  masyarakat  berbasis  sistem  elektronik  yang  efektif dan
efisien;

e.   Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi  Kabupaten  Cirebon  agar  dapat  terlaksana  secara  efektif
dan efisien;

f.    Arsitektur dijadikan sebagai pengembangan dan pengelolaan layanan
SPBE di Kabupaten Cirebon.



DAB 11
ARAII KEBIJAKAll DAN STRATEGI

PEMERIHTAII KABUPATEN CIREBON

A.    Rencana         Pemhangunan         Jangka          Menengah         Daerah
Tahun 2020 - 2024

Arah  kebijakan  dan  strategi  dalam  penyusunan  Arsitektur  SPBE
Nasional  memperhatikan  keselarasan  program  pembangunan  nasional

yang   didasarkan   pada riteneeng±~~ Pembangunan   Jangka   Menengah
Nasibnal  2020-2024,  pengarusutamaan  transformasi  digital,  kebijakan
Satu  Data  Indonesia,  serta  arah  kebijakan  dan  strategi  SPBE.  Sesuai
amanat  Peraturan   Presiden   Nomor  95  Tahun   2018'itentang  Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  pasal  12  ayat  (1)  bahwa  Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur
SPBE  Nasional  dan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah
dan  sesuai  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  96  Tahun  2022  tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada bagian
ketiga pasal 9 ayat (7)  bahwa   Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud

pada   ayat   (2)   disusun   dengan   belpedoman   pada   Arsitektur   SPBE
Nasional dan RPJMD.

Kurun  waktu  tahun  2019-2024  merupakan  pembangunan  tahap
ke empat  dalam  RPJPD  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2005-2025,  maka

pada   tahap   ini   upaya   untuk   mencapai   keunggulan   masyarakat
Kabupaten Cirebon dalam segala bidang terus ditingkatkan. Dalam tahap
ini akan dilaksanalcan upaya menin9katkan sumber daya manusia yang
berkualitas   dan   berdaya   saing   antara   lain   ditandai   oleh   semakin
tingginya    solidaritas    dan    kepedulian    sosial    mas}arakat    untuk
kesejahteraan    masyarakat,     semakin    tingginya    pendapatan    dan
kemandirian   masyarakat,   mantapnya   sumber   daya   manusia   yang
berkualitas   dan   berdaya   saing   serta   makin   membaiknya   kinelja

pengelolaan SDM yang handal.

0leh   karena,    itu   visi   dan   misi   RIUMD    Kabupaten    Cireboi-1
Tahun2019-2024   pun   mengacu   pada   hal   tersebut.    Adapun   visi
Kabupaten  Cirebon  yang  tertuang  dalam  RPJMD  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2019-2024  sebagai  cerminan visi  darn  Bupati  dan  Wakil  Bupati
Cirebon telpilih periode 2019-2024 adalah:



"TERWUJUDNYA     KABUPALTEN     CIREBON      YANG     BERBUDAYA,

SEWAHTERA, AGAMls, MAun DAN AMAN'

Dalam  Visi  Kabupaten  Cirebon  tahun   2019-2024   tersebut,   ada
5  (lima)  kata  kunci,  yakni  Berbudaya,  Sejahtera,  Agamis,  Maju  dan
Aman.   Agar   visi   tersebut   dapat   diwujudkan   maka   visi   tersebut
dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan  dilaksanakan  untuk  mewujudkan visi.  Dalam
upaya   perwujudan  visi   pembangunan  jangka  menengah   Kabupaten
Cirebon Taliun  2019-2024  tersebut akan dicapai melalui  5  (lima)  misi,
sebagai berikut:

1.     Mewujudkan   masyarakat   Kabupaten   Cirebon   yang   menjunjung
tinggi dan melestarikan nilal-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;

2.     Meningkatnya   kualitas   hidup   masyarakat   melalui   pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan

pelatihan, kesehatan dan ekonomi;

3.    Meningkatnya  kualitas  kehidupan  masyarakat  Kabupaten  Cirebon

yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan
beretika;

4. Meningkatnya  produktivitas  masyarakat  untuk  lebih   maju   dan
unggul  sehingga  menambah  daya  saing  di  pasar  intemasional,
nasional  dan  regional,  yang didukung  oleh  peningkatan  kapasitas
aparatur pemerintah daerah; dan

5.     Memelihara  keamanan  dan  ketertiban  umum  untuk  mewujudkan
kondusivitas    daerah    guna    mendukung    terciptanya    stabil~itas
nasional.

Selanjutnya,    untuk    menggarnbarkan    kemajuan    pembangunan
daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator
makro  pembangunan yang terdiri  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia,
Tingkat   Kemiskinan,   Tingkat   Pengangguran   Terbuka,   Pertumbuhan
Ekonomi,   Iflju  Pertumbuhan  Penduduk,   dan  lndeks  Gini.   Indikator
tersebut   merupakan   indikator  yang   bersifat   dampak   (Impact)   dari

pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional
sehingga       diperlukan        sinergi        antara        Pemerintah        Pu sat ,



Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota
serta pelaku pembangunan lainnya.

Tujuan dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang akan dicapal atau
dihasilkan  dalam jangka waktu  5  (lima)  tahun.  Rumusari  tujuari  darL
sasaran  merupakan  dasar  dalam  menyusun  pilihan-pilihan  strategi

pembangunan   dan   sarana   untuk   mengevaluasi   pilihan   tersebut.
Sedangkan  sasaran dimaksudkan  sebagai rumusan kondisi yang akan
dicapai di masa depan yang dirumuskan secara jelas,  menggambarkan
tercapainya tujuan,  berupa hasil pembangunan  daerah  dan  perangkat
daerah    yang    diperoleh    dari    pencapaian     otttcome    dan     I.mpact

program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Tujuan   dan   sasaraLn   pembangunan   jangka   menengah   daerah
Kabupaten Cirebon,  selaln memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah
terpilih   juga   didukung   dari   bepkorelasi   dengan   i§u-isu    strategis
di Kabupaten   Cirebon.   Kelima  nisi  pembangunan  jangka  menengah
Kabupaten   Cirebon   dijabarkan  ke   dalam   7   (tujuh)   tujuan   dan   16

(Enam Belas)  sasaran.  Setiap  tujuan  dan  sasaran  dilen8kapi  dengan
indikator  kinelja  dan  target  yang  menggambarkan  secara  langsung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
Indikator kinelja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun
2019-2024   menjadi   tolok   ukur   keberhasilan   pembangunan   dengan
tingkatan kinelj a paling tingri yaitu dampak/ jmpczct.

JIAfsz  PerfaEma,  mewujudkan  masyarakat  Kabupaten  Cirebon  yang
menjunjung tinggi dan melestarikan Hilai-nilal budaya, tradisi dan adat
istiadat.

Tujuan 1 : Menin8katkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon
Sasaran:
1.  Meningkatnya jatidiri dan n.ilal-nilai luhur masyarakat Cirebon.

JIAts£  Kedz4q   meningkatnya  kualitas   hidup   masyarakat  melalui

pemenuhan    kebutuhan    dasar    masyarakat,    peningkatan    kualitas
pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas

Sasaran:

1.  Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;

2.  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.



Tujuan 3: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Sasaran:

1.  Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi
sosial;

2.  Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kelja.

Ifis!    Ketiga,    meningkatnya    kualitas    kehidupan    masyarakat
Kabupaten  Cirebon  yang  senantiasa  menerapkan  nilai  agama,   budi

pekerti, santun, dan beretika.

Tujuan 4 : Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama

Sasaran:
1.  Meningkatnya  penyelesaian  pergesekan  (friksi)   antar  dan  internal

umat beragana.

JITfst Heempzzt, meninBkatnya produktivitas maayarakat untuk lebih
maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar intemasional,
nasional   dan   regional,   yang   didukung  oleh   peningkatan   kapasitas
aparatur pemerintah daerah.

Tujuan   5:   Meningkatkan   pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan
wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran:

1.  Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;

2.  Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;

3.  Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah;

4.  Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 6  : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
dan smart serta penguatan otonomi Desa

Sasaran:

1.  Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik;

2.  Meningkatnya  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik
dan bersih;

3.  Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik;

4.  Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.



JIAtsz Eez±mq  memelihara keamanan  dan  ketertiban  umum untuk
mewujudkan    kondusivitas    daerah    guna    mendukung    terciptanya
stabilitas nasional.

Tujuan   7:    Meningkatkan   keamanan,   keteftiban   dan   ketentramri
masyarakat

Sasaran:

1.  Meningkatnya ketentraman dan ketertiban;
2.  Menurunnya resiko bencana.

8.    Pengarusutamaan Transformasi Digital

Dalam     Rencana     Pembangunan     Jangka     Menengah     Daerah
2020-2024     menjadi     salah     satu     pendekatan     inovatif     sebagai

pengarusutamaan   pembangunan   Daerah.   Untuk   itu   perlu   berbagal
upaya nyata untuk mendukung pengarusutamaan transformasi digital,

yang  utamanya  diharapkan  dapat  berimbas  pada  perbaikan  layanan
publik.    Selain    itu,    pandemi    Covid-19    menjadi    momentum    bagi
pemerintah    untuk   mengakselerasi   transformasi   digital   di    bidang
pemerintahan. Hal ini diperlukan mengingat adanya perubahan tatanan
kehidupan pada seluruh lapisan masyarakat dalam masa pandemi ini,
sehingga pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan
teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  melakukan  transformasi
digital. Pemerintah juga dituntut untuk menchadirkan pelayanan publik

qu

yang  optimal  serta  kebijakan  yang  tepat  sasaran  untuk  merespon
persoalan   dengan  cepat,   dengan  menggunakan  tata  kelola  layanan
pemerintah berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan kedaulatan
dan kemandirian layanan digital pemerintah.

Than§foI'masi   digital   dalam   pemerintahan   bukan   lagi   menjadi

pilihan,   tetapi   sudah   menjadi   keharusan   bagi   pemerintah   dalaln
melaksanakan  berbagal  urusan  pemerintahan.  Mekanisme  kelja  baru

(Ivetu   Wags  o/  Woridng/IVwollj   perlu  diterapkan  untuk  membangun
budaya keria baru yang lebih relevan di era digital saat ini yang sangat
mendukung dalam penerapan  pola kelja berbasis  digital  secara penuh

pada layanan administrasi pemerintah. Penerapan layanan digital daerah
untuk layanan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten
Cirebon  merupakan  bagian  dari  mewujudkan  Smart  a.ty  pada  aspek
terwujudnya   Smart   Gouemment,   disamping   5   aspek   lainnya  yakni:



Smart  .Society,  -Smcwi  Eha;ndi:ng,  Smart  I;wing,  'Smn;ri  Brwiroirmend,  den

Smart Ek:orroiray.

Untuk itu Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi
alat (tools) yang penting untuk menjalankan prose§ bisnis pemerifltahan
dengan  baik  dalam  upaya  meningkatkan  layanan  pemerintah  kepada

publik dan layarian administrasi pemerintahan. I,ayanan yang diberikan
oleh   pemerintah   tersebut,   baik   layanan   publik   maupun   layanan
administrasi      pemerintahan     harus     mengacu      pada     peraturan

perundang-undangan   yang   ada,   salah   satunya   adalah   peraturan
mengenai  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  seperti  tercantum  dalam
Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 2  Tahun  2018  tentang
Standar   Pelayanan   Minimal,   yang   menyampaikan   bahwa   urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:
1.     Pendidikan;

2.     Kesehatan;

3.     Pekeljaan umum dan penataan Ruang;
4.     Perumahan Rakyat;
5.     Ketenhaman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat; dan
6.     Sosial.

Upaya  dalam  mewujudkan  berbagai  macam  layanan  pemerintah
sesuai  dengan  standar  pelayanan  minimal  tersebut  di  atas,   sangat
terbantu  dengan  adanya  percepatan  pelaksanaan  transformasi  digital
dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan
texpercaya,  dinana  sesuai  dengan  arah  kebijakan  transformasi  digital
bahwa transformasi digital di nasa pandemi maupun nertpandemi akah
mengubah   secara   struktural   cara   kelja,   beraktivitas,   berkonsumsi,
belajar,   bertransaksi   yang   sebelumnya   ojysi.rie   dengan   kontak   fisik
menjadi  lebih  banyak  ke  onz€ne.  Perubahan  yang  teljadi  perlu  segera
diantisipasi, disiapkan, dan direncanakan secara matang. Beberapa arah
kebijakan transformasi digital adalah :
1.     Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital;
2.     Perlunya  roadmap  transformasi  diditai  di  sektor-sektor  strategis,

baik   di pemerintahan,   1ayanan   publik,   bantuan   sosial,   sektor

pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan,  sektor industri, sektor
penyiaran;

3.     Percepat integrasi pusat Data Nasional;



4.

5.

Persiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital untuk
melakukan transformasi digital; dan
Berkaitan dengan regulasi perlu disusun skema-skema pendanaan
dan pembiayaan transformasi digital secepatnya.

Dengan     arah     kebijakan     dan     strategi     Pemerintah     Daerah
Kabupaten  Cirebon yang dijelaskan di atas,  maka SPBE dapat menjadi

pondasi yang kuat sebagai wujud Gouemment as cz Pzat/onn (Gaap) yang
merupakan   fondasi   berupa   ekosistem   digital   yang   memungkinkan

pemerintah   dapat   memberikan   pelayanan   publik   yang   berkualitas
dengan  menciptakan  pemerintahan yang bersih,  efektif,  efisien,  netral,

profesional,   dan   berlandaskan   hukum,   dengan   didukung  oleh   pilar
Aparatur  Sipil  Negara,  kelembagaan  dan  proses  bisnis  organisasi,  dan

pelaksanaan  akuntabilitas  kinelja  dan  pengawasan.  Penggambaran  ini
dapat terlihat pada Gambar 1 .
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Gambar 1. SPBE sebagai Got/emment a[s cz Pzct/orm.

C. Kebijakan Satu Data Pemerintah Kabupaten Cirebon

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  bagi pemerintah
memberikan peluang untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur
negara  melalui  penerapan   sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik

(SPBE)    atau    e-gouemment,    yaitu    penyelenggaraan    pemerintahan
yang    memanfaatkan    TIK    untuk    memberikan    layanan    kepada



instansi   pemerintah,   Aparatur   Sipil   Negara   (ASN),    pelaku   bisnis,
masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE akan mendorong
dan    mewujudkan    penyelenggaraan    pemerintahan    yang    terbuka,

partisipatif,   inovatif,   dan  akuntabel,   meningkatkan   kolaborasi  antar
instansi    pemerintah    dalam    melaksanakan     urusan    dan    tugas

pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama,  meningkatkan kualitas
dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan
tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan
nepotisme   melalui   penerapan   sistem   pengawasan   dan   pengaduan
masyarakat berbasis elektronik.

Momentum pengembangan SPBE telah dimulal sejak diterbitkannya
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government dimana menteri, kepala lembaga,
dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan
SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumberdaya yang
dimiliki. Sejalan dengan itu , Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah
melaksanakan   penerapan   SPBE  dalam  penyelenggaraan   pemerintah.
Namun   demikian,   penerapan   SPBE   lingkup   Pemerintah   Kabupaten
Cirebon   masih   menemui   kendala,   salah   satunya   dalam   penerapan
manajemen data.

Data  merupakan  substansi  penting  dalam  proses  pembangunan,
termasuk  dalam  proses  penyelenggaraan  SPBE.   Data  menjadi  dasar
dalam  proses  pengambilan  kebijakan   pemerintah  yang  menentukan
apakah suatu kebijakan tepat atau justru sebaliknya. Permasalahannya,
meskipun  data  tersedia  di  semua instansi,  namun  kenyataannya  data
sulit  dicari.   Kalaupun  datanya  tersedia,   belum  tentu  data  tersebut
akurat dan tJp to crate. Hal ini yang menyebabkan sulitnya menentukan
kebijakan yang tepat.

Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan   Berbasis   Elektronik   mengamanahkan   bahwa   untuk
menjamin  terwujudnya  data  yang  akurat,  mutakhir,  terintegrasi,  dan
dapat  diakses  sebagai  dasar  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi,  dan

pengendalian pembangunan nasional perlu dilakukan manajemen data.
Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia bahwa tujuan Satu Data Indonesia adalah
untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat,  mutakhir,  teapadu,



dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan
antar  instansi  pusat  dan  instansi  daerah  sebagai  dasar  perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Berdasarkan  kedua  Pelpres  tersebut,  tata  kelola  atau  manajemen
data  adalah  hal  mendasar  yang  menjadi  pijakan  awal  dalam  proses

penyusunan    kebijakan    pemerintah.    Manajemen    data    itu    sendiri
merupakan     proses     pengelolaan     data     mencakup     perencanaan,

pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara
efektif dan efisien  sehingga diperoleh data yang akurat,  mutakhir,  dan
terintegrasi.

Beberapa permasalahan  tata kelola data di lingkup  Pemerintah
Kabupaten Cirebon adalah :
a.     Setiap   data  yang  dihasilkan   oleh   Perangkat   Daerah   selaku

Produsen      Data      tidak      memiliki      metadata,      sehingga
memungkinkan      teljadinya      perbedaan      persepsi      sehingga
menyebabkan kesalahan intexpretasi data.

b.    Hal ini tentunya dapat berdampak pada pengambilan kebijakan

yang tidak tepat dan efektif.
c.     Selain  itu,  adanya keterbukaan  informasi  layanan  publik  melalui

layanan  data terbuka  (Open  Data)  yang dapat dimanfaatkan  oleh
masyarakat    luas,    peran    metadata    sangat    penting    agar
masyarakat dapat memanfaatkan data secaratepat.

Tata  kelola  data  di  Kabupaten  Cirebon  mengacu  pada  Peraturan
Bupati  Nomor  56  Tahun  2021  tentang Satu  Data Kabupaten  Cirebon.
Dalam  Peraturan  Bupati  tersebut  mengatur  mekanisme  perencanaan,

pengumpulan  dan  penyebarluasan  data.  Untuk  mengatur manajemen
data SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon agar dihasilkan data

yang  akurat,   mutakhir,   terintegrasi  dan  dapat  diakses,   diperlukan
manajemen  data  SPBE  yang  harus  dilaksanakan  seluruh  Perangkat
Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan
SPBE.

D.    Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon

Mengingat   visi,   misi,   tujuan,   dan   sasaran   SPBE,   maka   arah
kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE,
teknologi informasi dan `komunikasi, dan SDM SPBE.



1.     TataKelolaspBE

Penguatan     kapasitas     pengelolaan     dan     sistem     koordinasi

pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam
dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon.
a.  Masing-masing  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Cirebon  perlu

melakukan      upaya      transformasi      yang      mendasar      dan
berkelanjutan   di   dalam   pengelolaan   dan   sistem   koordinasi

pelaksanaan   SPBE   dalam   rangha   mewujudkan   SPBE   yang
terpadu.   Keterpaduan   SPBE   ditujukan   untuk  memanfaatkan
sumber  daya  SPBE  secara  optimal  dan  mencegah  timbulnya
duplikasi inisiatif dan anggaran dalaln pelaksanaan SPBE.

b.  Strategi  untuk  mencapai  penguatan  kapasitas  pengelolaan  dan
sistem  koordinasi  pelaksanaan  untuk  membangun  SPBE  yang
terpadu   di   dalam   dan   antar   instansi   pemerintah   daerah
di Kabupaten Cirebon adalah:
1)  Melakukan   pembentukan   dan   penguatan   tim   koordinasi

SPBE;

2)  Membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon;

dan
3)  Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di

dalam   dan   antar   instansi   pemerintah   daerah   Kabupaten
Cirebon.

Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan teapadu meliputi:
a.  Kebijakan  SPBE yang menyeluruh  diarahkan untuk melibatkan

semua   pemangku    kepentingan    di    dalam    perumusan    dan

pelaksanaan kebijakan  SPBE yang mencakup kebijakan makro,
dan   kebijakan   mikro   SPBE.   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon
dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE
hendaknya  berkoordinasi  dengan  Tim  Koordinasi  SPBE  Daerah
sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

b.  Strategi   untuk   mencapai   penguatan   kebijakan   SPBE   yang
menyeluruh dan teapadu adalah:
1)  Meningkatkan  koordinasi  antar  instansi  pemerintah  daerah

dan   masyarakat   di   dalan   perumusan   dan   pelaksanaan
kebijakan SPBE:

2)  Melakukan   harmonisasi   kebijakan   antara   Tim   Koordinasi
SPBE Daerah dan pimpinan instansi;



3.

3)  Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2.    kyananspBE
Pengembangan  layanan  SPBE yang  berorientasi  kepada  pengguna
SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
a.  Iayanan  SPBE  yang  berorientasi  kepada  pengguna  SPBE  dan

membuka    ruang    partisipasi    maLsyarakat    dilakukan    untuk
mendorong pemerintah dapat hadir dalan melayani masyarakat
termasuk masyarakat yang terpencil, terluar,  dan berkebutuhan
khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalan penyusunan
kebijakan  publik yang akan  memberi  manfaat  sebesar-besamya
bagi masyarakat.

b.  Strategi  untuk  mencapai  pengembangan   layanan  SPBE  yang
berorientasi   kepada   Pengguna   SPBE   dan   membuka   ruang

partisipasi masyarakat adalah :
1)  Memastikan  kebutuhan  pengguna  SPBE  terhadap  layanan

SPBE teapenuhi; dan
2)  Membangun    portal    pelayanan    publik    dan    administrasi

pemerintahan.
3)  Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan.

Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan    untuk    meningkatkan    efisiensi    pengelolaan
layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang
berkesinambungan adalah :
a.  Melakukan   integrasi   layanan   di   dalan   dan   antar   instansi

pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan
b.  Meneruskan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat

guna dan tepat sasaran.
Teknologi Informasi dan Komunikasi
a.  Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi,

terstandarisasi,   dan  menjangkau   instansi  pemerintah   daerah
Kabupaten Cirebon.
1)  Penyelenggaraan  infrastruktur  SPBE  mencakup  Pusat  Data,

Jaringan Intra pemerintah,  dan Sistem Penghubung Layanan   I

pemerintah;



2)  Peningkatan        efektivitas,        efisiensi,        kesinambungan,
aksesibilitas,     dan     keamanan     dalam     penyelenggaraan
infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara :
a)  Mandiri,    yaitu    pengelolaan    infrastruktur    SPBE    yang

meminimalkan  ketergantungan  kepada  pihak-pihak  non

pemerintah:
b)  Terintegrasi,    yaitu    keterhubungan    dan    pemanfaatan

bersama  infrastruktur  SPBE  antar  instansi  pemerintah
daerah Kabupaten Cirebon;

c)  Terstandarisasi,   yaitu   keseragaman   aspek   teknis   dan

pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
d)  Menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten

Cirebon.

3)  Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka
mendukung   kebijakan    sentralisasi   Pusat   Data   di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

4)  Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE
secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau
instansi pemerintah daerah adalah:
a)  Memanfaatkan   infrastruktur   SPBE   yang   telah   tersedia

secara optimal; dan
b)  Memanfaatkan   jaringan   pita   lebar   untuk   aksesibilitas

Infrastruktur SPBE.
c)  Optimalisasi   penggunaan   Aplikasi   Umum   SPBE   yang

terintegrasi dan berbagi pakai.
b.  Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi

dan   berbagi   pakai   dilakukan   untuk   meningkatkan   efisiensi
belanja  TIK  khususnya  pembangunan  SPBE  dan  memudahkan
integrasi umum proses bisnis pemerintahan.
Strategi   untuk   mencapai   optimalisasi   penggunaan   Aplikasi
Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan
menggunakan  teknologi  layanan  yang  malnpu  melakukan  bagi

pakal aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
c.  Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:

1)  Penyediaan    data    dan    informasi    yang    terintegrasi    dan
berkualitas      dilakukan      untuk      memenuhi      kebutuhan

pemerintah,     pelaku     usaha,     dan     masyarakat     dalam



pengambilan     keputusan,     penyusunan     kebijakan,     dan
penyusunan program kegiatan.

2)  Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan
data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam
rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.

3)  Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang
terintegrasi dan berkualitas adalah:
a)  Menerapkan manajemen data yang terpadu;
b)  Menerapkan     manajemen     keamanan     informasi    yang

terpadu; dan
c)  Menggunakan   teknologi   analitik   data   dan   kecerdasan

buatan.
4.     Sumber Daya Manusia SPBE

a.  Pengembangan  kepemimpinan  SPBE  di  masing-masing  instansi

pemerintah daerah Kabupaten Cirebon:
1)  Kepemimpinan  yang  kuat,   kolaboratif,   dan  inovatif  sangat

menentukan  keberhasilan  SPBE  di  masing-masing  instansi

pemerintah   daerah   melalui   komitmen,   keteladanan,   dan
arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga
diharapkan  mampu  mendorong terciptanya lingkungan  kelja
dan budaya kelja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

2)  Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE
di   masing-masing   instansi   pemerintah   daerah   Kabupaten
Cirebon adalah:
a)  Meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik  terbaik

SPBE   bagi   pimpinan   di   instansi   pemerintah   daerah
Kabupaten Cirebon; dan

b)  Membangun   budaya  kelja  berbasis   SPBE   bagi   seluruh

pegawai ASN.
b.  Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

1)  Peningkatan  kapasitas  SDM  SPBE  mencakup  upaya  untuk
menetapkan        standar        kompetensi        teknis        SPBE,
mengembangkan       kompetensi       teknis       SDM        SPBE,
mengembangkan  pola karir dan  remunerasi  SDM  SPBE  agar

pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian
layanan        SPBE        dapat        berjalan        dengan        baik,



berkesinambungan,     dan    memenuhi    harapan/kebutuhan

Pengguna.
2)  Strategi  untuk  mencapai  peningkatan  kapasitas  SDM  SPBE

adalah:
a)  Mengembangkan  jabatan  fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil

(PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
b)  Membangun   kemitraan   dengan   pihak   non   pemerintah

dalam  peningkatan  kompetensi  teknis  ASN,  penyediaan
tenaga ahli, riset,  serta pembangunan dan pengembangan
SPBE.

Tabel 2 merupakan gambaran inisiatif strategis SPBE yang dijadikan

patokan oleh Perangkat Daerah. Hal ini agar penyelenggaraan SPBE
di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  dapat  beljalan  secara
terpadu dan terarah.

Tabel 2. Inisiatif Strategis SPBE yang Dijadikan Patokan

oleh Perangkat Daerah
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E. Kebijakan Pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun
2020 - 2024

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang
dalam   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah    Daerah   Tahun
2020-2024, Pengarusutamaan Transformasi Digital, Kebijakan Satu Data
Kabupaten Cirebon, dan Arah Kebijakan dan Strategi SPBE, maka perlu
dirumuskan   kebijakan   pembangunan   SPBE   Pemerintah   Kabupaten
Cirebon.  Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon

yang dapat digambarkan dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten
Cirebon   diharapkan   dapat   menjadi   alat  yang  efektif  dalam   rangka
mewujudkan visi, misi, dan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten
Cirebon.

Pembangunan    SPBE    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon    melalui

penerapan   Arsitektur   SPBE   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon   hingga
periode 2024, diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional di bidang
ekonomi  dan  industri,  pembangunan  kewilayahan,  kesehatan,  sosial,



hukum dan keamanan, pendidikan, pemerintahan umum, dan Satu Data
Kabupaten Cirebon.

1)  Ekonomi dan Industri

Kebijakan    pembangunan    SPBE    diarahkan    untuk    mendukung

pembangunan  di  bidang  ekonomi,  melalui  pembangunan  di  sektor
industri,     perdagangan,     dan     investasi.     Salah     satu     strategi

pembangunan SPBE dalam bidang ekonomi ini dilakukan antara lain
melalui    pengintegrasian    layanan    perizinan    berbasis   elektronik,
sehingga  diharapkan  mampu  meningkatkan  kemudahan  berusaha
di Kabupaten Cirebon, sehingga mampu menarik investasi balk dalam
maupun  luar  negeri,  serta  mendorong  daya  saing  ekonomi  Daerah
dan Nasional.

2)   Pembangunan Kewilayahan
Kebijakan pembangunan SPBE Kabupaten Cirebon diarahkan untuk
mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui pembangunan

pekeljaan   umum   dan   perumahan   rakyat.    Salah   satu   strategi
pembangunan SPBE dalam bidang pekeljaan umum dan perumahan
ini   dilakukan   antara  lain   melalui   pengintegrasian   pembangunan
berbagai    pekeljaan    umum    dan    perumahan    rakyat,    sehingga
memastikan  pembangunan  yang  dilakukan  dapat  bersifat  integratif
dan  komprehensif  untuk  memastikan  pelaksanaan  pembangunan
dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Pembangunan

yang komprehensif di bidang pekeH.aan umum dan perumahan rakyat
perlu dipantau melalui sistem yang terpadu untuk dapat memastikan
pelaksanaan pembangunan bidang pekeljaan umum dan penyediaan
perumahan rakyat terlaksana secara optimal.

3)   Kesehatan
Kebijakan    pembangunan    SPBE    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon
melalui  penerapan  Arsitektur  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon
adalah dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kesehatan.
Salah  satu  strategi dalam pembangunan  SPBE di bidang kesehatan
ini  antara  lain  dengan  peningkatan  kualitas  kesehatan  masyarakat
melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memanfaathan
inovasi    dan    teknologi    dalam    pelayanan    kesehatan,    termasuk



didalamnya   meliputi   perluasan   sistem   rujukan   ondi.ne   termasuk
integrasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalan sistem rujukan,

perluasan  cakupan  dan  pengembangan jenis  layanan  tezemec!t.a.rLe,
digitalisasi  rekam  medis  dan  rekam  medis   onzi.7te;   pembangunan
sistem     perso77a7      health      cc.re;      integrasi,      sinkronisasi      dan

simplifikasi  sistem informasi kesehatan  pusat dan daerah  termasuk  \

penerapan  sisfem  sz.ngfe  entry,  penguatan  data  rutin,  inovasi  serta  `
penerapan Big Data.

4)    Sosial

Kebijakan    pembangunan   SPBE    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon
melalui  penerapan  Arsitektur  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon `
diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan
sosial   dalam   rangka   menurunkan   kemiskinan   dan   ketimpangan

pendapatan.  Salah  satu  strategi  pembangunan  SPBE  dalam  bidang
kesejahteraan sosial ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian
layanan  bantuan  sosial  berbasis  elektronik  serta  pengelolaan  data
kesejahteraan sosial yang terpadu.  Pengintegrasian layanan bantuan
sosial dan keterpaduan data kesejahteraan sosial yang tentunya akan
melibatkan  lintas  lnstansi  Pusat  dan  Pemerintah  Desa  diharapkan
dapat   meningkatkan   efektifitas   dan   efisiensi   dalam   penyaluran
bantuan  sosial,  sehingga bantuan  sosial yang diberikan dapat tepat
casaran.

5)   Hukum dan Keamanan
Kebijakan   pembangunan   SPBE    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon
melalui  penerapan  Arsitektur  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon
diaralikan untuk mendukung pembangunan   di bidang hukum dan
keamanan.  Salah  satu  strategi  pembangunan  SPBE  dalam  bidang
hukum    dan    keamanan    ini    dilakukan    antara    lain    melalui

pengintegrasian  penyelenggaraan  ketenteraman,  ketertiban  umum,
dan perlindungan masyarakat. Pengintegrasian proses bisnis tersebut
tentunya akan melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Desa

yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap warga
negara.  Inisiatif strategis pembangunan SPBE di bidang hukum dan
keamanan   antara   lain   dilakukan   pada   penyelenggaraan   sistem

penerbitan  Surat lzin  Mengemudi dan penyelenggaraan  penanganan
perkara tindak pidana teapadu berbasis teknologi informasi.

6)    Pendidikain



Kebijakan   pembangunan   SPBE   Pemerintah    Kabupaten    Cirebon
melalui  penerapan  Arsitektur  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon

juga    diarahkan    untuk    mendukung    pembangunan    di    bidang
pendidikan.  Strategi  pembangunan  SPBE  dalam  bidang  pendidikan
ini   dilakukan   antara   lain   .melalui   platform   layanan   pendidikan
berbasis   teknologi  dan   pengembangan   konten   digital  pendidikam.
Pemanfaatan   teknologi   pada   penyelenggaraan   layanan   tersebut
diharapkan  tidak  hanya  memberi  nilai  tambah  pada  masyarakat,
namun  juga  dapat  menghasilkan  data  dan  informasi  yang  dapat
digunakan    instansi    pemerintah    dalam    meningkatkan    kualitas

penyusunan   kebijakan,   dalam   hal   ini   khususnya   peningkatan
kebij akan pendidikan.

7)   Pemerintahan umum
Salah  satu  kebijakan  pembangunan  SPBE  Pemerintah  Kabupaten
Cirebon  lainnya  adalah  pada  sektor  pemerintahan  umum.   Sektor

pemerintahan  umum  ini  mencakup   urusan  pemerintahan  dalam
negeri,    keuangan    negara,    informasi,    komunikasi,    perencanaan

pembangunan nasional, aparatur negara, dan kesekretariatan negara.
Salah  satu   strategi  dalam  mewujudkan  pembangunan  di  bidang
administrasi pemerintahan  antara lain  melalui pembangunan  portal
layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi sebagai sebuah
single  digital  platform  Aparatur  Sipil  Negara.   Portal  ini  dibangun
untuk  memudahkan  Aparatur  Sipil  NegaLra  mengakses  pelayanan
administrasi   pemerintahan.    Layanan   administrasi   pemerintahan
dalam  portal  ini  mencakup  perencanaan,  penganggaran,  keuangan
negara,    pengadaan   barang   dan   jasa,    kepegawaian,    kearsipan, f

pengelolaan barang milik negara, pengawasan,  akuntabilitas kinelja,
dan   layanan   lain   sesuai   dengan   kebutuhan   internal   birokrasi

pemerintahan.   Agar   portal   pelayanan   administrasi   pemerintahan
dapat   diakses   oleh   pegawai   Aparatur   Sipil   Negara,   diperlukan

penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal
faksimili,  kanal  surat  elektronik  (email),  kanal  web,  kanal  mobile,
kanal media sosial, dan kanal yang mendukung penerapan Teknologi
4.0.

8)   Satu Data Indonesia
Kebijakan pembangunan SPBE lainnya adalah pelaksanaan kebijakan
Satu Data Indonesia dan Satu Data Kabupaten Cirebon sebagaimana



telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentamg Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56
Tahun  2021  tentang  Satu  Data  Kabupaten  Cirebon.  Strategi  dalam

pelaksanaan  kebijakan  ini  adalah  dengan  melakukan  peningkatan
kualitas data dalam kerangka Satu Data Kabupaten Cirebon melalui

perbaikan  tata  kelola  data  dan  pembangunan  portal  Satu  Data.
Dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia ini, maka terdapat
4 (empat) inisiatif strategis yang akan dilaksanakan, antara lain tata
kelola satu data statistik, tata kelola satu data geospasial, tata kelola
satu  data keuangan,  dan pembangunan portal Satu  Data Indonesia
sebagal layanan data terbuka.



BAD Ill
KERANGKA KERIA ARSITEKTUR SPBE

KABUPATEN CIRJBBON

Dalam    rangka   melaksanakan    prioritas    agenda   pembangunan

(pembangunan   sumber   daya   manusia,   pembangunan   infrastruktur,
penyederhanaan  regulasi,  penyederhanaan  birokrasi,  dan  transformasi
ekonomi)  perlu  ditentukan  metode  pelaksanaan  untuk  kelima  agenda
tersebut   secara  cepat,   tepat,   dan   terukur.   Penerapan   SPBE   dalam
menyelenggarakan pemerintahan diharapkan dapat menjawab tuntutan
tersebut.  Pelaksanaan  penerapan  SPBE  tersebut  dilaksanakan  sesuai
dengan    kerangka    kelja    SPBE    sebagalmana    diamanatkan    dalam
Peraturan I+esiden Nomor 95 Taliun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis  Elektronik  dan  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor 96  Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Kabupaten Cirebon.

A. Kerangha Keda SPBE

Kerangka kelja SPBE  pada  dasamya merupakan  sebuah  struktur
yang    didesain     sedemikian    rupa,     sebagai    konseptualisasi     atas
pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam
melakukan penerapan SPBE, baik di level nasional, maupun di lnstansi
Pusat  dan   Pemerintah   Daerah.   Penyelenggaraan  pemerintahan  yang
bersih,  efektif,  transparan,  dan akuntabel serta peningkatan pelayanan

publik yang  berkualitas  dan  terpercaya diharapkan  dapat  diwujudkan
melalui    tata    kelola    SPBE.    Tata    kelola    SPBE    diterapkan    untuk
memastikan  penerapan  unsur-unsur  SPBE  di  Pemerintah  Kabupaten
Cirebon secara teapadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:
a.  Arsitektur SPBE;
b.  Peta   Rencana    SPBE,    memuat   rencana    SPBE    mengenai

penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE,
infrastrurfur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit
teknologi informasi dan komunjkasi;

c.  Rencana dan Anggaran SPBE;
d.  Hoses Bisnis;
e.  Data dan lnformasi;
f.   Infrastruktur SPBE;
9.  Aplikasi SPBE;



h.  Keamanan SPBE; dan
i.   Layanan SPBE.

Salah satu unsur SPBE di atas adalah Arsitektur SPBE Pemerintah
Kabupaten Cirebon, yang memberikan keteapaduan dari seluruh Domain
Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari:
a.  Domain Arsitektur Proses Bisnis;
b.  Domain Arsitektur Data dan lnformasi;
c.  Domain Arsitektur lnfrastruktur SPBE;
d.  Domain Ar.sitektur Aplikasi SPBE;
e.  Domain Arsitektur Keamanan SPBE;dan
f.   Domain Arsitektur Layanan SPBE.

Gambaran  keterpaduan  seluruh  unsur-unsur  SPBE  di  atas  dapat
diwujudkan   dalam   sebuah   kerangka   kelja   SPBE   yang   didalamnya
memuat  Arsitektur  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon.   Arsitektur
SPBE   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon   mengganbarkan   keterpaduan
FToses   Bisnis,   Data  dan   lnforlnasi,   Layanan   SPBE,   Aplikasi   SPBE,
Infrastruktur  SPBE,  dan  Keanianan  SPBE.  Kerangka  kelja  Arsitektur
SPBE    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon   dan    kedudukannya   dalam
kerangka kelja SPBE dapat diilustrasikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka Kelja SPBE

Salah  satu  komponen  utama  pada  kerangka  kelja  SPBE  adalah
Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan,    dimana   melalui   AIsitektur   SPBE   dapat   dilakukan
pemantauan  dan  evaluasi  secara  terpadu  dan  menyeluruh  kegiataLn
penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan.

Arsitektur    SPBE    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon    merupakan
Arsitektur        SPBE        yang        diterapkan        secara        menyeluruh,



melalui  pengintegrasian  seluruh  penyelenggaraan  pemerintahan  secara
elektronik,   dengan   menggambarkan   secara   terpadu,   pada   se]uruh
domain    di    dalamnya,    sehingga    memberikan    kemudahan    dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur .SPBE
Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan panduan dalam tata kelola
SPBE  di  Perangkat  Daerah.  Arsitektur  SPBE  memiliki  pola yang  dapat
menghasilkan     layanan     digital     pemerintah     terintegrasi     untuk
mewujudkan visi dan nisi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi
layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data
dan  informasi,   serta  domain  layanan  SPBE,  yang  selanjutnya  akan
didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain
aplikasi   SPBE,   infrastruktur   SPBE,   dan   keamanan   SPBE.    Untuk
melakukan  identifikasi  pada  setiap  domain,  maka  pada  setiap  domain
terdapat  struktur  bertingkat,  yang  terbentuk  dari  berbagai  komponen
dasar yang disebut dengan referensi arsitektur, untuk memastikan relasi
antar  domain  dan  keselarasan  antara  Arsitektur  SPBE  Nasional  dan
Arsitektur  SPBE  lnstansi  Pusat  dan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon,

yang merupakan deskripsi dari setiap substansi domain arsitektur SPBE,
sebagalmana terlihat pada ilustrasi di Gambar 3.

I.

Gambar 3. Komponen dalam Arsitektur SPBE

Gambamn   Umum   Kerangka   KeFja   Arsitektur   SPBE   Pemerintah
Kabupaten Cirebon

Kerangka  Kelja  Arsitektur  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon
disusun berdasarkan kerangka ken.a SPBE sebagai panduan penerapan
dan  pengelolaan  SPBE  nasional  dan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.
Dengan   tujuan   mewujudkan   keterpaduan   antar   struktur  di   dalam
Arsitektur  SPBE,   maka  kerangka  kelja  Arsitektur  SPBE  Pemerintah
Kabupaten Cirebon yang akan dijelaskan pada bab ini, menjadi panduan
untuk   mengidentifikasi   pembentukan   layanan   pemerintah   berbasls
elektronik yang  terintegrasi,  meniadakan  tumpang  tindih  pelaksanaan



proses  bisnis,  dan  memastikan  penerapan  data  dan  informasi  berbagi
pakai   menjadi   Satu   Data   Kabupaten   Cirebon,   melalui   dukungan
teknologi infomasi dan komunikasi berbagi pakai yang terintegrasi.

Seperti telah dijelaskan  sebelumnya bahwa Arsitektur SPBE  terdiri
atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE.  Referensi
arsitektur terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:
a.  Referensi Arsitekfur Proses Bisnis;
b.  Referensi Arsite]rfur Data dan Informasi;
c.  Referensi Arsitekfur Layanan SPBE;
d.  Referensi Arsitek±ur Aplikasi SPBE;
e.  Referensi Arsitekfur Infrastruktur SPBE; dan
f.   Referensi Arsite]ctur Keamanan SPBE.

Serupa  dengan  referensi  arsitektur,  domain  arsitektur juga  terdiri
atas 6 (enam) komponen, yaitu:
a.  Domain Arsitekfur Proses Bisnis;
b.  Domain Arsitektur Data dan lnformasi;
c.  Domain Arsitektur Layanan SPBE;
d.  Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
e.  Domain Arsitektur Infrastru]rfur SPBE; dan
f.   Domain Arsitektur Keamanan SPBE.

Secara  garis  besar  keterkaitan  antara  semua  Referensi  Arsitektur
SPBE dengan semua domain arsitektumya tergambar pada Gambar 4.
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Gambar 4. Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

Pada     ilustrasi     kerangka     kelja     arsitektur     dapat     dilihat

pengelompokan  kegiatan  penyelenggaraan  SPBE  yang  terkait  dengan
identifikasi Layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak   bergaris



putus-putus   berwama   merah)   dan   identifikasi   dukungan   teknologi
infomasi dan komunikasi terintegrasi yang diperlukan (tergambar dalan
kotak bergaris putus-putus berwama biru).

Selanjutnya    ilustrasi    kerangka    kelja   Arsitektur    SPBE    dapat
dimasukkan  dalam  ilustrasi  kerangka  kelja  SPBE,  sebagaimana  pada
Ganbar 5.

Gambar 5. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE dalam Kerangka Kerja SPBE

C. Kerang±a Keria Arsiteltur Prcees Bisnis
Pada    domain    arsitektur    proses    bisnis    dilakukan    klasifiikasi

jenis    tugas    dan    fungsi    pemerintahan    yang    dilaksanakan    oleh
Pemerintah   Indonesia  yang  telah  ditetapkan   dalam  Undang-Undang
Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara  serta  Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
Domain  proses  bisnis  disusun  dengan  cara  menjabarkan  tugas  dan
fungsi    pemerintahan    dari    fungsi-fungsi    kementerian    berdasarkan
standar penalnaan uru san pemerintahan.

Dengan adanya klasifikasi berupa pengelompokan tugas dan fungsi

pemerintahan dari setiap Instansi ELsat dan Pemerintah Daerah, maka
dapat  menggambarkan  potensi  kolaborasi  antar  Instansi  Pusat  dan
Pemerintah   Daerah   serta   pengintegrasian   secara   terpadu   di   setiap
elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban.
Klasirikasi  proses  bisnis,  dilakukan  secara  umum  dan  tidak  terikat



dengan  organisasi yang  ada,  maka  diharapkan  dapat  mengakomodasi
setiap fungsi organisasi yang ada pada                                  setiap Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya

yang  berkaltan  dengan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  dari  instansi
pemerintah,  dengan  tidak  membedakan  organisasi  yang  mengemban
urusan pemerintahan tertentu.

Hal   ini   bertujuan   agar   pemanfaatan   teknologi   informasi   dan
komunikasi   pada   Instansi   Pusat   dan   Pemerintah    Daerah   dapat
mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan

pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan
secara  efektif,   efisien,  dan  akuntabel  serta  mengurangi  pemborosan
anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi yang diakibatkan
karena  adanya  duplikasi  pembelanjaan,  serta  membantu  memberikan
analisis  yang  obyektif  dalam  penyederhanaan  birokrasi  yang  menjadi

prioritas agenda pembangunan.  Kerangka kelja arsitektur proses bisnis
terdiri  atas  referensi  arsitektur  proses  bisnis  dan  domain  arsitektur

proses bisnis.

C.1.   Struktur Referensi Arsitektur proses Bisnis
Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang

diemban        oleh        instansi        pemerintah,        selanjutnya
diklasirikasikan     substansi     proses     bisnis     pemerintahan
ke dalam  tingkatan  struktur  referensi  arsitektur  proses  bisnis
yang terdiri dari 4 (empat) tin8kat, yaitu:
a.  Sektor   pemerintahan,   yang   mengelompokkan   substansi

proses  bisnis pemerintahan  ke  dalam sektor pemerintahan
sebagai tingkat  1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat
nasional;

b.  Urusan  pemerintahan,  yang  menjelaskan  turunan  dari
sektor   pemerintahan   yang   diemban   oleh   Pemerintah
Republik    Indonesia    sesual    yang    diamanatkan    oleh
undang-undang,     dikelompokkan     ke     dalam     urusarl
pemerintahan  sebagai  tingkat  2   (kedua),  yang  menjadi
struktur di tingkat nasional;

c.  Fungsi  pemerintahan,  yang  menjelaskan  lebih  rinci  dari
urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagal tingkat 3
(ketiga),  yarig selanjutnya lnstansi  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah     mendefinisikan     sesual     dengan     tugas     dan



fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan
ke tingkat nasional;

d.  Sub  fungsi  pemerintahan  yang  menjelaskan  lebih  rinci
dari  fungsi  pemerintahan   sebagai  tingkat  4   (keempat).
Instansi  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dapat  menyusun
pada   struktur   ini   sesual   dengan   kebutuhan   dalam
mendefinisikan  data  dan  informasi  yang  dihasilkan  dan
layanan  terintegrasi yang akan  dibangun  sebagai  bagian
dari layanan digital nasional.

Proses pendefinisian arsitektur proses bisnis di tingkat 3
(ketiga)  dan  tingkat  4  (keempat)  oleh  Instansi  fusat  dan
Pemerintah    Daerah    akan    dijelaskan    dalam    pedoman
penyusunan  AIsitektur  SPBE.  Ilustrasi  keterkaitan  struktur
arsitektur proses bisni.s pada kerangka ken.a Arsitektur SPBE
dapat terlihat pada Gambar 6.  Selanjutnya proses klasifikasi
dan  identifikasi  pada  struktur  domain  di  tingkat  nasional,
akan   menjadi   arah   kebijakan   AIsitektur   SPBE   Nasional,
melalui Referensi Arsitektur Proses Bisnis dan menjadi acuan
pada   pembentukan  Arsitektur   SPBE   lnstansi   Pusat   dan
Pemerintah Daerah.

Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

C.2.   Keterkaitan Antar Domain
Domain   arsitektur   proses   bisnis   ini   terdiri   darn   berbagai

macam   proses   bisnis   pemerintahan  yang   akan   menghasilkan
berbagal  macam  data  dan  informasi,  serta  akan  mendefinisikan
layanan  pemerintah,   sebagalmana  terlihat  ilustrasi  keterkaitan

pada  Gambar  7,   dimana  domain  proses  bisnis  akan   berelasi
langsung  dengan  domain  layanan  SPBE  dan  domain  data  dan
informasi.  Dengan  adanya  keterkaitan  antar  domain  arsitektur
lainya  dalam  SPBE,  maka  dapat  direlasikan  informasiLinformasi



1ainnya  terkait  urusan  pemerintahan  yang  dilakukan,   sebagai
contoh  melihat  layanan-layanan  yang  dihasilkan  dalam  urusan

pemerintahan  tersebut,  atau  aplikasi  dan  infrastruktur apa  saja
yang mendukung,  atau  data dan informasi apa yang diperlukan
atau   dihasilkan   dalam   penyelenggaraan   urusan   pemerintahan
tersebut.

Gambar 7. Relasi langsung pada Domain Proses Bisnis

D.    Kerangha KeEja Arsitektur Data dan lnformasi
Pelaksanaan   SPBE   di   lnstansi   Pusat   dan   Pemerintah   Daerah

ditujukan   untuk   mewujudkan   proses   kerja   yang   efisien,   efektif,
transparan,   dan  akuntabel,   serta  meningkatkan  kualifas  pelayanan

publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan
informasi  yang  dapat  dipercaya.  Dalam  membangun  tersedianya  data
dan  informasi  ini,  pemetaan  atas  data  dan  inforrnasi  di  lingkungan

pemerintahan  diperlukan  sehingga  pertanggungjawaban  atas  kualitas
data dapat dilaksanakan dengan baik.

Domain   arsitektur   data   dan   informasi   disusun   berdasarkan
kebutuhan   data  yang   digunakan   pada   proses   bisnis   dan   layanan
di pemerintahan yang sudah diklasifkasikan dalam referensi arsitektur
data  dan  informasi.  Domain  arsitektur  data  dan  informasi  digunakan
untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis,
ataupun  layanan  SPBE  yang  sifatnya  berdiri   sendiri,   serta  dengan

prinsip  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  mengenai  Satu  Data
Indonesia. Data dan inforlnasi mencakup semua jenis data dan inforlnasi

yang dimiliki oleh lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang
diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka
kelja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur
data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.



D.1.   Struktur Referensi Arsitektur Data dan informasi
Dalam    domain    arsitektur    data    dan    informasi    yang

dihasilkan    dari    berbagai    aktivitas    dalam    proses   bisnis
pemerintahan.      selanjutnya      diklasifikasikan      substansi
data  dan   informasi   ke   dalam  tingkatan   struktur   referensi
arsitektur  data  dan  informasi   yang  terdiri  dari  4   (empat)
tin9kat, yaitu:
a.  Data Pokok,  yang mengelompokkan data ke dalam data yang

dihasilkan  pada sektor pemerintahan dan data pendukung
umum  sebagai tin8kat  1 (pertama), yang menjadi struktur di
tingkat nasional;

b.  Data  Tematik,  yang  menjelaskan  urusan  pemerintahan  yang
diemban   oleh   Pemerintah   Republik   Indonesia   sesuai   yang
diamanatkan  oleh  undang-undang,  dikelompokkan  ke  dalaln
data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung
umum  sebagai  tin8kat  2  (kedua),  yang  menjadi  struktur  di
tingkat nasional;

c.  Data  Topik,  yang  menjelaskan  lebih  rinci  dari  data  tematik
di tingkat nasional sebagai tingkat 3  (ketiga), yang selanjutnya
lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan
informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kewenangan   yang   dimiliki   dengan   merelasikan   ke   tingkat
nasional;

d.  Data Sub Topik, yang menjelaskan lebih  rinci dari data topik
sebagai  tingkat  4  (keempat).  Instansi  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data
dan  inforlnasi  yang  dibutuhkan  dalam  membangun  layanan
terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional,  serta
kebutuhan operasional aplikasi.

Instansi  Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya akan
mendefroisikan  di tingkat 3  qfetiga) dan  tingkat 4 (keempat),
yang     akari    dijelaskan    dalam    pedoman    penyusunan
Arsitektur  SPBE.  Ilustrasi  keterkaitan   strulrfur  arsitektur
data  dan  informasi  pada  keran8ka  kelja  Arsitekeur   SPBE
dapat terlihat pada Gambar  8.  Selanjutnya proses klasifikasi
dan identifikasi  pada stru]rfur domain di tingkat nasional, akan
menjadi    arah    kebijakan    Arsitektur     SPBE     Nasional,



melalui  referensi  arsitektur  data  serta  menjadi  acuan  pada
pembentukan     Arsitektur     SPBE     hastansi     Pusat     dan
Pemerintah  Daerah.

Gambar 8. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

D.1.   Keterkaitan Antar Doniain

Domain arsitektur data dan informasi mempunyaj relasi
langsung  dengan  domain  arsitektur  proses  bisnis  sebagai
sumber  data dan  informasi tersebut  dan  domain  arsitektur
infrastruktur  SPBE  di  mana  diklasifikasikan  pada  media
penyimpan   data   tersebut.   Semua   data   disimpan   dalam
infrastruktur  SPBE  yang  terintegrasi.   Data  dan  informasi
harus  dapat  diakses  dan  dibagipakalkan  melalui  aplikasi
SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Data   dan    iriformasi    merupakan    asset   yang    perlu
diamankan  dalam  SPBE.  Mekanisme  pengamanan  terhadap
data    diatur    dan    ditetapkan    oleh    standar    arsitektur
keamanan,    sebagalmana    dapat    terlihat   ilustrasi    relasi
langsung    dengan    domain    data    dan    informasi    pada
Gambar 9.

Gambar 9. Relasi langsung pada Domain Data dan lnformasi



E.    Kerangka KeriaArsitektur Layanan SPBE
Keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi

SPBE  dan  yang  memiliki  nilai  manfaat.  Sedangkan  pengguna  SPBE
adalah lnstansi pusat dan pemerintah Daerah, pegawai               Aparatur
Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang
memanfaatkan  layanan.  Dapat dilihat  bahwa                               layanan
menggunakan   asas   manfaat  yang  dihasilkan   (be7iejits)   untuk   para

penggunanya.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses
bisnis    dan    disrajikan    kepada    pengguna    dengan    mencerminkan
karakteristik   layanan   tertentu,   serta   diselaraskan   dengan   berbagai
inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan
terkait layanan pemerintah. Untuk itu, domain layanan diklasifikasikan
berdasarkan perspektif penerima manfaat.  Dalam hal ini jika penerima
manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia
usaha   seperti   penerapan   cipta  kelja   (ekstemal   dari   pemerintahan)
diklasifikasikan sebagai layanan publik (Got/emment to Gtieeri/G2C dan
Cfot;emment  to   Bust.ness/G2B)   dan   bila   penerima   manfaat   tersebut
adalah    instansi    pemerintah    ataupun    aparatur    Negara    (internal

pemerintahan)   maka   diklasifikasikan   sebagai   layanan   administrasi
pemerintahan     (Got/emrnerit     to     Got/emment/G2G,     Got/emme7tt     to
Emptogee/Q2E).

Diharapkan   dengan   penerapan   domain   layanan   SPBE   dalam
melakukan  identifikasi  layanan  pemerintah,  maka dapat mempercepat
terwujudnya   agenda   pembangunan   untuk   melakukan   transfoirmasi

pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi,  serta
mempercepat  tersedianya infrastruktur  untuk  ekonomi  dan  pelayanan
dasar  melalui  pelayanan  secara komprehensif,  menjadikan  pemerintah

yang bersifat ttser-centrie menuju penerapan Socfety 5.0. Kerangka kelja
dari  arsitektur  layanan  SPBE  terdiri  atas  referensi  arsitektur  layanan
SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE.

E.1.  Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Dalam    domain    arsitektur    layanan    SPBE   yang    akan

mendukung      arah      kebijakan      nasional,      selanjutnya
diklasifikasikan substansi layarian SPBE ke  dalam tingkatan



struktur   referensi    arsitektur   layanan   SPBE   yang   berupa
4 (empat) tingkat,  yaitu:
a.  Domain      Layanan,      yang     mengelompokkan      layanan

pemerintahan   ke   dalam  domain  layanan  pemerintahan
sebagai tingkat  1 (pertama),  yang menjadi struktur di  tingkat
nasional;

b.  Area    Layanan,    yang    menjelaskan    area    layanan
p em erintah       se sual       d engan       target       layan an ,
dikelompokkan ke dalam area layanan sebagal tingkat 2
(kedua) , yang menjadi struktur di tingkat nasional;

c.  Kategori      Layanan,      yang      menjelaskan      layanan
pemerintah   yang  merupakan   layanan   spesifik  yang
hanya  dimiliki  oleh  lnstansi   Pusat  dan   Pemerintah
Daerah    sesuai    dengan    tugas    dan    fungsi    serta
kewenangan yang dimilihi, dengan merelasikan kepada
area  layanan  di  tin8kat  nasional,  sebagai  tingkat  3
(ketiga);dan

d.  Sub Kategori Lay-anan.. yang menjelaskan lebih rinci dari
kategori  layanan  sebagai tingkat 4  (keempat).  Instansi
Pusat  dan  Pemerintah  Daerah .dapat  menyusun  pada
struktur    ini     sesual     dengan     kebutuhan     dalaln
mendukung  pembangLman  layanan  terintegrasi  secara
nasional.

I n stan si     Pu sat     dan     Pem erintah     D aerah     akan
mendefinisikan  di tingkat 3  (ketiga)  dan tingkat 4  (keempat)
yang akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur
SPBE. Ilustrasi keterkaltan struktur arsitektur layanan SPBE
pada kerangka kelja SPBE  dapat terlihat  pada Gambar  10.
Selanjutnya proses  klasifikasi  dan  identifikasi pada  domain
arsitektur di tingkat nasional,  akan menjadi arah kebijakan
Arsitektur    SPBE    Nasional,    melalui    referensi    arsitektur
layanan  dan  menjadi  acuan  pada  pembentukan  Arsitektur
SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 10. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

E.1.   Keterkaitan Antar Domain

Dengan  sekian  banyak  ragam  layanan  yang  dihasilkan
pemerintah,  maka perlu  dilakukan  pengelompokan  ataupun
klasifikasi  yang  benar  sesuai  dengan   struktur  arsitektur
layanan     SPBE.     Dengan     adanya     pengelompokan     ini,
memudahkan  evaluasi  terhadap  layanan  pemerintah  yang
didukung  oleh  sistem  informasi  secara  keseluruhan  yang
berada pada domain aplikasi SPBE, sehingga menghilarigkan
duplikasi  melalui  berbagi  pakal  aplikasi  dalam  penyediaan
layanan   yang   ada   antar   instansi   pemerintahan,   yang
terbentuk   dari   domain   proses   bisnis,    sehingga   inovasi
layanan baru urituk mendukung visi dan nisi SPBE.

Selanjutnya layanan terintegrasi pemerintah, juga akan
memerlukan  pengelolaan  data  dan  informasi  yang  terdapat
pada domain data dan informasi,  maka dapat terlihat relasi
langsung pada domain layanan SPBE pada Gambar 11.

Gambar 1 1. Relasi Langsung pada Domain Layana SPBE

F.    Kerangka Keda Arsiteltur Aplihasi SPBE
Arsitektur   Aplikasi    SPBE    Nasional,    memastikan    pelaksanaan

pembangunan  dan  pengembangan  aplikasi  dilakukan  secara  berbagi
pakai dan  efisien,  untuk melakukan  tugas  atau  fungsi  layanan  SPBE,
dengan memerhatikan fa]ctor sebagal berikut:



1.  Pengembangan  aplikasi,  sesuai dengan amanat dalaln Peraturan
Presiden mengenai  SPBE qceterpaduan, berbagi pakai, efisiensi,
dan optimalisasi layanan);

2.  Tujuan  pembangunan  dan  layanan  pemerintahan  (undang-undang,

peraturan  presiden,  keputusan  presiden,  peraturan    menteri,  dan
regulasi lainnya serta disesuaikan dengan referensi arsitektur proses
bisnis dan referensi arsitektur layanan) ; dan

3.  Standardisasi      (telmologi,1isensi,       kode      sumber      terbuka,
delivery/proses).

Kerangka   kelja   arsitektur   aplikasi   SPBE   terdiri   atas   referensi
arsitekeur aplikasi SPBE dan domain arsiteLrfur aplikasi SPBE.

F.1.    Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Dalam    domain    arsitektur    aplikasi    SPBE    yang    akan

mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan
substansi  aplikasi  SPBE  ke  dalam  tingkatan  struktur  referensi
arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat} tingkat, yaitu:
a.  Domain      Aplikasi,       yang      mengelompokkari       aplikasi

pemerintah  ke dalam 2 (dua)  domain aplikasi pemerintah,
sebagai tingkat  1 (pertama),  yang menjadi struktur di  tingkat
nasional;

b.  Area   Aplikasi,   yang   menjelaskan   area   aplikasi   pemerintah
sesuai dengan target layanan,  sebagai tingkat 2  (kedua), yang
menjadi struktur di tingkat nasional;

c.  Kategori Aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai
dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
sefta kewenangan, dengan merdasikan kepada area layanan di
tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga) ; dan

d.  Sub   Kategori   Aplikasi,   yang   menjelaskan   lebih   rinci   dari
kategori  aplikasi  sebagai  tingkat  4  (keempat).  Instansi  Pusat
dan  Pemerintah  Daerah  dapat  menyusun  pada  struktur  ini
sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  mendukung  pembangunan
layanan terintegrasi secara nasional.



ln stan si      Pu sat      dan       Pen erintah       D aerah      dalarn
mendefinisikan  di tingkat 3 (ketiga) dan tingkat 4   (keempat),
akan   dijelaskan   dalam   pedoman   penyusunan   Arsite]rfur
SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE dapat
terlihat  pada  Gambar  12.  Selanjutnya  proses  klasifikasi  dan
identifikasi   pada  struktur  domain  di   tingkat  nasional,  akan
menjadi  arah  kebijakan  Arsitektur  SPBE  Nasional,  melalui
referensi    arsitektur    aplikasi    dan    menj.adi    acuan    pada

pembentukan Arsitektur SPBE lnstansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Gambar 12. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

F`.1.   Keterkaitan Antar Domain

I,ayanan  SPBE  yang  dilakukan  secara  elektronik  dihasilkan
melalui    sebuah    aplikasi.    Aplikasi    SPBE    diharapkan    dapat
mengakomodir    fungsi-fungsi    yang    perlu    dilakukan    untuk
menghasilkan  layanan  tersebut.   Dengan  demikian  aplikasi  ini
dapat  berupa  sebuah  aplikasi  ataupun   pengintegrasian   dari
beberapa  aplikasi.  Aplikasi  SPBE  terhubung  secara  terintegrasi
seQara   lintas   sektoral,   sehingga   pembangunannya   diwajibkan
mengikuti     kaidah     pembangunan     aplikasi     SPBE     sehingga
mempermudah  tata  kelola  aplikasi  di  lingkungan  pemerintahap
secara nasional.

Penyusunan  referensi arsitektur  pada domain  aplikasi  SPBE
bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya,
melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan
nasional   berupa   penciptaan   layanan   pemerintah   terintegrasi,
sehingga  membantu   secara  signifikan   dalam  mengidentifikasi



peluang   ditemukannya   duplikasi   aplikasi   dan   peluang   untuk
berbagi pakal aplikasi.

Penyusunan    referensi   aplikasi    SPBE   dilakukan    dengan
memperhatikan faktor sebagai berikmt:

a.  Disusun     berdasarkan     pada     struktur     adaptif    yang
memunghinkan    teljadinya    pengembangan    dan    atau
pengintegrasian    fungsi    lain,Jbaru    dalam    penyediaan
kemampuan te]mologi informasi dan komunikasi;

b.  Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
c.  Didefinisikan sebagai hirar]d komponen aplikasi;
d.  Dirancang       untuk       mempromosikan       kemudahan

penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
e.  Berbasis kode sumber terbuka (open source); dan
f.   Terkorelasi  dengan  domain  layanan  SPBE,  dan  domain

data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi
dan   didu]anng   oleh   domain   infrastruktur   SPBE   dan
domain   keamanan   SPBE,   maka   dapat  terlihat   relasi
langsung pada domain aplikasi SPBE pada Gambar 13.

Gambar 13. Relasi Langsung pada Domain Aplikasi SPBE

a.   Kerangka Kerja Arsitektur Infrastmktur SPBE
Arsitektur     infrastniktur     SPBE     nasional,     memastikan.

pelaksanaan   pembangLman   dan   pengembangan   infrastruktur
SPBE nasional dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, terhubung
dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,
dengan memerhatikan fakeor sebagai berikut:
1.   Pusat komputasi dan data terpusat;
2.   Kapasitas besar untuk komputasi dan penyinpanan;
3.   Penggunaan te]mologi virtualisasi;
4.   Pemanfaatan          aset          te]mologi          informasi          dan

(ha;rdware/ sof all are/ nctuicme) secara optimal.,
5.   Kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;



6.   Dukungan terkait media jaringan yang beragam;
7.   Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagal pemakai; dan
8.   Keran9ka infrastrufur dan aplikasi pemerintah.

Keran8ka  kelja  arsitektur  infrastrurfur  SPBE  terdiri  atas
referensi  arsitektur  SPBE  dan  domain  arsitektur  infrastruktur
SPBE.
G.1.  Stru]rfur Referensi Arsitektur Infrastru]ctur SPBE

Dalam   domain   arsitektur   infrastruktur   SPBE   yang   akan
mendukung   arab   kebijakan   nasional,    selanjutnya   substansi
infrastruktur SPBE  diklasifikasikan ke  dalam  tingkatan  struktur
referensi  arsitektur  infrastruktur  SPBE  berupa  3  (tiga)  tingkat,

yaitu:
a.  Domain         Infrastniktur ,         yang         mengelompo]ckan

infrastruktur ke dalam domain infrastrurfur sebagai tingkat
1 tr)ertama), yang menjadi strufur di tingkat nasional;

b.  Area lnfrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai
dengan  domain  infrastruktur  dalam  mendukung  pengelolaan
aplikasi serta data dan informasi, dikelompokhan ke dalam area
infrastruktur sebagai tingkat 2  (kedua), yang menjadi struktur
di tingkat  nasional; dan

c.  Kategori  Infrastruktur,  yang menjelaskan  lebih  rinci  dari  area
infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur
di tingkat nasional.

Instansi   Pusat  dan   Pemerintah   Daerah   akan   memetakan
kebutuhan   infrastruktur   dalam   membangun   dan   mengelola
aplikasi  sesual  dengan  domain  arsitektur  aplikasi  SPBE   serta
memetakan  data  dan  informasi  sesuai  dengan  domain  data dapi
inforrnasi,     sehingga     dapat     memantau     dan     mengevaluasi
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pemerataan    infrastruktur    SPBE    nasional    yang    diperlukan.
Pelaksanaan   pemetaan   ini   akan   dijelaskan   dalam   pedoman

penyusunan    Arsitektur    SPBE.     Ilustrasi    stmktur    referens'i
arsitektur infrastruktur SPBE dapat terlihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

G.1.   Keterkaitan Antar Dolnain
Domain    infrastruktur    SPBE    akan    memetakan    semua

perangkat  keras,  perangkat  lunak,  dan  fasilitas  yang  menjadi
penun].ang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi
data,      pengolahan      dan      penyimpanan      data,      perangkat
integrasi/penghubung,   dan  perangkat  elektronik  lainnya,  yang
digunakan  untuk  menghasilhan  layanan.  Penyusunan  referensi
arsitektur   pada   domain   infrastruktur   SPBE   bertujuan   untuk
memberikan      dasar      dalam      mengklasifikasikan      teknologi
infrastruktur     SPBE     yang     diperlukan     untuk     mendukung

pelaksanaan SPBE.  Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam
pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan  saat ini dan yang
direncanakan  ke  dalam  domain  arsitektur  infrastruktur  SPBE.
Informasi   ini   diperluhan   dalam   mengidentifikasi   infrastruktur
SPBE    yang    dapat    digunakan    secara    berbagi    pakai    dan
mempermudah  dalam  melakukan  konsolidasi  dan  utilisasinya,
agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serfa
efektif  dan  efisien.  Dalam  hal  ketersediaan  ini  belum  tercapai,
maka  digunakan  infrastruktur  yang  ada,  yang  dikoordinasikan
dalam domain infrastruktur SPBE.

Penyusunan     Referensi     Arsitektur     Infrastruktur     SPBE
dilakukan dengan memperhatikan falstor sebagai berikut:
a.  Harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan,

dan mengakomodasi te]mologi baru ;
b.  Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur  SPBE;
c.  Dirancang       untuk       mempromosikan       kemudahan

penggunaan, aksesibilitas,  dan pelaporan;
d.  Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas  bersama;
e.  Berbasis standar umum (open  standard); dan



f.   Dapat  digunakan  untuk  mendufung  domain  aplikasi
SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan
yang  terindikasi  dan  didukung  oleh  domain  keamanari
SPBE, maka  dapat  terlihat  relasi  langsung   pada  domain
infrastrukfur SPBE pada  Ganbar 15.

Referensi   dari   struktur   pada   domain   infrastruktur   SPBE
berlaku  secara nasional,  sehingga Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah  menggunakan  bahasa .vang  sama  dalam  mendefinisikan
infrastruktur    SPBE   yang   dimiliki.    Dengan    demikian    dapat
dilakukan pemerataan infrastruktur SPBE yang menjadi prioritas
agenda pembangunan.

RefermsiArsitektur
lnlrtrstnrfur

Gambar 15. Relasi Langsung pada Domain Infrastruktur SPBE

H.   Kerangka Kerja Arsiteltur Keamanan SPBE
Domain    arsite]rfur    keamanan    SPBE    bertujuan    untuk

mendeskripsi]ran  pengendalian  dan  pengintegrasian  keamanan
data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang
texpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi   Instansi
Pusat   dan   Pemerintah   Daerah,    sehingga   dapat   dilakukan
pengendalian      melalui      identifikasi      program      keamanan,
pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang
komprehensif.

Keamanan  mencakup  penjaminan u kerahasiaan,  keutuhan,
ketersediaan,    keaslian,    dan    kehirsan8kalan    (no7t-repttczz.cztforL)
sumber  daya  terkait  data  dan  informasi,  aplikasi  SPBE,  dan
infrastru]rfur  SPBE.  Penjaminan  kerahasiaan  dilakukan  melalui
penetapan    ]dasifikasi    keamanan,    pembatasan    akses,    dan
pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilarfukan
melalui    pendeteksian    modifikasi.     Penjaminan    ketersediaan
dilakukan    melalui    penyediaan    cadangan    dan    pemu]ihan.



Penj.aninan keasfian dilarfukan melalui penyediaan    mekanisme
verifikasi   dan   validasi.   Penjaminan   kenirsangkalan   dilakukan
melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga
terpercaya   melalui   penggunaan   sertifikat   digital.    Penerapan
keamanan   harus   memenuhi   standar   te]anis   dan   prosedur
keamanan. Kerangka keq.a arsitektur keamanan SPBE terdin atas
referensi arsitektur keamanan SPBE dan domain keamanan SPBE.

H.1.  Struktur Referensi Arsitektur Kearnanan SPBE
Dalam  domain  arsitektur   keamanan   SPBE yang  akan

mendukung     arah     kebijakan     nasional,     selanjutnya
substansi   keamanan   SPBE   dildasifikasikan   ke   dalam
tin8katan   stniktur   referensi   arsitektur   keamanan   SPBE
dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:
a. Domain  Keamanan,   yang  mengelompokkan  keamanan

SPBE   ke  dalam  domain  keamanan   terdiri  dari   standar
keamanan,     penerapan    keamanan    dan    rekomendasi
kelaikan   keamanan,   sebagai   tingkat   1   triertama),   yang
men].adi struktur di tingkat  nasional;

b. Area Keamanan, yang mengeiompokkan keamanan SPBE
ke  dalam  area keamanan  terhadap  data dan  informasi,
aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagal tin8kat 2
(kedua) , yang menjadi stru]rfur di tingkat nasional.

In stan si     Pu sat     d an     Pemerintah     D aerah     akan
mendefinisikan     penerapan    kealnanan     SPBE,     melalui
pedoman  penyusunan  Arsite]rfur  SPBE.  Ilustrasi  strukfur
referensi  arsitelrfur  keamanan  SPBE  dapat  terlihat  pada
Ganbar 16.

Ganibar 16. Stni]rfur Referensi Arsite]rfur Keanianan SPBE

H.2.  Keterkaitan Antar  Domain
Doinain   arsitektur   keamanan   SPBE   adalah   domain

arsite]rfur yang mendesledpsikan kerangka dasar kealnanan
terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur



SPBE    untuk   men9hasilkan    layanan    pemerintah   yang
terintegrasi.   Relasi   domain   arsite]chir   keamanan   SPBE
menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan
informasi,  domain  arsite]chir  aplikasi  SPBE,  dan  domain
arsitekfur  infrastrukfur  SPBE,  maka  dapat  terlihat  relasi
langsung pada Gambar 17.

"erensiArdtektw
X®anaitan

Gambar 17. Relasi I,angsung pada Domain Keamanan SPBE

Tanggung jawab keamanan SPBE pada tin9kat Instansi
Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dilaksanakan  oleh  lnstansi
Pusat   dan   Pemerintah   Daerah  pelaksana   SPBE.   Untuk
penerapan keamanan SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah  pelaksana  SPBE  berkoordinasi  dan  berkonsultasi
dengan       lembaga      yang       menyelenggarakan       tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.

Domain  arsitektur  keamanan  SPBE  selanjutnya  perlu
didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi
SPBE,  dimana  manajemen  dflakukan  melalui  seran9kaian
proses yang meliputi penetapan ruang lin8kup,  penetapan
penanggung].awab,  perencanaan,  dukungan  pengoperasian,
evaluasi   kinelja,   dan   perbaikan   berkelanjutan   terhadap
keamanan  informasi  dalam  SPBE.  Manajemen  kealnanan
informasi     dan     te]mis     prosedur     keamanan      SPBE
dilaksanakan berdasar]can Pedoman Manajemen Keamanan
Informasi SPBE dan Standar Te]mis dan Prosedur Keamanan
SPBE yang ditetapkan.



FAB IV
REFERENsl ARslTEKTUR slsTEM pEMERIrmAIIAN BERBAsls

ELEKTRONIK KABUPATEN CIREBON

Arsitektur  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  seperti  telah  dijelaskan

pada  bab  sebelumnya,  diperlukan  dalam  melakukan  penerapan  SPBE
untuk membentuk layanan digital pemerintah yang terintegrasi.  Dalam
upayanya  penerapan  arsitektur  SPBE  memerlukan  komponen  berupa
referensi  di  tingkat  nasional yang  menjadi  acuan  oleh  setiap  Instansi
Pusat   dan   Pemerintah   Daerah,   dalam   menyusun   setiap   domain
arsitektur  SPBE  masing-masing  sesuai  dengan  struktur  yang  telah
ditentukan. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten telah dibuat referensi
sesuai acuan dari Nasional di level tiga dan empat.

A.    Referensi Arsitektur proses Bisnis

Domain  proses  bisnis  sebagainana  yang  telah  ditentukan  pada
sub bab  Ill.A,   dimana  memili]d   struktur  dengan   4   (empat)   tingkat,
dimana terdapat tingkat  1  (pertama)  dan tingkat 2  (kedua)  merupakan
struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan
referensi  arsitektur  proses  bisnis  tingkat  3  (ketiga)  dan  4  (keempat)
merupakan  struktur di  tingkat Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon
dengan ilustrasi pada Ganbar 18 dan daftar referensi pada Tabel 3 dan
Tabel 4.

Sektor Pemerintahan

Urusan Pemerintahan

(Tingkat 2)

Gambar 18. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Tingkat Nasional



Tabel 3. Referensi Arsitektur FToses Bisnis
Tingkat Nasional

Kode Referensi Deskripsi Referensi Arsitektur
Arsitektur Proses Bisnis

Pertahanan dan Luar Negeri (01}
01  .01 Pertahanan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam bidang pertahanan negara.
01.02 Hubungan      Luar Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

Ne8en dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan lndustri (02)

02.01 Industri Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalall-I bidaiig pengelolaan industri.

02.02 Perdagangan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang perdagangan.

02.03 Pertanian Penyelenggaraan      urusan      pemerintah
dalam bidang pertanian.

02.04 Perkebunan Penyelenggargaan     urusan     pemerintah
dalam bidang perkebunan.Penyelenggaraanurusan      pemerii:I-t-J*:ifi

02.05 Petemakan
dalam bidang petemakan.

02.06 Perikanan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang perikanan.

02.07 Badan Usaha Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
Mhik Negara dalam  bidang  pengelolaan  badan  usaha

milik negara.

02.08 Investasi Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam   bidang   pembinaan    penanaman
modal.

02.09 Koperasi Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang pembinaan koperasi.

02.10 Usaha   Kecil   dan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahari
Menengah dalam bidang pembinaan usaha kecil dan

menengah.
02.11 Pariwisata Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam bidang kepariwisataan.



Pembangunan Kewllayahan (03|
03.01 Pekeljaan Umum Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

da]am bidang pekeljaan umum.
03.02 Transmigrasi Penyelenggaraan.    urusan    pemerin+rahan

dalam bidang transmigrasi.
03.03 Transportasi Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam bidang transportasi.
03.04 Perumahan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam bidang perumahan.
03.05 Pembangunan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

Kawasan atau dalam   bidang   pembangunan   kawasan
Daerah Tertinggal atau daerah tertinggal.

03.06 Pertanahan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang pertanahan.

03.07 Kependudukan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang kependudukan.

Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)
04.01 Kesehatan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam bidang kesehatan.
04.02 Sosial Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam bidang sosial.
04.03 Pemberdayaan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

Perempuan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)

05.01 Hukum Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang hukum.

05.02 Keananan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan,
dalaln bidang keamanan.

05.03 Hak Asasi Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
Manusia dalam bidang hak asasi manusia.

Pendidikan dan Tenaga Keda (06|Pendidlkan dan Tenaga Keda (06|
06.01 Pendidikan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam bidang pendidikan.
06.02 Ketenagakeriaan Penye,1enggaraan    uTusan    pemerintalian

dalam bidang ketenagakeljaan.



06.03 Ilmu  Pengetahuan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dan Teknologi dalam   bidang   ilmu   pengetahuan   dan

teknologi.
06.04 Pemuda Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam      bidang      pemberdayaan      dan

pengembangan pemuda.
06.05 Olahraga Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam bidang keolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)

07.01 Pertanbangan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dafam bidang pertambangan.

07.02 Energi Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalan bidang energi.

07.03 Kehutanan Penyelenggaraari    urusan    pemerintahan
dalam bidang kehutanan.

07.04 Kelautan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang kelautan.

07.05 Lingkungan Hidup Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang lingkungan hidup.

Budaya dan Agama (08)
08.01 Agana Penyeienggaraan    urusan    pemerintahan

dalan bidang agana.
08.02 Kebudayaan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan

dalam hidang kebudayaan i
Pemerintahan Umum |09)

09.01 Dalam Negeri Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang dalam negeri.

09.02 Keuangan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang keuangan negara.

09.03 Informasi Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang informasi.

09.04 Komunikasi Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam bidang komunikasi.

09.05 Perencanaan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan ,
Pembangunan
Nasional

dalam bidang perencanaan pembangunan
nasional.



09.06 Aparatur Negara Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
dalam     bidang     pengelolaan     aparatur
ne8ara.

09.07 Kesekretariatan Penyelenggaraan    urusan    pemerintahan
Ne8ara dalam bidang kesekretariatan negara.

Tabel 4. Referehsi Arsitektur Proses Bisnis
Tinghat Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur
Proses Bisnis

Pengelolaan Struktur Industri (02.01.04)

02 .01.04.01 Perencanaan dan Penyelenggaraan urusan
Pembangunan pemerintahan dalam program
Industri pembangunan industri

Pengelolaan Standar Nasional (02.01.05)

02 .01.05.01 Pengelol- Sistem Penyelenggaraan urusan
Informasi Industri pemerintahan dalam program
Nasional                        I informasi industry

Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital (02. 01.07)

02 .01.07.01 Pengembangan Penyelenggaraan urusan
Sumber Daya pemerintahan dalam program
Pariwisata dan pengembangan sumber daya
Ekonomi Kheatif pariwisata dan ekonomi kreatif

02 .01.07.02 Pengembangan Penyelenggaraan urusan
Ekonomi Kreatif pemerinfahan dalam program
melalui pengembangan ekonomi kreatif
Pemanfaatan dan melalui pemanfaatan dan
Perlindungan Hak perlindungan hak kekayaan
KekayaanIntelektual intelektual

Pengelolaan Iklim Usaha (02.01.08)

02.01.08.01 Pengendalian lzin Penyelenggaraan urusan
Usaha Industri pemerintahan dalaln program
Kabupaten/Kota pengendalian izin usaha industri

Kabupaten/Kota



Pengelolaan Perdagangan (02.02.02)
02.02.02.01 Peningkatan

Sarana Distribusi
Penyelenggaraan uru sam

pemerintahan dalam program
I I Perdagangan I peningkatan sarana distribusi                I

perdagangan
02.02.02.02 Stabhisasi Harga Penyelenggaraan urusan

Barang Kebutuhan pemerintahan dalam program
Pokok dan Barang stablitasi harga pokok dan barang
Pentin8 penting

Perdagangan Dalam Negeri (02.02.03)

02.02.03.01 Penggunaan dan ` Penyelenggaraan urusan

Pemasaran Produk pemerintahan dalam program
Dalan Negeri11 penggunaan dam pemasaran produk

da.1am nege,ri

Ekspor Impor (02.02.04)

02.02.04.01 Pengembangan Penyelenggaraan uru sam
Ekspor pemerintahan dalam program

pengembangan ekspor
Pemberdayaan Konsumen (02.02. 05)

02.02.05.01 Standarisasi dan Penyelenggaraan urusan
Perlindungan pemerintahan dalam program
Konsumen standarisasi dan perlindungan

konsumen
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (02.03.03)

02.03.03.01 Penyediaan dan Penyelenggaraan urusan
Pengembangan pemerintahan dalam program
Sarana Pertanian penyediaan dan pengembangan

sarana pertanian
02.03.03.02 Penyediaan dan Penyelenggaraan urusan

Pengembangan pemerintahan dalam program
Pi-asarana peny-ediaar-1 dan pengembarigan
Pertanian prasurana



Ketahanan Pangan (02. 03.04)
02.03.04.01 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan

Sumber Daya pemerintahan dalam program
Ekonomi untuk pengelolaan sumber daya ekonomi
Kedaulatan dan untuk kedaulatan dan kemandirian
KemandirianPangan Pan8an

02.03.04.02 Peningkatan Penyelenggaraan uru sam
Diversifikasi dan pemerintahan dalam program
Ketahanan Pangan penin8katan diversifikasi dan
Masyarakat ketahanan pangan

02.03.04.03 Penanganan Penyelenggaraan urusan
Kerawanan Pangan pemerintahan dalam program

penanganan kerawanan pangan
02.03.04.04 Pengawasan Penyelenggaraan urusan

Keananan Pangan pemerintahan dalam program
pengawasan keamanan pangan

Karantina dan Keananan Hayati (02.03.06)
02.03.06.01 Pengendalian dan Penyelenggaraan urusan

Penanggulangan pemerintahan dalam program
Bencana Pertanian pengendalian dan penanggulangan

bencana pertanian
Peningkatan Nilal Tambah dan Daya Saing (02.03.06)

02.05.06.01  I Perizinan Usaha Penyelenggaraan urusan
Pertanian pemerintahan dalam program

perizinan usaha pertanian
02.05.06.02 Penyuluhan Penyelenggaraan uru sam

Pertanian pemerintahan dalam program
penyuluhan pertanian

Kesehatan Masyarakat Veteriner (02.05.03)
02.05.03.01  I Pengendahan Penyelenggaraan urusan

Kesehatan Hewan pemerintahan dalaln program
dan Kesehatan pengendalian Kesehatan masyarakat
MasyarakatVeteriner veteriner



Pengelolaan Hasil Perikanan (02.06.03)
02.06.03.01 Pengelolaan

Perikanan Tangkap
Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
I 02 . 06 . 03 . 02

I I pengelolaan perikanan tangkap              I
Pengelolaan Penyelenggaraan uru sam
Perikanan pemerintahan dalam program
BudidayaI pengelolaan perikanan budidaya

Pemberdayaan Masyarakat Perikanan (02.06.04)
02.06.04.01 PengawasanSumberdayaKelautan Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
dan Perikanan pengawasan sumber daya kelautan

dan perikanan
02.06.04.02 Pengolahan dan Penyelenggaraan urusan

Pelnasaran Hasil pemerintahan dalam program
Perikanan pengeloahan dan pemasaran hasil

perikanan
Manajemen Penanaman Modal (02.08.02)

02.08.02.01 Pengembangan Penyelenggaraan urusan
Iklim Penananan pemerintahan dalam program
Modal pengembangan iklim modal

02.08.02.01 Promosi Penyelenggaraan urusan
Penanalnan Modal pemerintahan dalani program promosi

penan- modal
I                      Manajemen perizinan penanaman Modal (02.08.03)
02.08.03.01 Pengelolaan Data

dan Sistem
Informasi
Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
pengelolaan data dan sistem informasi
penanaman modal

02.08.03.02 Pengendalian
Penanananan

Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
I I Modal I pel-igendalian penanaman modal            I

02.08.03.03 Pelayanan Penyelenggaraan urusan
Penananian Modal pemerintahan dalam program

pelayanan penanalnan modal



Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Koperasi (02.09.02)
02.09.02.01 Pelayanan Izin Penyelenggaraan urusan

Usaha Simpan pemerintahan dalam program

I Hnjan I pelayanan izin usaha simpan pinjan
Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi (02.09.03)

02.09.03.01 Pendidikan dan Penyelenggaraan urusan
hatihan pemerintahan dalam program
Perkoperasian Pendidikan Latihan perkoperasian

02.09.03.02 Pemberdayaan dan Penyelenggaraan urusan
Perlindungan pemerintahan dalam program
KOperasi pemberdayaan dan perlindungan

koperasi
Pengawasan Koperasi (02.09.04)

02.09.04.01  I Pengawasandan       I Penyelenggaraan urusan
Pemeriksraan pemerintahan dalam program
Koperasi pengawasan dan pemeriksaan

koperasi
02.09.04.02  I Penilaian Penyelenggaraan urusan

Kesehatan pemerintahan dalam program
KSP/USP Koperasi penilaian kesehatan KSP/USP

koperasi
Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah (02.10.02)

02.10.02.01 Pengembangan Penyelenggaraan urusan
UMKM pemerintahan dalam program

pengembangan UMKM
Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah

(02.10.03)
02.10.03.01 Pemberdayaan Penyelenggaraan urusan

Usaha Menengah, pemerintahan dalam program
Usaha Kecil, dan pemberdayaan usaha menengah ,
Usaha Mikro(UMKM) usaha kecil, dan mikro (UMKM)I

Destinasi Pariwisata (02 . 1 1 . 0 1 )

02.11.01.01 Peningkatan Daya Penyelenggaraan urusan
Tarik Destinasi pemerintalian dalam program
Pariwisrata peningkatan daya Tarik destinasi

pariwisata



Pemasaran Pariwisata (02.11.02)

02.11.02.01 Pemasaran Penyelenggaraan urusan
Pariwisrata pemerintahan dalam program

pemasaran pariwisata
Pengelolaan Infrastruktur Pekeljaan Umum (03.01.02)

03.01.02.01 Penyelenggaraan Penyelenggaraan urusan
Jalan pemerintahan dalam program

penyelenggaraan j alan
03.01.02.02 Penataan Penyelenggaraan urusan

Bangunan dan pemerintahan dalam program
Lingivngannya penataan bangunan dan

lin8kungannya
03.01.02.03 Penataan Penyelenggaraan urusan

Bangunan Gedung pem_erintahan dalam program
penataan bangunan Gedung

Pembinaan Jasa Kontruksi (03.01.03)

I

Pengembangan Penyelenggaraan urusan
Jaca Konstruksi pemerintahan dalam program

pengembangan jasa kontruksi
Pengelolaan Sumber Daya Air (03.01.05)

03.01.05.01
` Pengelolaan Penyelenggaraan urusan
Sumber Daya Air pemerintahan dalam program
(SDA) pengelolaan sumber daya air (SDA)

03.01.05.02 Pengelolaan dan Penyelenggaraan urusan
Pengembangan pemerintahan dalam program
Sistem Drainase pengelolaan dan pengembangan

sistem drainase
03.01.05.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan urusan

Pengembangan pemerintahan dalam program
Sistem Penyediaan pengelolaan dan pengembangan
AI. Minunl sistem penyediaan air minum

Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi (03.02.02)
03.02.02.01 Pembangunan Penyelenggaraan urusan

Kawasan pemerintahan dalam program
Transmigrasi pembangunan Kawasan Transmigrasi



Pengelolaan Transportasi (03.03.02)

03.03.02.01 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan
Penerbangan pemerintahan dalam program

pengelolaan penerbangan
03.03.02.02 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan

Perkeretaapian pemerintahan dalam program
pengelolaan perkeretaapian

03.03.02.03 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan
Pelayaran pemerintahan dalam program

pengelolaan pelayaran
Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Transportasi (03. 03.03)

03.03.03.01 Penyelenggaraan Penyelenggaraan urusan
keananan dan pemerintahan dalam program
keselamatan lalu penyelenggaraan keamanan dan
Lintas dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
Amgkutan Jalan jalan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi (03.03.04)
03.03.04.01 Penyelenggaraan Penyelenggaraan urusan

Sarana dan pemerintahan dalam program
Praarana Ialu penyelenggaraan sarana dan
Lintas dan prasarana lalu lintas dan angkutan
iingkutan Jalan jalan

Pengelolaan Infrastruktur dan Lin9kungan Pemerintahan (03.04.02)
03.04.02.01 Penin9katan Penyelenggaraan urusan

Prasarana, Sarana pemerintahan dalam program
dan Utilitas Umum peningkatan prasarana, sarana dan
(PSU) utilitas umu (PSU)

Pengembangan Kawasan Permukiman (03.04.03)
03.04.03.01I Kawasan Penyelenggaraan urusan

PemukimanI pemerintahan dalam program
I kawasan peimukiman                              II 1' kawasan peimukiman                             I

03.04.03.02 Perumahan dan Penyelenggaraan urusan
Kawasan pemerintahan dalam program
Pemuldman Kumuh perumahan dan kawasan pemukiman

kumuh



Penyelenggaraan Perumahan (03.04.05)
03.04.05.01 Pengembangan Penyelenggaraan urusan

Perumahan pemerintahan dalam program
pengembangan peru mahan

03.04.05.02 Peningkatan Penyelenggaraan uru sam
Pelayanan pemerintahan dalam program
Sertifikasi, peningkatan pelayanan sertifikasi,
Kualifikasi, kualifiikasi, klasifikasi, dan registrasi
Klasifikasi, dan bidang perumahan dan Kawasan
Registrasi BidangPerumahandanKawasanPermukiman permukiman

Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan (03.05.03)
03.05.03.01 Penataan Deca Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
penataan desra

03.05.03.02 Peningkatan Penyelenggaraan urusan
Keljacama Deca pemerintahan dalam program

peningkatan Keljasama desa
03.05.03.03 Administrasi Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Desa pemerintahan dalam program
administrasi pemerintahan desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa (03.05.04)
03.05.04.01 Pemberdayaan Penyelenggaraan uru sam

Lembaga pemerintahan dalam program
Kemasyarakatan, pemberdayaan Lembaga
Lembaga Adat dan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat HukumAdat Masyarakat Hukum Adat

Tata Ruang Tanafi (03.06.04)
03.06.04.01 Penyelenggaraan Penyelenggaraan urusan

Penataan Ruang pemerintahan dalam program
penyelenggaraan penataan ruang

03.06.04.02 Pengelolaan Izin Penyelenggaraan urusan
Membuka Tanah pemerintahan dalam program

pengelolaan izin membuka tanah



Litigasi Pertanahan (03.06.05)
03.06.05.01 Penyelesaian Penyelenggaraan urusan

Sengketa Tanah pemerintahan dalam program

I Garapan penyelesaian sengketa talnah Garapan
Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan (03. 06. 06)

03.06.06.01 Penatagunaan Penyelenggaraan uru sam
Tanah pemerintahan dalam program

penatagunaan tanah
Keluarga Berencana (03.07.03)

03.07.03.01  I Pengendalian Penyelenggaraan umsan
Penduduk pemerintahan dalam program

pengendalian penduduk
03.07.03.02 Pembinaan Penyelenggaraan urusan

Keluarga Berencana pemerintahan dalam program
(KB) pembinaan Keluarga Berencana (KB)

03.07.03.03 Pemberdayaan dan Penyelenggaraan urusan
Penin8katan pemerintahan dalam program
Keluarga Sejahtera pemberdayaan dan peningkatan
(KS) Keluarga Sejahtera (KS)

Pembinaan Kesehatan Regional (04.01.01 )

04.01.01.01  ` Pemenuhan upaya   ` Penyelenggaraan urusan
Kesehatan
Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

pemerintahan dalam program
pemenuhan upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan
masyarahat

Kefamiasian dan Alat Kesehatan (04.01.02)
04.01.02 .01 Sediaan F-asi, Penyelenggaraan uru sam

Alat Kesehatan dan pemerintahan dalam program sediaan
Makanan Minuman famiasi, alat kesehatan dan makanan

ninuman
Kesehatan Masyarakat (04.01. 03)

04.01.03.01 Pemberdayaan Penyelenggaraan urusan
Masyarakat Bidang pemerintahan dalam program
Kesehatan pemberdayaan masyarakat bidang

Kesehatan



Tenaga Kesehatan (04.01.04)

04.01.04.01 Penin9katan Penyelenggaraan urusan
Kapasitas Sumber pemerintahan dalam program
Daya Manusia peningkatarT. kapasitas sumber daya
Kesehatan manusia kesehatan

Manajemen Sosial (04.02.03)
04.02.03.01 Perlindungan dan Penyelenggaraan urusan

Jaminan Sosial pemerintahan dalam program
perlindungan dan jaminan sosial

04.02.03.02 Pengelolaan Taman Penyelenggaraan urusan
Makan Pchlawan pemerintahan dalam program

pengelolaan taman              pahlawan
Pembangunan Manusia (04.02.04)

04.02.04.01 I Pemberdayaan Penyeleriggaraan uru san
Sosial pemerintahan dalam program

pemberdayaan social
Penanganan Faldr Misldn (04.02.05)

04.02.05.01 Rehabilitasi Sosial Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam prograln
rehabilitasi social

Penanggulangan Bencana (04.02.06)
04.02.06.01 Penanganan Penyelenggaraan urusan

Bencana pemerintahan dalam program
penangan bencana

04.02.06.02 Pencegahan, Penyelenggaraan urusan
Penanggulangan, pemerintahan dalam program
Penyelanatan penecegahan, penanggulangan,
Kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan
Penyelamatan NonKebakarah penyelamatan non kebakaran

04.02.06.03 Penanggulangan Penyelenggaraan urusan
Bencana pemerintahan dalam program

penanggulangan bencana



Pemberdayaan Perempuan (04.03. 02)
04.03.02.01 Pengarusutamaan Penyelenggaraan urusan

Pemberdayaan pemerintahan dalam program
Perempuan pengarusutamaan pemberdayaan

perempuan
Kesetaraan Gender (04.03.03)

04.03.03.01 Pengarusutamaan Penyelenggaraan urusan
Gender pemerintahan dalam program

pengaLrusutamaan gender
Perlindungan Anak (04.03.04)

04.03.04.01 Perlindungan Penyelenggaraan uru sam
Khusus Anak pemerintahan dalam program

perlindungan khusus anak
04.03.04.02 Pemenuhan Hak Penyelenggaraan urusan

Anak (PHA) pemerintahan dalam program
pemenuhan hak anak (PHA)

Perlindungan Hak Perempuan (04. 03.05)
04.03.05.01 Peningkatan Penyelenggaraan urusan

Kualitas Keluarga pemerintahan dalam program
peningkatan kualitas keluarga

04.03.05.02 Berdaya Saing Penyelenggaraan urusan
Perlindungan pemerintahan dalam program berdaya
Perempuan saing perlindungan perempuan

04.03.05.03 Pengelolaan Sistem Penyelenggaraan uru sam
Data Gender dan pemerintahan dalam program
Anak pengelolaan sistem data gender dan

anak
Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-Undangan (05.01. 01 )

05.01.01.01 Fasilitasi dan Penyelenggaraan urusan
Koordinasi Hukum pemerintahan dalam program

fasilitasi dan koordinasi hukum
Ketenteraman dan Ketertiban Umum (05.02 .01)

05.02.01.01 Peningkatan Penyelenggaraan urusan
Ketentralnan Dan pemerintahan dalam program
Ketertiban Umum peningkatan ketenteraman dan

ketertiban umum



Mana].emen Tenaga Pendidikan (06.01.02)
06.01.02 .01 Pendidik dan Penyelenggaraan urusan

Tenaga pemerintahan dalam program
Kependidilkan pendidik dan tenaga kependidikan

06.01.02.02 Pengembangan Penyelenggaraan urusan
KurikulumI pemerintahan dalam program

pengembangan kurikulum
Pendidikan Anak Usia Dini (06.01.03)

06.01.03.01 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan
Pendidikan Usia pemerintahan dalam program
Dini pengelolaan Pendidikan usia dini

Pendidikan Non-Formal (06.01.04)

06.01.04.01 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan
Pendidikar`. Non- pemerintahan dalam program
Formal pengelolaan Pendidikan non formal

Pendidikan Dasar (06.01.05)

06.01.05.02 Pengelol- Penyelenggaraan urusan
Pendidikan Dasar pemerintahan dalam program

pengelolaan Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah (06.01.06)

06.01.06.01 Pengelolaan Penyelenggaraan uru sam
Pendidikan pemerintahan dalam program
Menengah pengelolaan Pendidikan Menengah

Penempat.an Tenaga Keng.a dan Perluasan Kesempatan KeTja (06.02.02)

06.02.02.01 Penempatan Tenaga Penyelenggaraan urusan
Kelja pemerintahan dalam program

penempatan tenaga kelja
Hubungan Industrial dan Janiinan Sosial Tenaga Kelja (06.02.03)

06.02.03.01  I Hubungan Penyelenggaraan urusan
Industrial                    I pemerintahan dalam program

hubungan industrial
Perencanaan Ketenagakeljaan Nasional (06. 02. 05)

06.02.05.01 Perencanaan Penyelenggaraan urusan
Tenaga Keda pemerintahan dalam program

perencanaan tenaga kelja



06.02.05.02 Pelatihan Kelja dan
Produktivifas
Tenaga Kelja

Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
pelatihan kelja dan produktivitas

I I I tenaga ken.a                                                   I

Pemberdayaan Pemuda (06.04. 02)
06.04.02.01I Pemberdayaan Penyelenggaraan urusan

Kapasitas DayaI pemerintahan dalam program
Saing Kepemudaan pemberdayaan kapasitas daya saing

kepemudaan
Pengembangan Pemuda (06.04.03)

06.04.03.01 Pengembangan ' Penyelenggaraan urusan

Kapasitas Daya pemerintahan dalam program
Saing Kepemudaan pengembangan kapasitas daya saing

kepemudaan
06.04.03.02 Pengembangan Penyelenggaraan urusan

Kapasitas pemerintahan dalam program
Kepranukaan pengembangan kapastitas

kepranukaan
Pembinaan Olahraga Regional (06. 05.01 )

06.05.01.01 Pengembangan Penyelenggaraan urusan
Kapasitas Daya pemerintahan dalam program
Saing Keolahragaan pengembangan kapasitas daya saing

keolahragaan
Sumber Daya Alam dan Ekosistem (07.05.01)

07.05.01.01 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan
Keanekaraganan pemerintahan dalam program
Hayati (KEHATI) pengelolaan keanekaragaman hayati

(KEHATI)
07.05.01.02 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan

Persampahan pemerintahan dalam prograln
pengelolaan persampahan



07.05.01.03 Pengendalian Penyelenggaraan urusan
Bahan Berbahaya pemerintahan dalam program
dan Beracun (83) pengendalian bahan berbahaya dan
dan L,imbch beracun (83) dan limbah berbahaya
Berbahaya danBeracun(Limbah83) beracun (Limbah 83)

07.05.01.04 Penin8katan Penyelenggaraan urusan
Pendidikan, pemerintahan dalam program
Pelatihan dan peningkatan pendidikan, pelatihan
Penyuluhan dan penyuluhan lingkungan hidup
Lingkungan HidupUntukMasyarakat untuk masyarakat

Pelestarian Lingkungan Hidup (07.05.02)

07.05.02.01 Perencanaan Penyelenggaraan urLi sam
Lingkungan Hidup pemerintahan dalaln program

perencanaan lingkungan hidup
07.05.02.02 Pengendalian Penyelenggaraan urusan

Pencemaran dan/ pemerintahan dalam program
atau Kerusakan pengendalian pencemaran dan / atau
Lingkungan Hidup kerusakan hiigkungan hidup

07.05.02.03 Pembinaan dan Penyelenggaraan urusan
Pengawasrm pemerintahan dalam program
Terhadap Izin pembinaan dan pengawasan terhadap
Lingkungan dan izin lingkungan dan izin perlindungan
Izin Perlindungan dan pengelolaan lin8kungan hidup
dan Pengelolaan (PPLH)
Lingkungan Hidup(PPLH)

07.05.02.03 Penghargaan Penyelenggaraan urusan
Lingkungan Hidup pemerintahan dalam program
Untuk Masyarakat penchargaan lingkungan hidup untuk

masyarakat
07.05.02.04 Penanganan Penyelenggaraan uru sam

Pengaduan pemerintahan dalam program
Lingkungan Hidup penanganan pengaduan lingkungan

hidup



Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun
(07.05.05)

07.05.05.01 Pengembangan Penyelenggaraan urusan
Sistem dan pemerintahan dalam program
Pengelolaan pengembangan sistem dan
PersanpahanRegional pengelolaan persampahan regional

07.05.05.02 Pengelolaari dan Per.i.yelenggaraan uru sam
Pengembangan pemerintahan dalam program
Sistem Air Limbah pengelolaan pengembangan sistem air

limbah
Kesejarahan (08.02.02) .

08.02 .02 .01 Pembinaan Sejarah  I Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
pembinaan sejarah

Pelestarian Cagar Budaya (08.02.03)

08.02.03.01 Pelestarian dan Penyelenggaraan urusan
Pengelolaan Cagar pemerinfahan dalam program
Budaya pelestarian dan pengelolaan cagar

budaya
08.02.03.02 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan

Permuseuman pemerintahan dalam program
pengelolaan permu seu man

Manajemen Budaya (08.02.04)

08.02.04.01 Pengembangan ' Penyelenggaraan urusan

Kebudayaan pemerintahan dalam program
pengembangan kebudayaan

08.02.04.02 Pengembangan Penyelenggaraan urusan
Kesenian pemerintahan dalam program
Tradisional pengembangan kesenian tradisional

Pembinaan Kepustakann (08.02.05)

08.02 .05.01 Pembinaan Penyelenggaraan urusan
Perpustak- pemerintahan dalam program

pembinaan perpustakaan
08.02.05.02 Pelestarian Koleksi Penyelenggaraan urusan

Nasional dan pemerintahan dalam program
Naskah Kuno pelestarian koleksi naskah kuno



Pembinaan Arsip Statis (08.02.06)

08.02.06.01 Pengelolaan Arsip Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
pengelolaan arsip

08.02.06.02 Perlindungan dan Penyelenggaraan urusan
Penyelamatan Arsip pemerintahan dalam program

perlindungan dan penyelamatan arsip
08.02.06.03 Perizinan Penyelenggaraan urusan

Penggunaan Arsip pemerintahan dalam program
perizinan penggunaan arsip

Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum (09.01.02)

09 .01.02 .01 Dukungan Penyelenggaraan urusan
Pelaksanaan Tugas pemerintahan dalam program
dan Fungsi DPRD dukungan pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD

Pembinaan Otonomi Daerah (09.01.03)

09.01.03.01 Fasilitasi Penyelenggaraan urusan
Pelaksanaan pemerintahan dalam program
Otonomi Daerah fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah

Administrasi Kewilayahan (09.01.04)

09.01.04.01
I Administrasi Tata Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan pemerintahan dalam program

administrasi tata pemerintahan
Keuangan Daerah (09.01.06)

09.01.06.01 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan
Keuangan Daerah pemerintahan dalaln program

pengelolaan keuangan daerah
Pencatatan Sipil (09.01.07)

09.01.07.01 Pendaftaran Penyelenggaraan urusan
Penduduk pemerintahan dalam program

pendaftaran penduduk
09.01.07.02 Pencatatan Sipil Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
pencatatan sipil



09.01.07.03 Pengelolaan
Informasi
Administrasi

Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam program
pengeloalaan informasi

11 Kependudukan          I kependudtikaln                                           I
09.01.07.03 Pengelolaan FTofil Penyelenggaraan urusan

Kependudukan pemerintahan dalam program
pengelolaan profil kependudukan

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (09.01.08)

09.01.08.01 Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan
Kebijakan pemerintahan dalam program
Kesejahteraan pelaksanaan kebij akan kesej ahteraan
Rakyat rakyat

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset (09.02.08)
09.02.08.011 Pengelolaan Barang Penyelenggaraan urusan

Milik Daerah pemerintahan dalam prograln
pengelolaan barang milik daerah

Pengelolaan Pajak (09.02.09)

09.02.09.01 Pengelolaan Penyelenggaraan uru sam
Pendapatan Daerah pemerintahan dalam program

pengelolaan pendapatan daerah
Pengelolaanlnformatika(09.03.01)

09.03.01.01 Pengelolaan Penyelenggaraan urusan
Aplikasi pemerintahan dalam program
Informatika pengelolaan aplikasi informatika

09.03.01.01 Penyelenggaraan Penyelenggaraan urusan
Persandian Untuk pemerintahan dalam program
Pengananan penyelenggaraan persandian untuk
Informasi pengananan informasi

Pengelolaan Data Statistik (09.03.02)

09.03.02.01 Penyelenggaraan Penyelenggaraan urusan
Statistik Sektoral pemerintahan dalaln program

penyelenggaraan statistik sectoral



Pengelolaan Informasi Publik (09.03.04)

09.03.04.01 Pengelolaan Penyelenggaraan uru sam
Infomasi dan pemerintahan dalam program
Komunikasi Publik pengelolaan inforrnasi dan

komunikasi publidc
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (09.05.02)

09.05.02.01 Perencanaan, Penyelenggaraan urusan
Pengendalian dan pemerintahan dalam program
Evaluasi perencanaan, pengendalian dan
PembangunanDaerah evaluasi pembangunan daerah

Pengelolaan Program Pembangunan Lintas Instansi (09.05.05)
09.05.05.01 Koordinasi dan Penyelenggaraan urusan

Sinkronisasi pemerintahan dalam program
Perencanaan koordinasi dan sinkronisasi
PembangunanDaerah perencanaan pembangunan daerah

09.05.05.02 Penelitian dan Penyelenggaraan urusan
Pengembangan pemerintahan dalam program
Daerah penelitian dan pengembangan daerah

Kebijakan Pembangunan Daerah (09.05.07)
09.05.07.01 Perencanaan, Penyelenggaraan urusan

Penganggaran, dan pemerintahan dalam program
Evaluasi Kinelja penganggaran, dan evaluasi kineria11 Evaluasi Kinelja penganggaran, dan evaluasi kineria
Perangkat Daerah perangkat daerah

09.05.07.02 Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan
Administrasi pemerintahan dalam program
Pembangunan pelaksanaan administrasi

pembangunan
09.05.07.03 Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan

Kebijakan pemerintahari dalam program
Perekonomian pelaksanaan kebijakan perekonomian

09.05.07.04 Pemantauan Penyelenggaraan urusan
Kebijakan Terkait pemerintahan dalam program
Sumber Daya Alan pemantauan kebijakan terkait sumber

daya alan



Pelaksanaan Refomiasi Birokrasi (09.06.01 )
09.06 .01.01 Penataan Penyelenggaraan urusan

OrganisasiI pemerintahan dalam program

I penataan organisasi
Pengawasan Aparatur Negara (09.06.02)

09.06.02.01 Penyelenggaraan Penyelenggaraan urusan
Pengawasan pemerintahan dalam program
Internal penyelenggaraan pengawasan internal

09.06.02.02 Penyelenggaraan Penyelenggaraan urusan
Pengawasan pemerintahan dalam program
dengan Tujuan penyelenggaraan pengawasan dengan
Tertentu tujuan tertentu

09.06.02.03 Perumusan Penyelenggaraan urusan
Kebijakan Teknis di pemerintahan dalam program
Bidang Pengawasan perumusan kebijakan teknis di bidang
dan Fasilitasi pengawasan dan fasilitasi
Pengawasan pengawasan

Manajemen ASN (09.06.04)

09.06.04.01 Kepegawaian Penyelenggaraan urusan
Daerah pemerintahan dalam program

kepegawaaian daerah
09.06.04.02 Pengembangan Penyelenggaraan urusan

Sumber Daya pemerintahan dalam program
Manusia ` pengembangan sumber daya manusia

Manajemen Pimpinan Tinggi (09. 07.03)

09.07.03.01 Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan
Protokol dan pemerintahan dalam program
KomunikasiIpimpinan protokol dan komunikasi pimpinan

Ketalanan Negara (09.07.05)

09.07.05.01 Penguatan Ideologi Penyelenggaraan urusan
Pancasila dan pemerintahan dalam program
Karakter penguatan Pancasila dan karakter
Kebangcaan kebangsaan



09.07.05.02 Peningkatan Peran   . Penyelenggaraan urusan
Partai Politik dan pemerintahan dalam program
Lembaga peningkatan peran politik dan
Pendidikan MelaluiPendidikanPolitikdanPengembanganEtikaSertaBudayaPolitik lemba8a

09.07.05.03 Pemberdayaan dan Penyelenggaraan urusan
Pengawasan pemerintahan dalam program
Organisasi permberdayaan pengawasan
Kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan

09.07.05.04 Pembinaan dan Penyelenggaraan urusan
Pengembangan pemerintahan dalan progran
Ketahanan pembinaan pengembangan ketahanan
Ekonomi, SosialdanBudaya ekonomi, sosial dan budaya

09.07.05.05 Peningkatan Penyelenggaraan urusan
Kewaspadaan pemerintahan dalam program
Nasional dan peningkatan kewaspadaan nasional
Peningkatan dan peningkatan kualitas dan
Kualitas danFasilitasiPenanganan KonflikSosial fasilitasi penanganan konflik sosial

a.    Referensi Arsitektur Data dan lnformasi

Domain  data  dan  informasi  sebagaimana  yang  telah  ditentukan

pada sub bab Ill.8 memiliki struktur dengan 4 (empat)  tingkat, dimana
terdapat tingkat  1  (pertama) dan tingkat 2  (kedua) merupakan struktur
di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi
arsitektur   data   dan   informasi   tingkat   3   (ketiga)   dan   4   (keempat)
merupakan  struktur di  tingkat Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon
dengan ilustrasi pada Gambar 19 dan daftar referensi pada Tabel 5 dan
Tabel 6.



Garnbar 19. Struktur Referensi Arsitektur Data dan lnformasi
Tingkat Nasional

Tabel 5. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional

Kode Referensi Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan
Arsitektur Informasi
Inforlnasi dan Pertahanan Luar Negeri |01 )

01.01 Data Pertahanan Data    yang    merepresentasikan    bidang

pertahanan negara
01.02 Data      Hubungan Data    yang    merepresentasikan    bidang

Luar Negeri hubungan luar negeri
Informasi Ekonomi dan lndustri (02)

02.01 Data Industri Data yang merepresentasikan bidang

pengelolaan industri
02.02 Data Perdagangan Data yang merepresentasikan bidang

Perdagangan
02.03 Data Pertanian Data    yang    merepresentasikan    bidang

pertanian
02.04 Data Perkebunan Data    yang    merepresentasikan    bidang

perkebunan.
02.05 Data Petemakan Data    yang    merepresentasikan    bidang

petemakan.
02.06 Data Perikanan Data    yang    merepresentasikan    bidang

perikanan.
02.07 Data Badan Usaha Data    yang    merepresentasikan    bidang

Milik Negara pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.



Data lnvestasi Data   yang    merepresentasikan    bidang

pembinaan penanaman modal.
Data Koperasi Bidang  yang  merepresentasikan   bidang

11 I pembinaan keperasi.                                       I
02.10 Data  Usaha  Kecil Data    yang    merepresentasikan    bidang

dan Menengah pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11 Data Pariwisrata Data    yang    merepresentasikan    bidang

kepariwicataan.
Informasi Pembangunan Kewllayahan (03)

03.01 Data       Pekelj aan Data    yang    merepresentasikan    bidang
Umum pekelj- umum.

03.02 Data Transmigrasi Data    yang    merepresentasikan    bidang
transm8rasi.

03.03 Data Transportasi Data    yang    merepresentasikan    bidang
transportasi

03.04 Data Pemmahan Data    yang    merepresentasikan    bidang

perumahan.
03.05 Data Data    yang    merepresentasikan    bidang

Pembangunan pembangunan    kawasan    atau    daerah
Kawasan         atauDaerahTertinggal tertinggal.

03.06 Data Pertanahan Data    yang    merepresentasikan    bidang

pertanahan.
03.07 Data Data    yang    me,represenfa_sikan     bidang

Kependudukan kependudukan.
Inforlnasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)

04.01 Data Kesehatan Data    yang    merepresentasikan    bidarig
kesehatan.

04.02 Data Sosial Data    yang    merepresentasikan    bidang
sosial.

04.03 Data Data    yang    merepresentasikan    bidang
PemberdayaanPerempuan pemberdayaan perempuan.

InforlrLasi Ketertlban Umum dan Keselamatan (05)
05.01 Data Hukum Data    yang    merepresentasikan    bidang

hukum.



05.02 Data Keamanan Data    yang    merepresentasikan    bidang
keananan.

05.03 Data    Hak    AsasiManusia Data yang merepresentasikan bidang hak
asasi manusia.

Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)
06.01 Data Pendidikan Data    yang    merepresentasikan    bidang

pendidikan.
06.02 Data Data    yang    merepresentasikan    bidang

Ketenagakeljaan ketenagakeljaan.
06.03 Data                 I lmu Data yang merepresentasikan bidang ilmu

Pengetahuan   danTeknologi pengetahuan dan teknologi.

06.04 Data Pemuda Data    yang    merepresentasikan    bidang

pemberdayaan       dan       pengemban gan
pemuda.

06.05 Data Olahraga Data    yang    merepresentasikan    bidang
keolahragaan.

Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)
07.01 Data Data    yang    merepresentasikan    bidang

Pertambangan pertambangan.
07.02 Data Energi Data    yang    merepresentasikan    bidang

energi.
07.03 Data Kehutanan Data    yang    merepresentasikan    bidang

kehutanan.
07.04 Data Kelautan Data    yang    merepresentasikan    bidang

kelautan.
07.05 Data    Lingkungan Data    yang    merepresentasikan    bidang

Hidup lingkungan hidup.
Infomasi Budaya dan Agama (08)

08.01 Data Agama Data    yang    merepresentasikan    bidang
a8ana.

08.02 Data Kebudayaan Data    yang    merepresentasikan    bidang
kebudayaan.

Informasi Pemerintahan Umum (09)
09.01 Data Dalam Negeri Data    yang    merepresentasikan    bidang

dalan negeri.



09.02 Data Keuangan Data    yang    merepresentasikan    bidang
keuangan.

09.03 Data Informasi Data   yang    merepresentasihan    bidang
informasi.

09.04 Data Komunikasi Data    yang    merepresentasikan    bidang
komunikasi.

09.05 Data  Perencanaan Data    yang    merepresentasikan    bidang
PembangunanNasional perencanaan pembangunan nasional.

09.06 Data        Aparatur Data    yang    merepresentasikan    bidang
Negara pengelolaan aparatur negara.

09.07 Data Data    yang    merepresentasikan    bidang
KesekretariatanINe8ara kesekretariatan negara.

Data Pendukung Umum (10|
10.01 Data       Kebij akan Data  yang  merepresentasikan  infomasi

Pemerintah terkait kebijakan pemerintah.
10.02 Data    Manajemen Data  yang  merepresentasikan  informasi

Ke8iatan terkait manajemen kegiatan pemerintah.
10.03 Data Kewilayahan Data  yang  mempresentasikan  informasi

kewilayahan.
10.04 Data          D u kung Data  yang  merepresentasikan  informasi

LainnyaI yang    tidak    tercakup    dalam    definisi

llainnya.                                                                  ,

Tabel 6. Referensi Arsitektur Data dan lnformasi
Tingkat Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Data
dan lnfomasi

Pertahanan Siber (01.01.07)
01.01.07.01 I Aplikasi Data yang merepresentasikan

informasi terkalt Aplikasi
Pembinaan Industri Regional (02 .01.01 )

02 .01.01.01 Unit Usaha Data yang merepresentasikan
informasi terkait Unit Usaha



Ketahanan Industri (02.01.03)

02 .01.03.01 Nilai Produksi Data yang merepresentasikan
Industri informasi terkait Nilai Produksi

Industri
02.01.03.02 Komoditi Unggulan Data yang merepresentasikan

infomiasi terkait Komoditi Unggulan
Pengelolaan Perdagangan (02.02. 02)

02.02.02.01 Pedagang Pasar Data yang merepresentasikan
Pemda informasi terkait Pedagang Pasar

Pemda
02.02.02.02 Tera Ulang Data yang merepresentasikan

informasi terkait Tera Ulang
Ekspor lmpor (02.02.04)

02.02.04.01  I Produk E.kspor           I Data yang merepresentasikan
Komoditi lndustri informasi terkalt Produk Ekspor

Komoditi Industri
02.02.04.02 Nilal Ekspor Data yang merepresentasikan

Komoditi lndustri infomasi terkait Nilai Ekspor
Komoditi Industri

Peningkatan Produksi Pertanian (02.03.02)

02.03.02.01
I Luas Tanan ` Data yang merepresentasikan

Tanaman Pangan informasi terkait Luas Tanam
Tanaman Pangan

02 .03 .02 ,02 Luas Panen Dat.a yam g merepi-esen fasikan

Tananan Pangan informasi terkait Luas Panen
Tananan Pangan

02.03.02.03 Produksi Tanaman Data yang merepresentasikan
Pan8an informasi terkalt Produksi Tanalnan

Pan8an
02.03.02.04 Produktivitas Data yang merepresentasikan

Tanaman Pangan informasi terkait Produktivitas
Tananan Pangan

02.03.02.05 Luas Tanan Data yang merepresentasikan
Hortikultura informasi terkait Luas Tanam

Hortikultura



02.03.02.06 Luas Panen Data yang merepresentasikan
Hortikultura informasi terkait Luas Panen

Hortikultura
02.03.02.07 Produksi Tanaman Data yang merepresentasikan

Hortikultura informasi terkait Produksi Tanaman
Hortikultura

02.03.02.08 Produktivitas Data yang merepresentasikan
Tananan informasi terkait Produktivitas
Hortikultura Tanarnan Hortikultura

02.03.02.09 Luas Tanan Data yang merepresentasikan
Tanaman Palawij a informasi terkait Luas Tanaln

Tananan Palawija
02.03.02.10 Luas Panen Data yang merepresentasikan

Tanaman Palawija informasi t.erkait Luas Paiien

Tanaman Palawija
Ketahanan Pangan (02.03.04)

02.03.04.01  I Lumbung Pangan Data yang merepresentasikan
Masyarakat (LPM) informasi terkait Lumbung Pangan

Masyarakat (LPM)

02.03.04.02 Stok Komoditas Data yang merepresentasikan
Pokok Pangan informasi terkait Stok Komoditas

Pokok Pangan
02.03.04.03 Harga Stok Data yang merepresentasikan

Komoditas Pokok infonnasi terkait harga Harga Stok
Pan8an Komoditas Pokok Pangan

Pembinaan Petemakan Regional (02.05.01 )

02.05.01.01 Produksi Temak Data yang merepresentasikan
Runiinansia informasi terkait Produksi Ternak

Runinansia
02.05.01.02 Produksi Temak Data yang merepresentasikan

Un8gas iliformasi terkalt Produksi Temak
Un8gas

Produksi Pakan dan Temak (02.05.05)

02 .05.05.01 Produksi Daging Data yang merepresentasikan
Temak informasi terkait Produksi Daging

Temak



02.05.05.02 Produksi Daging Data yang merepresentasikan
Un88as informasi terkait produksi daging

unga8S
02.05.05.03 Produksi Telur Data yang merepresentasikan

Un8gas inforlnasi terkait produksi telur
un8gas

02.05.05.04 Produksi Susu Sapi Data yang merepresentasikan
informasi terkait produksi susu sapi

Pengelolaan Hasil Perikanan (02.06.03)

02.06.03.01 Perikanan Tangkap Data yang merepresentasikan
informasi terkait Perikanan Tangkap

02.06.03.02 I+oduksi Olahan Data yang merepresentasikan
Hasil Perikanan informasi terkait Produksi Olahan

Hasil Perikanan
02.06.03.03 Nilai Produksi Data yang merepresentasikan

Perikanan Tangkap informasi terkait Nilai Produksi
Perikanan Tangkap

Perikanan Budidaya (02. 06.06)

02.06.06.01 Perikanan Data yang merepresentasikan
Budidaya informasi terkait Perikanan Budidaya

02.06.06.02 Nilai Produksi Data yang merepresentasikan
Perikanan informasi terkait Nilai Produksi
Budidaya Perikanan Budidaya

Manajemen Perizinan Penanaman Modal (02.08.03)
02 .08.03.01 Nilai Investasi Data yang merepresentasikan

Industri informasi terkait Nilal Investasi
Industri

02.08.03.02 Jumlah Ijin Usaha Data yang merepresentasikan
informasi terkait Jumlah ljin Usaha

Pembinaan Koperasi (02.09.01)

02 .09.01.01 Jumlah Koperasi ` Data yang merepresentasikan

informasi terkait Jumlah Koperasi
Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (02.10.01)

02.10.01.01 Jumlah Usaha Data yang merepresentasikan
Mikro Kecil infomasi terkait jumlah Usaha Mikro
Menengah (UMKM) Kecil Menengah (UMKM)



Destinasi Pariwisata (02.11.01)

02.11.01.01 Objek Wicata Data yang merepresentasikan
informasi terkait Objek Wisata

Pengelolaan Air Limbah Domestik (03.01.04)                             ,

03.01.04.01 Lokasi Pengolahan
Air Limbah

Data yang merepresentasikan
informasi terkait Lokasi Pengolahan
Air Limbah

Pengelolaan Keanianan dan Keselamatan Transportasi (03. 03.03)
03.03.03.01 Penerangan Jalan

Umum (PJU)

Data yang merepresentasikan
informasi terkait Penerangan Jalan
Umum (PJU)

Pengembangan Kawasan Permuldman (03.04.03)
03.04.03.01 Kawasan

Pemukiman Kumuh
Data yang merepresentasikan
informasi terkait Kawasan
Pemukiman Kumuh

Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan (03.05.03)

03.05.03.01 Jundah Desa
Mandiri

Data yang merepresentasikan
informasi terkait Jumlah Desa
Mandiri

Pemberdayaan Masyarakat Desa (03.05.04)

03.05.04.01 Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
dan Lembaga Adat

Data yang merepresentasikan
informasi terkait Jumlah I.embaga
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat

Pembinaan Kependudukan Regional (03. 07.01 )

03.07.01.01 Administrasi
Kependudukan

Data yang merepresentasikan
infolmasi terkait administrasi
kependudukan

Keluarga Berencana (03.07. 03)

03.07.03.01 Peserta KB Aktif Data yang merepresentasikan
informasi terkait Peserta KB Aktif

Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat (03. 0.7. 04)

03.07.04.01 Organisasi
Kemasyarakatan

Data yang mempresentasikan
informasi terkait Organisasi
Kemasyarakatan



Tenaga Kesehatan (04.01.04)

04.01.04.01 Jundah Tenaga Data yang merepresentasikan
Kesehatan                   I informsi terkalt j umlah tenaga

Kesehatan
Pembinaan Sosial Regional (04.02.01 )

04.02 .01.01 Penyandang Data yang merepresentasikan
Masalah informasi terkait Penyandang Masalah
Kesejahteraansosial(pMKs) Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanggulangan Bencana (04.02.06)

04.02.06.01 Kejadian Data yang merepresentasikan
Kebakaran informasi terkait kejadian kebakaran

04.02.06.02  I Kejadian Bencana Data yang merepresentasikan
informasi terkait kejadian bencana

Ketentraman dan Ketertiban Umum (05.02.01)

05.02.01.01  I Penertiban                  I Data yang merepresentasikan
informasi terkalt penertiban

Pendidikan Anak Usia Dini (06.01.03)

06.01.03.01 Jumlah Siswa Data yang merepresentasikan
Pendidikan iinak informasi terkait jumlah siswa
Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

06 .01.03.02 Jundah Sekolah Data yang merepresentasikan
Pendidikan Anak informasi terkait jumlah sekolah
Usia Dint (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dint (PAUD)

06.01.03.03 Jundah Guru Data yang merepresentasikan
Pendidikan Anak inforlnasi terkait jumlah guru
Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Non-Formal (06.01.04)

06 .01.04.01 Jumlah Siswa Data yang merepresentasikan
Pendidikan Non- informasi terkait jumlah siswa
Formal (PNF) Pendidikan Nonfomial (PNF)

06 .01.04.02 Jumlah Sekolah Data yang merepresentasikan
Pendidikan Non- informasi terkait jumlah sekolah
Formal (PNF) Pendidikan Nonformal (PNF)



06 .01.04.03 Jumlah guru Data yang merepresentasikan
Pendidikan Non- informasi terkait jumlah guru
Formal (PNF) Pendidikan Nonfomal (PNF)

Pendidikan Dasar (06.01.05)
06.01.05.01 Jundah Siswa Data yang merepresentasikan

Pendidikan Dasar informasi terkait jumlah siswa
Pendidikan Dasar

06.01.05.02 Jundah Sekolah Data yang merepresentasikan
Pendidikan Dasar informasi terkait jumlah sekolah

Pendidikan Dasar
06.01.05.03 Jumlah Guru Data yang merepresentasikan

Pendidikan Dasar informasi terkait j umlah guru
Pendidikan Dasar

Pendidikan Menengah_ (06.01.06)

06.01.06.01 Jumlah Siswa Data yang merepresentasikan
Pendidikan informasi terkait Jumlah Siswa
Menengah Pertana Pendidikan menengah pertama

06.01.06.02 Jumlah Sekolah Data yang merepresentasikan
Menengah Pertana informasi terkait Jumlah Sekolah

menengah pertana
06.01.06.03 Jundah Guru Data yang merepresentasikan

Pendidikan informasi terkait Jumlah Guru
Menengah Pertana Pendidikan menengah pertama

06.01.06.04 Jundah Siswa Data yang merepresentasikan
Pendidikan informasi terkait Jumlah Siswa
Menengah Atas pendidikan menengah atas

06.01.06.05 Jumlah Sekolah Data yang merepresentasikan
Pendidikan informasi terkait Jumlah Sekolah
Menengah Atas pendidikan menengah atas

06.01.06.06 Junulah Guru Data yang merepresentasikan
Pendidikan informasi terkait Julnlali Guru
Menengah Atas pendidikan menengah atas

Penempatan Tenaga Kelja dan Perluasan Kesempatan Kelja (06. 02.02)
06.02.02.01 Tenaga Ken.a Data yang merepresentasikan

informasi terkait Tenaga Kelja



Peningkatan Prestasi Olahraga (06.05.03)

06.05.03.01 Olahraga Data yang merepresentasikan
informasi terkait Olahraga

I        Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun
(07.05.05)

07.05.05.01 Pengelolaan Data yang merepresentasikan
Sanpah informasi terkait Pengelolaan Sampah

Pembinaan Kepustakaan (08.02.05)

08.02.05.01 Jundah Data yang merepresentasikan
Perpustakaan            I informasi terkait Jumlah

Pelpustakaan
Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum (09.01.02)

09.01.02.01 Jumlah Rancangan Data yang merepresentasikan
Perda                             I informasi terkait Jumlah Rancangan

Perda
Penganggaran (09.02.05)

09.02.05.01  I Anggaran Daerah Data yang merepresentasikan
informasi terkait Anggaran Daerah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset (09.02.08)
09.02.08.01 Jumlah Pengadaan Data yang merepresentasikan

Barang Jasa informasi terkait Jumlah Pengadaan
Barang Jasa

Pengelolaan Pajak (09.02.09)

09.02.09.01 Pajak DaerahI Data yang merepresentasikan
informasi terkait Pajak Daerah

Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (09.05.03)
09.05.03.01 Perencanaan Data yang merepresentasikan

Pembangunan informasi terkait Perenc.anaan
Daerah Pembangunan Daerah

Manajemen ASN (09.06.04)

09.06.04.01 Aparatur Sipil Data yang merepresentasikan
Negara informasi terkait Aparatur Sipil

Negara
Pengawasan Pemerintahan (09.07. 04)

I  09.07.04.01 Pengawasan ASN Data yang merepresentasikan
informasi terkait Pengawasan AS N



a.    Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Domain layanan sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab
Ill.C,  memiliki  struktur  dengan  4  (empat)  tingkat,  dimana  terdapat
tii-igkat 1  (pertalma) dan tiri8kat 2 (kedua) mermpakari struktur di tirigkat
nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur
layanan tin8kat 3 (ketiga) dan 4 (keempat) merupakan struktur di tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan ilustrasi pada Gambar 20
dan daftar referensi pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Gambar 20. Struktur Referensi Arsitektur hayanan Tingkat Nasional

•Tabel 7. Referensi Iayanan Tin8kat Nasional

Kode ReferensiAIsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan

Layanan Publik (01)

01  .01 Pertchanan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pertahanan negara.
01.02 Hubungan      Luar Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

Ne8en hubungan luar negen.
01.03 Kenegaraan Kegiatan      pelayanan      dalam      rangka

pemenuhan   kebutuhan   pelayanan   dan
kenegaraan.

01.04 Ekonomi Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

perekonomian.
101.05 I lndustri iKegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pengelolaan industri.



01.06 Perdagangan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

perdagangan.
01.07 Pertanian Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pertanian.
01.08 Perkebunan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

perkebunan.
01.09 Petemakan Kegiatan      pelayanan      dalaln      bidang

petemakan.
01.10 Perikanan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

perikanan.
01.11 B adam          U saha Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

Milik Negara pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12 Investasi Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pembinaan penanaman modal.
01.13 Koperasi Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pembinaan koperasi.
01.14 Usaha   Kecil   dan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

Menengah pembinaan usaha kecil dan menengah.
01.15 Pariwisata Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

kepariwisataan.
01.16 Perizinan dan Kegiatan      pelayanan      dalam      rangka

Akeditasi pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait
perizinan dan akreditasi.

01.17 PekeTjaan Umum Ke,giatan      pelayanan       dalam       bidang

pekeljaan      termasuk      di      dalamnya
pengelolaan      infrastruktur      pekeljaan
umum.

01.18 Transmigrasi Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang
transmgrasi.

01.19 Transportasi Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang
transportasi.

01.20 Perumahan Kegiatan      pelayanan      dalaln      bidang

perumahan.
01.21 Pembangunan Kegiatan      pelayanan      dalaln      bidang

Kawasan atau pembangunan    kawasan    atau    daerah
Daerah Tertinggal tertinggal.



01.22 Pertanahan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pertanahan.
01.23 Kependudukan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

kependudukan.
01.24 Pemerintahan Kegiatan      pelayanan      dalam      rangka

Daerah pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada
masyarakat umum.

01.25 Kesehatan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang
kesehatan.

01.26 Sosial Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27 Pemberdayaan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

Perempuan pemberdayaan perempuan.
01.28 Hukum Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29 Keananan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

keamanan.
01.30 Hak Asasi Kegiatan   pelayanan   dalam   bidang   hak

Manusia asasi manusia.
01.31 Pendidikan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pendidikan.
01.32 Ketenagakeljaan Kegiatari      pelayanan      dalam      bidang

ketenagakeljaan.
01.33 Ilmu  Pengetahuan Kegiatan  pelayanan  dalam  bidang  ilmu

dan Teknologi pengetahuan dan teknologi.
01.34 Pemuda Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pemberdayaan        dan       pengemb an gan
pemuda.

01.35 Olahraga Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pembe rdayaan       dan       pen gembangan
Olahraga.

01.36 Pertanbangan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pertambangan.
01.37 Energl Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38 Kehutanan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

kehutanan.
01.39 Kelautan Kegiatan      pelayanan      dalaln      bidang

kelautan.



01.40 Lingkungan Hidup Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang
lingkungan hidup.

01.41 A8ana Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42 Kebudayaan Kegiafan      pelayanan      dalam      bidang

kebudayaan.
01.43 Informasi Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

informasi.
01.44 Komunikasi Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)

02.01 Dalan Negeri Kegiatan  pelayanan  dalam  bidang  dalam
negeri.

02.02I KeuanganI Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang
keuangan.                                                        ,11 I keuangan.                                                            I

02.03 Perencanaan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang
PembangunanNasional perencanaan pembangunan nasional.

02.04 Aparatur Negara Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

pengelolaan aparatur negara.
02.05 Kesekretariatan Kegiatan      pelayanan      dalam      bidang

Ne8ara kesekretariatan negara.

02.06I Dukungan Kegiatan      pelayanan      dalam      ran8ka
Operasional pemenu_flan   kebut,uhan   pelaya_nan   yaiig ,11 Operasiona.1 pemenu_flan   kebut,uhan   pelaya_nan   yaiig
Organisasi mendukung      operasional      organisasi/

instansi.
02.07 Akuntabilitas Kegiatan      pelayanan      dalam      rangka

Kinelja pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait
akuntabihas kinelj a.

02.08 Organisasi dan Kegiatan      pelayanan      dalam      rangka
Tata Kelola pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait

kelembagaan         dan         tata        kelola
kelembagaan.



Tabel 8. Referensi Layanan Tingkat Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon

Kode
Referensi
Alsitektur

Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan

Pengelolaan Perdagangan (01.06.02)

01.06 .02 .01 Pengelolaan
Perdagangan
Daerah

Kegiatan    pelayanan    dalam    program

pengelolaan perdagangan daerah

Pemasaran Pariwisata (01.15.02)

01.15.02 .01 IJayanan
Pariwisata Daerah

Kegiatan pelayanan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan
terkait layanan pariwisata daerah

Pelayanan Telpadu Satu Hntu (01.16.03)

01.16.03.01 hayanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Perizinan Daerah pemenuhan      kebutuhan      pelayanan

terkalt layanan perizinan daerah
Pengelolaan Infrastruktur Pekeljaan Umum (01.17. 02)

01.17.02.01 hayanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Pengelolaan pemenuhan      kebu tuhan      pelayan an
Infrastruktur terkait            layanan            pengelolaan
Penerangan Jalan infrastruktur penerangan jalan

Pembinaan Jasa Kontruksi (01.17. 03)

01.17,03.01 Layanan        Jasa Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Kontruksi Gedung pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
dan Bangunan terkait  layanan jasa  kontmksi  gedung

dan bangunan
Pencatatan Sipil (01.23.05)

01.23.05.01 IJayanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Kependudukan pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
dan      Pencatatan terkait    layanan    kependudukan    dan
Sipil pencatatan sipil



Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (01.24.04)
01.24.04.01 Layan an       Paj ak Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka

Daerah pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
terkait layanan pajak daerah

Kesehatan Masyarakat (01.25.02)

01.25.02.01 Layanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Kesehatan pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
Masyarakat terkait layanan kesehatan masyarakat

01.25.02.02 Layanan  Rujukan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Rumah Sakit pemenuhan      kebutuhan      pelayanan

terkait layanan rujukan rumah sakit
Manajemen Sosial (01.26.03)

01.26.03.01 Sistem     Layanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Sosial  Pemerintah pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
Daerah terkait     layanan     sosial     pemerintah

daerah
Penanggulangan Bencana (01.26.06)

01.26.06.01 Layanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Penanggulangan p emenu ham      kebu tu h an      pelayanan
Bencana Daerah terkait        layanan        penanggu langan

bencana daerah
01.26.06.02 Layanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka

Penanggulangan pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
Kebakaran      dan terkait      layanan      kebakaran      d an
PenyelanatanDaerah penyelamatan daerah

Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-undangan (01.28.01 )

01.28.01.01 Irayanan Kegiatan     pelayanan     dalaln     rangka
Informasi pemenu han      keb utu han      pelayanan
Kebijakan Daerah terkait    layanan    informasi    kebijakan

daerah



Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (01.31.01)

01.31.01.01 hayanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Manajemen pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
Pendidik dan terkait   layanan   manajemen   pendidik
TenagaKependidikanDaerah dan tenaga kependidikan daerah

Penempatan Tenaga Kelja dan Perluasan Kesempatan Kelja (01.32.02)

01.32 .02 .01 Layanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Ketenagakeljaan pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
Daerah terkait layanan ketenagakeljaan daerah

Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun
(01.40.05)

01.40.05.01 hayanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rarigka
Pengelolaan pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
Limbah dan terkait layanan pengelolaan limbah dan
Sampah sampah

Pembinaan Kepustakaan (01.42 .05)

01.42 .05.01 Layanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Perpustakaan pemenuhan      kebutuhan      pelayanan
Daerah terkait layanan pelpu stakaan daerah

Pengolahan Data Statistik (01.43.02)

01.43.02 .01 Layan an         D ata Kegiatan     pelayanan     dalaln     rangka
Terbuka pemenuhan      kebutuhan      pelayanan

terkait layanan data terbuka
Pengelolaan Informasi Publik (01. 43.04)

01.43.04.01 Layanan Kegiatan     pelayanan     dalam     rangka
Pengaduan Publik pemenuhan      kebutuhan      pelayanan

terkait layanan pengaduan publik
Penganggaran (02 .02 .05)

02.02.05.01 Penganggaran Kegiatan    pelayanan    dalam    program
Daerah penganggaran daerah

Perbendaharaan (02. 02.06)
02.02.06.01 Perbendaharaan Kegiatan    pelayanan    dalam    program

Daerah perbendaharaan daerah



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset (02.02.08)
02.02.08.01 Pengadaan Kegiatan    pelayanan    dalam    program

Barang/Jasa pengadaan     barang/jasa     pemerintah
PemerintahDaerah daerah

02.02.08.02 Manajemen    Aset Kegiatan    pelayanan    dalam    program
Daerah                      I manajemen aset daerah

Perencanaan Pembangunan Jan8lra Pendek (02. 03.03)
02.03.03.01  I Penyusunan Kegiatan    pelayanan    dalam    prograln

Perencanaan penyu sunan       perencanaan      j angka
Jangka Pendek pendek

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (02.04.01 )

02 .04.01.01 Kinelja ASN Kegiatan    pelayanan    dalam    program
D aerah                    ,kineria ASN

Manajemen ASN (02.04.03)

02.04.03.01 Manajemen ASN Kegiatan    pelayanan    dalam    program
DaerahI manajemen ASN daerahI

Pembinaan Arsip Dinamis (02.05. 06)

02.05.06.01 Pembin-   Arsip Kegiatan    pelayanan    dalam    program
Dinaniis Daerah pembinaan arsip dinamis daerah

Pembinaan Kegiatan Pengawasan (02.07.01 )

02 .07.01.01 Pembinaan Kegiatan    pelayanan    dalam    program
Kegiatan pembinaan       kegiatan       pengawasan
Pengawaseli.InternalPemerintah internal pemerintah

Pengawasan Kinelja (02.07.02)

02.07.02.01 Pengawasrm Kegiatan    pelayanan    dalam    program
KineljaPemerintah pengawasan kinelja pemerintah

D.    Referensi Arsitektur Apiikasi SPBE

Domain, aplikasi SPBE sebagaimana yang telah ditentukan pada sub
bab Ill.D,  memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat
tin8kat 1  (pertarna) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat
nasional  dan  tingkat  3  (ketiga)  dan  4  (keempat)  merupakan  struktur



di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Untuk tingkat 3 dan
tingkat   4    belum   diuraikan   secara   detail,    Arsitektur   Pemerintah
Kabupaten masih memakal dan dilevel tingkat 2 yang menjadi struktur
tingkat nasional.  Berdasarkan  hal. tersebut,  maka ditentukan  referensi
arsitektur aplikasi tingkat nasional dengan ilustrasi pada Gambar 2 1 dan
daftar referensi arsitektur layanan di Tabel 9.

Rrfun8i dy'siteltur Aplikesi SPBE

Apllkasi umum

Apliha5i  Umum Leyanan  Publik

Apllhasi umum Adminlsti@si Pemerjntah@n

Aplikasi  Khusus

Aplikasi thusus Aplikasi Khusus
M lsl Tertentu Fungsi Tertentu

Gambar 21. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Tabel 9 Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat Nasional

Kode ReferensiArsitektur Deskripsi Arsitektur Aplikasi

Apllkasl Umum (01)

01  .01 Aplikasi    Layanan Aplikasi yang memiliki  fungsi yang sama
Publik dan  standar,  dan  digunakan  secara bagi

pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah    untuk    mendukung    pelayanan

publik.
01.02 Aplikasi Aplikasi yang memiliki  fungsi yang sama

Administrasi dan  standar,  dan, digunakan  secara bagi
Pemerintahan pakai oleh lnstansi Pusat dan Pemerintah

Daerah  untuk  mendukung  administrasi

pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)

` 02.01 Aplikasi Misi Aplikasi  yang  dibangun,  dikembangkan,
Tertentu digunakan,   dan   dikelola   oleh   Instansi

Pusat  dan   Pemerintah  Daerah  tertentu
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang
bukan   kebutuhan   Instansi   Pr.rsat  dan



Pemerintah       Daerah       lain ,       u ntu k
mendukung  misi  tertentu,  dapat  berupa
aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi
administrasi   pemeriatahan   untuk   nisi
khusus    pada    instansi    pemerintahan
tertentu.

02.02 Aplikasi Fungsi Aplikasi  yang  dibangun,  dikembangkan,
Tertentu digunakan,   dan   dikelola   oleh   lnstansi

Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  tertentu
untuk   memenuhi   fungsi   khusus   yang
bukan     fungsi     Instansi     Pusat     dan
Pemerintah   Daerah   lain,   dapat  berupa
aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi
administrasi  pemerintahan  untuk  fungsi
khusus    pada    instansi    pemerintahan
tertentu.

Penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur aplikasi
SPBE Tingkat Nasional sebagai berikut:
a.  Aplikasi Umum Layanan Publik

Lapisan   Aplikasi   Umum   layanan   publik   (RAA   01.01)   merupakan
lapisan  Aphkasi  Umum  yang  mendukung  layanan  publik,  secara
berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai
bersama (shczred serzrfees).  Lapisan ini merupakan lapisan presentasi
dari  layanan  publik yang  berhubungan  langsung  dengan  melayani

publik   sesuai   bidang   dan   merniliki   hubungan   dengan   lapisan .
di bawahnya  sebagai  tidak  lanjut  dan  sebagai  presentasi  ke  publik
dari hasil tindak lanjut.  Dengan demikian,  1apisan ini berhubungan
dengan lapisan di bawahnya,  baik lapisan aplikasi khusus maupun
lapisan Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan.

b.  Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
Lapisan   Aplikasi   Umum   Administrasi   Pemerintahan   (BAA   01.02)
memiliki  fungsi yang  sama dan  digunakan  oleh  Instansi  Pusat dan
Pemerintah  Daerah  secara berbagi  pakai.  Aplikasi  ini  dapat berupa
modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (snarled serzrfces).  Dalam
lapisan    ini,    pengelompokan   bidang   administrasi   pemerintahan



digunakan  untuk  mendukung atau  menjadi  dasar  operasional  dari
lapisan di atasnya, dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi
dari  aplikasi  dapat  digunakan  untuk  mendukung  aplikasi  pada
lapisan di atasnya.

c.  Aplikasi Khusus Misi Tertentu
Ifapisan aplikasi khusus nisi tertentu  (RAA 02.01)  mendukung misi
tertentu       pemerintahan       sesuai       dengan       peraturan       dan

perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan
manfaat   dalam  jangka   waktu   tertentu.   Aplikasi   khusus   hanya
dikembangkan  dan  digunakan  oleh  lnstansi  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah  tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan  khusus  yang  bukan
kebutuhan  Instansi  Pusat  dan   Pemerintah  Daerah  lain.   Hal  ini
digunakan secara vertikal dalam satu Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.   Lapisan   ini  menggLmakan   lapisan   di  bawahnya  sebagai

pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau  sebaliknya
dalarn hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

d.  Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Aplikasi khusus fungsi tertentu (RAA 02.02) ini hanya dikembangkan
dan digunakan oleh lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu
untuk  memenuhi  fungsi  khusus yang bukan  fungsi  Instansi  Pusat
dan Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan secara vertihal dalam
satu    Instansi    Pusat    dan    Pemerintah    Daerah.     Lapisan    ini
menggunakan      lapisan      di      bawahnya      sebagai      pendukung

pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil
dapat mendukung lapisan di bawahnya.

B.    Referensi Arsitektur lnfrastruktur SPBE

Domain  infrastruktur  SPBE  sebagaimana  yang  telah  ditentukan

pada  sub  bab  Ill.E,  memiliki  struktur dengan  3  (tiga)  tingkat,  dinana
keseluruhan   tingkat   merupakan   infrastruktur   di   tingkat   nasional.
Berdasarkari    hal    tersebut,    maka   ditentukan    referensi   arsitektur
infrastruktur tingkat  1  (pertama) dan tin8kat 2 (kedua) dengan ilustrasi

pada Gambar 22 dan daftar Sub Bab SPBE pada Tabel 10.



Gambar 22. Struktur Referesi Arsitektur Infrasruktur Tingkat Nasional

Tabel 10 Referensi Arsitektur lnfratruktur Tingkat Nasional
IKode ReferensiArsitektur

Deskripsi Arsitektur lnfrastruktur

Fasilitas Komputasl (01 I
01.01         I Pu sat              Data Fasilitas    yang     digunakan     keperluan

Nasional penempatan ,          penyinpanan          dan
pengolahan data dan pemulihan data.

01.02 Thsat Komputasi Fasilitas yang digunakan untuk keperluan

pemrosesan    komputasi    tertentu    atau
penempatan sistem komputasi tertentu.

Sistem lntegrasi |02|
02.01 Jaringan        I nti.a Jaringan  teftutup  yang  men8hubun8kari

Pemerintah antara  subsistem  atau  simpul  jaringan
dalam satu sistem/ organisasi.

02.02 Sistem Sistem     layanan     komunikasi     untuk
Penghubung interaksi antar aplikasi dalam pertukaran
IJayananPemerintah data maupun layanan.

Platform |03|
03.01 Kerangka Perangkat   keras   dan   peran8kat   lunak

Infrastruktur   dan yang  digunakan  lingkungan  kelja  yang
Aplikasi mendurfung aplikasi.

03.02 Komputasi Awan Lingkungan  dengan  virtualisasi   sebagai
layanan  platform  berdasarkan  teknologi
cloud untuk lingkungan keria aplikasi.



Penjelasan   pada   setiap   komponen   dalam   referensi   arsitektur
infrastruktur  SPBE  tingkat  1  (pertama)  dan  tingkat  2  (kedua)  sebagai
berikut:
a.  Fasilitas Komputasi (RAI 01)

hapisan   ini   terdiri   dari   pusat   data   nasional   (RAI   01.01),   pusat
komputasi  (RAI  01.02),  dan  pusat  kendali  (RAI  01.03)  yang  bersifat

nasional.  Fasilitas  komputasi  ini  dapat  berupa  fasilitas  komputasi
milik Instansi  Pusat dan  Pemerintah  Daerah yang telah terintegrasi
dengan fasilitas komputasi nasional. Ilapisan ini merupakan fasilitas
dari    layanan     infrastruktur    dasar    yang    digunakan     sebagai

penyimpanan (storagel, kendali, dan komputasi dari sistem nasional).
b.  Sistem Integrasi (RAI 02), lapisan ini terdiri dari:

1.  Jaringan Intra Pemerintah (RAI 02.01)

Lapisan  jaringan  intra  merupakan  lapisan  penghubung  untuk
membentuk jaringan yang men9hubungkan antar komponen dari
lapisan di bawalinya dan membentuk layanan infrastruktur dari
lapisan  atasnya,  serta  memastikan  keamanan  informasi  dalam
komunikasi    data    antar    sistem    informasi.    Jaringan    intra

pemerintah dikelola pada lapisan fasilitas kompufasi,            berupa
pusat kendali jaringan (Iveduork Operofron Center/ NoC) Pemerintah
yang diintegrasikan  dengan seluruh pusat kendali jaringan yang
dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

2.  Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI 02.02)
Lapisan   sistem   penBhubung   merupakan   lapisan   logikal   yang
menghubungkan fisik dari lapisan di bawahnya menjadi hubungan
logikal  yang  mendukung  lapisan  domain  arsitektur  data  dan
informasi,  domain  arsitektur  layanan  SPBE,  domain  arsitektur
aplikasi  SPBE,   serta  domain  arsitektur  infrastruktur  SPBE  di
atasnya.

c.   Platform (RAI 03), lapisan ini terdiri dari:
1.  Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi (RAI 03.01)

I,apisan  ini  merupakan  lapisan  yang  menentukan  standar  dari

perangkat keras maupun  lunak,  model  komunikasi  dan  standar
platform  lainnya  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  desain
pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawahnya maupun di
atasnya; dan



2.   Komputasi Awan (RAI 03.02)

Merupakan   lapisan   yang   menghubungkan   lapisan   arsitektur
lainnya secara logihal dalaln bentuk layanan infrastruktur SPBE
berbagi pakai berupa sistem JrL/dsfrocfure as a Se7ifenees (Iaas) ,
Pzat/or'7'n as a Seiwices (Paas),  dan  Softyarie as a Serot.ces (Saas),

dimana data dan informasi di dalamnya, diolah menggunakan Big
Data  czs  a  Sen/foes  (Bdaas),  serta  didukung  aspek  keamanan
untuk keseluruhan komputasi awan dengan Seourtry czs a Services

(Secaas),   terlihat  ilustrasi  pada  Gambar  23,  yang  merupakan
berbagai perangkat keras dan peran8kat lunak, yang dikelola oleh

pemerintah  dalam  bentuk  Gouemmerit  CZoucZ,  dengan  penerapan
teknologi BZocfe ChazrL.

Gambar 23. Komputasi Awan lnfrastruktur SPBE

F.    Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Domain  keamanan  sebagainana yang  telah  ditentukan  pada  sub
bab Ill.F, memiliki struktur dengan 2 (dua) tingkat, dimana keseluruhan
+ingkat   merupakan   struktur   di   tingkat   nasional.   Berdasarkan   hal

tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur keamanan SPBE tingkat 1

(pertama)  sebagaimana  ilustrasi  pada  Gambar  24  dan  daftar  referensi
arsitektur   keamanan   pada   Tabel    10,   berupa   komponen   standar
keamanan, penerapan keananan, dan kelaikan keamanan.



Gambar 24. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Tabel 1 1 . Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat Nasional

Kode
ReferensiArsitektur

Deskripsi Arsitektur Keamanan

Standar Keamanan (01)
01.01 S tandar       Teknis Peraturan   terkait   standar   teknis   dan

dan          Pro sedu r prosedur  keamanan  SPBE  dari  lembaga
Keananan SPBE yang           menyelenggarakan            tu gas

pemerintahan di bidang keamanari siber.
01.02 Standar Standar   intemasional   yang   digunakan

Keananan sebagai       pe ndu ku ng       dan        u ntuk
Intemasional meningkatkan      penerapan      keamanan

SPBE.

01.03 Regulasi Lainnya Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai
masih    relevan    selain    dari    peraturan
terkalt    standar    teknis    dan    prosedur
keamanan  SPBE,  yang  saat  ini  menjadi
acuari dalam penerapan keamanan SPBE.

Penerapan Keamanan (02)
02.01 Edukasi Jaringan  tertutup  yang  menghubungkan

Kecadaran antara  subsistem  atau  simpul  jaringan
Keamanan SPBE dalam satu sistem/ organisasi.

02.02 Identifikasi Bentuk  kegiatan  di  Instansi  Pusat  dan
Kerentanan Pemerintah               D aerah               u ntu k
Keamanan SPBE mengidentifikasi   kerentanan   dan   risiko

keamanan SPBE.



02.03 Peningkatan Bentuk  kegiatan  di  Pemerintah  Daerah
Keananan SPBB keananan SPBE.

02.04 Penanganan Bentuk  kegiatan  di  Instansi  Pusat  dan
Insiden Keamanan Pemerintah               Daerah               untuk
SPBE menanggulangi,        memulihkan ,        dan

memitigasi    risiko     insiden    keamanan
SPBE.

02.05 Audit     Keanianan Bentuk  kegiatan  di  lnstansi  PLisat  dan
SPBE Pemerintah    Daerah    untuk    mengukur

tingkat   kesesuaian   penerapan   standar
keananan SPBE.

Kelaikan Keamanan (03)

03.01 Kelaikan Kelaikan   keamanan   terhadap   Aplikasi
Keamanan Umum      dilakukan      melalui      penilaia_n

Aplikasi Umum kerentanan   secara  mandiri   di   Instansi
Pusat    dan    Pemerintah    Daerah    dan
verifikasi di tingkat nasional. Output dari
kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum

yang   telah   mendapatkan   rekomendasi
kelaikan keamanan.

03.02 Kelaikan Kelaikan            keamanan            terhadap
Keananan Infrastnrktur   SPBE   nasional   dilakukan
Infrastruktur melalui    penilaian    kerentanan    secara
SPBE Nasional mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah dan verifikasi di tin8kat nasional.
Output  dari  kegiatan  ini  adalah  daftar
infrastruktur  SPBE  nasional  yang  telah
mendapatkan      rekomendasi      kelaikan
ke-an

a.  Standar Keamanan (RAK 01)
Standar  Keamanan  merupakan  acuan  persyaratan  keamanan  yang
diacu  oleh  lnstansi  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  masing-masing.
Standar  Kearnanan  memastikan  penerapan  fungsi  keamanan  pada
data  dan  informasi,  aplikasi  SPBE,  dan  infrastruktur  SPBE  sesuai
dengan persyaratan kealnanan yang telah ditetapkan secara nasional



ataupun  intemasional.  Standar  Keamanan  yang  dapat  diacu  oleh
setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:
1.  Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE;
2.  Standar  nasional  dan  intemasional  terkait  keamanan  informasi;

dan
3.  Regulasi lainnya.

Selain itu untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan
apa  yang  telah  diterapkan,  setiap  Instansi  Rrsat  dan  Pemerintah
Daerah   harus   mengidentifikasi   standar   keamanan  yang  menjadi
acuan  saat  ini  dalam  penerapan  fungsi  keamanan  pada  data  dan
informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE.

b.  Penerapan Kealnanan (RAK 02)
Penerapan keamanan merupakan  serangkaian proses dalam bentuk

program kelja keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh setiap
lnstansi   Pusat   dan   Pemerintah   Daerah   sebagai   upaya   dalam
meminimalkan   dampak   risiko   keamanan   SPBE.   Program   kelja
keamanan  SPBE  disusun berdasarkan kategori risiko terhadap  data
dan  informasi,  aplikasi  SPBE,  serta  infrastruktur  SPBE  dari  setiap
Instansi   Pusat   dan   Pemerintah   Daerah   masing-masing.   Target

pelaksanaan program keq.a keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan
kebutuhan  setiap  Instansi  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Program
ken.a keamanan SPBE, paling sedikit meliputi:
1.  Edukasi kesadaran keamanan SPBB;
2.  Identifikasi kerentanan keamanan SPBE;
3.  Peningkatan keamanan SPBE;
4.  Penanggulangan insiden keamanan SPBE; dan
5.  Audit kearnanan SPBE

Penjelasan   lebih   lanjut   terkait   program   kelja   keamanari   SPBE
diantaranya sebagai berikut:
1.  Edukasi Kesadaran Keamanan

Edukasi  Kesadaran  Keamanan  SPBE dilaksanakan  paling sedikit
melalui  kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan  dengan  tujuan  untuk
meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan
keahlian    dalam    penerapan    keamanan    aplikasi    SPBE    dan
kearnanan infrastruktur SPBE.



C.

2.  Identifikasi Kerentanan Keamanan
Identifikasi   Kerentanan   Keamanan   SPBB   dilaksanakan   paling
sedikit melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE,  analisis
kerentanan  dan ancaman terhadap aset SPBE  serta pengukuran
tingkat risiko keamanan SPBE.

3.  Peningkatan Keamanan
Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari

penilaian     kerentanan     keamanan.     Peningkatan     keamanan
dilaksanakan  paling  sedikit  melalui  kegiatan  penerapan  standar
teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan

yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.
4.  Penanganan Insiden Kealnanan

Penanganan    lnsiden    Keamanan   dilaksanakan    paling   sedikit
melalui kegiatan :
a)  Identifikasi sumber serangan;
b)  Analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
c)  Penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang teq.adi;
d)  Dokumentasi buldi insiden yang terjadi;
e)  Mitigasi atau pengurangan danpak risiko keamanan SPBE; dan
I)   Penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait

rrrahocITe.

5.  Audit Keamanan SPBE
Audit Keamanan  SPBE dilaksanakan  1  (satu)  kali dalam  1  (satu)
tahun  untuk  Aplikasi  Umum  dan  infrastmktur  SPBE  nasional
serta dilaksanakan paling sedikit I (satu) kali dalam 2 (dua) tahun
untuk aplikasi khusus dan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan
Pemerintah    Daerah.    Kegiatan    audit    ini    dilakukan    untuk
memperoleh  keyakinan yang memadai  bahwa  penerapan  kendali
keamanan  informasi  pada  suatu  Instansi  Pusat dan  Pemerintah
Daerah telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Kelaikan Keamanan (RAK 03)
Kelaikan  keamanan  dilakukan  melalui  proses  penilaian  kerentanan
dan  risiko  keamanan  terhadap  Aplikasi  Umum  dan  infrastruktur
SPBE  nasional.  Proses  pelaksanaan  kelaikan  keamanan  dilakukan
secara sez/ czssessrrLe7tf (penilaian mandiri)  oleh setiap Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa terhadap Aplikasi
Umum  dan   infrastrukfur   SPBE   nasional  yang  akan   ditetapkan.



Selanjutnya  dilakukan  verifikasi  terhadap  se!f assessment tersebut
sebagai    tahapan    untuk    mendapatkan    pertimbangan    kelaikan
keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan
di bidang keamanan siber.



BABV
DOMAIN ARslTEKTUR slsTEM pEMERINTAIIADr BERBAsls ELEKTRONIK

KABUPATEN CIREBON

Domain  Arsitektur  SPBE  yang  dideskripsikan  dalam  sub  bab  ini
merupakan  substansi  Arsitektur  SPBE  yang  ditargetkan  akan  dicapai
sampai  dengan  tahun  2024.   Substansi  arsitektur  tersebut  memuat
seluruh target pencapaian Arsitektur SPBE di keenam Domain Arsitektur
SPBE.

A.    Domain Arsitektur proses Bisnis

SubsLiansi  arsitektul.  pada  domain  arsitektur  proses  bisnis  yang
menjadi  target  arsitektur  sampai  dengan  tahun  2024,  sesuai  dengan
kebijakan  pembangunan  SPBE  nasional  dan  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon setidaknya memuat:
1.  Proses Bisnis Terkait Perizinan dan Akreditasi;
2.  Proses Bisnis Terkait Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3.  Proses Bisnis Terkait Kesehatan;
4.  Proses Bisnis Terkait Bantuan Sosial;
5.  Proses Bisnis Terkait Hukum dan Keamanan;
6.  Proses Bisnis Terkait Pendidikan;
7.  Proses Bisnis Terkait Pemerintahan Umum; dan
8.  Proses Bisnis Terkait Satu Data Indonesia.

Rincian  dari  domain  arsitektur  proses  bisnis  yang  menjadi  target

penerapan   arsitektur   sampai   dengan   tahun   2024,   terdapat   pada
Tabel  12.

Tabel 12. Identifikasi Target Domain Arsitektur Proses Bisnis

Kebijakan
Domain

Arsitektur
Deskripsi Proses

Bisnis

Referensi
Arsitektur

Kode

Domain
Arsitektur

Proses Bisnis '  Proses Bisnis
Terkait

Ekonomi dan [DAB01] Proses bisnis [07] [DAD0l]
Industri Perizinan Sektor terkait perizinan Lingkungan [DAL0l]

Tenaga Listrik penyediaan dan Sumber
tenaga listrik Daya Alan



[07.02] Energi

[DA802] I+oses bisnis [02] Ekonomi [DAD02]
Perizinan Sektor terkait perizinan dan lndustri [DAL02]
Pertanian pengelolaan [02.03]

sarana danprasaranapertanian,Pengelolaanpembiayaanpertanian,danKomoditaspertanian,perkebunan,petemakan Pertanian

[DA803] Proses bisnis [07] [DAD03]
Perizinan Sektor terkalt perizinan Lingkungan [DAL03]
Kehutanan sektor dan Sumber

kehutanan daya alan[07.03]Kehutanan

[DA804] Proses bisnis [07] [DAD04]
Perizinan Sektor terkait sektor Lingkungan [DAL04]
Lingkungan 1ingkungan dan Sumber
Hidup hidup daya alam

[07.05]

Lingkungan
Hidup

[DA805]
Perizinan Sektor
Pekeljaan
LTmum

FToses bisnis

terkait peizinan
bangunan

gedung,
pemanfaatan
badan jalan, dan
penggunaan air
baku

[03]

Pembangunan
Kewilayahan

[03.01]

Pekeljaan
Umum

[DAD05]

[DAL05]



[DA806] Proses bisnis [03] [DAD06]
Perizinan Sektor terkait perizinan Pembangunan [DAL06]
Perumahan pembangunan Kewilayahan
Ralryat perumahan [03.04]

rdyat Perumahan

[DA807] Proses bisnis [06] [DAD07]
Perizinan Sektor terkait perizinan Pendidikan [DAL07]
Pendidikan penyelenggaraan dan Tenaga

pendidikan kelja
nasional dan [06.01]

keaganaan Pendidikan

[DABO8] Proses bisnis [08] [DADO8l

Perizinan Sektor terkait perizinan Agama dan [DALO8]

Keagamaan dan penjaminan kebudayaan

produk halal [08.01]A8ama

[DABO9] Proses bisnis [02] [DADO9]

Perizinan Sektor terkait perizinan Ekonomi dan [DALO9]

Kelautan dan pengelolaan Industri
Perikanan ruang laut, [02.06]

konservasi,keanekaragananhayati,usahaperikanantangkap,danusahaperikananbudidaya Perdagangan

[DAB10] Proses bisnis [04] [DAD10]

Perizinan Sektor terkait perizinan Perlindungan [DAL10]

Kesehatan, Obat pengelolaan Sosial dan
dan Makanan kef-asian, Kesehatan

pengelolaan alat [04.01]

kesehatan,pengelolaanfasilitaskesehatan,pengelolaan Kesehatan



1ayanankesehatan , sertaobatdanmakanan

[DAB 1 1 I Proses bisnis [02] Ekonomi [DAD 1 1 I

Perizinan Sektor terkalt perizinan dan lndustri [DAL11 I

Perdagangan pengawasan [02.02]

pasar dalamne8eri,ketersediaanbahanpokokdanpenguatanjaringandistribusiperdagangannasional,eksporminyakdangas{migas},ekspornonmigas,usahaperdagangan,danpasarberiangkakomoditi Perdagangan

[DA812] Proses bisnis [02] Ekonomi [DAD12]

Perizinan Sektor terkait perizinan dan Industri [DAL12]

UMKM penyelenggaraan [02.10] Usaha
usaha mikro, Kecil dan

kecil, danmenengah Menengah

[DA813] Proses bisrT.is [09] [DAD13]

Perizinan Sektor
Informasi

terkait
informatika

Pemerintchan
Umum

[09.03]

Informasi

[DAL13]



[DA814] Proses bisnis [09] [DAD14]

Perizinan Sektor terkait perizinan Pemerintahan [DAL14]

Komunikasi sistem Umum [09.04]

komunikasi,pengelolaanspektrumdanorbitsatelit,sertifikasialatperangkat,sertapenyelenggaraanpenyiaran Komunikasi

[DA815] Proses bisnis [06] [DAD15]

Perizinan Sektor terkait penzinan Pendidikan [DAL15]

Tenaga Nuklir pertanbangan dan Tenaga
bahan galian kelja
nuklir, produksi [06.04]

bahan nuklir,danpengelolaan1imbahradioaktif Teknologi

[DA816] Proses bisnis [02] Ekonomi [DAD16]

Perizinan Sektor terkait perizinan dan Industri [DAL16]

Pariwisata tempat wisata [02.11]

danpenyelenggaraanpariwisata Pariwisata

[DAB17] Proses bisnis [09] [DAD17]

Perizinan Sektor terkait perizinan Pemerintahan [DAL17]

Keuangan profesi Umum
keuangan dan [09.02]

lembagakeuangan Keuangan

Pembangunan [DAB18] Proses bisnis [03] [DAD18]

Kewilayahan Pemantauan terkait Pembangunan [DAL18]

pembangunan pemantauan Kewilayahan

pekeljaan pembangunan [03.01]

umum pekeH.aan umum PekeljaanUmum



[DAB19] Proses bisnis [03] [DAD19]
Pemantauan terkait Pembangunan [DJEL19]

pembangunan pemantauan Kewilayahan

perumahan pembangr>nan [03.04]
rakyat perumahanrakyat Perumahan

Kesehatan [DA820] Proses bisnis [04] [DAD20]
Penyelenggaraan terkait layanan Perlindungan [DAL20]
layanan telemedicine, Sosial dan
kesehatan digitalicasi Kesehatan
terpadu rekan medis, [04.01]

penyelenggaraansistemrujukanonline.rek-medisonline,dansistempersonalhearthCare. Kesehatan

SosialI [DA821] Proses bisnis [04] [DAD21]

Penyelenggaraan terkait layanan Perlindungan [DAL2l]11

I bantuan sosial I bantuan sosial I Sosial dan
terintegrasi serta

pengelolaan data
kesejahteraan

Kesehatan

[04.02] Sosial

sosial yangterpadu

[DA822] Proses bisnis [06] [DAD22]

Penyelenggaraan
bantuan
pendidikan

terkait layanan
bantuan
Pendidikan

Pendidikan
dan Tenaga
Kelja

[DAL22]

I I terintegrasi I I  [06.01]Pendidikan 11

[DA823] Proses bisnis [07] [DAD23]

Penyelenggaraan terkait layanan Lingkungan [DAL23]

bantuan listrik bantuan listrik dan Sumber
terintegrasi Daya Alan
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[DA824] Proses bisnis [04] [DAD24]
Penyelenggaraan terkait layanan Perlindungan [DAL24]

bantuan bantuan Sosial dan
kesehatan Kesehatan Kesehatan
terintegrasi [04.01]Kesehatan

Hukum dan [DA825] Proses bisnis [05] [DAD25]
Keamanan Penyelenggaraan penanganan Ketertiban [DAL25]

Penanganan perkara tindak Umum dan
Perkara Tindak pidana terkait Keselanatan
Pidana Terpadu penyidikan, [05.01]

Berbasis penuntutan, Hukum
Tekn0108i persidangan,
Informasi eksekusi, danpemasyarakatan

[DA826] Proses bisnis [05] [DAD26]
Penyelenggaraan terkait Ketertiban [DAL26]
Penerbitan penerbitan Surat Umum dan
Surat Izin 1zinMengemudi Keselamatan
Mengemudi (SIM) [05.02]

(SIM) Keananan
Pendidikan [DA827] Proses bisnis [06] [DAD27]

Penyelenggaraan terkait layanan Pendidikan [DAL27]
Pendidikan pendidikan dan dan Tenaga
Berbasis penyediaan Kerja
Tekn0108i konten digita [06.01]Pendidikan

Pemerintahan [DA828] I+oses bisnis [09] [DAD28]
Umum Penyelenggaraan terkalt Pemerintahan [DAL.28]

layanan pemerintahan umum
administrasi dalan negeri [09.01]

pemerintahandalamnegeri Dalan Neger



[DA829] Proses bisnis [09] [DAD29]
Penyelenggaraan terkait Pemerintahan [DAL28]
layanan penganggaran, umum [09.02]

penganggaran pengadaanbarangdan jasa,pengelolaanbarangmiliknegara,dankeuangannegaralainnya Keuangan

[DA830] Proses bisnis [09] [DAD30]
Penyelenggaraan terkait Pemerintahan [DAL28]
layanan perencanaan umum [09.05]

perencanaa pembangunan PerencanaanPembangunanNasional

[DA83l] Proses bisnis [09] [DAD3l]
Penyelenggaraan terkait Pemerintahan [DAL28]
layanan kearsipan, umum [09.06]
aparatur negara kepegawaian, Aparatur

pengawasan,akuntabilitaskineq.a,danlayananadministrasipemerintahanlainnya Ne8ara

Satu Data [DA832] Proses bisnis [09] [DAD01-
Indonesia Pengelolaan terkait Pemerintahan 34-I

data statistik manajemen data umum [DAL29]
statistik [09.03]Informasi

[DA833] Proses bisnis [09] [DAD33]
Pengelolaan terkait Pemerintahan [DAL29]
data geospasial manaj emen data umum

geospasial [09.03]Informasi



Dan rincian dari domain arsitektur proses bisnis Pemerintah Kabupaten
Cirebon yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun
2024 dan sesuai susunan organisasi tata kelja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon, terdapat pada Lanpiran Tabel Domain Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

8.    Domain Arsitektur Data dan lnfornLasi

Substansi  arsitektur  pada  domain  arsitektur  data  dan  informasi

yang  menjadi  target  arsitektur  sampai  dengan  tahun  2024,   sesuai
dengan    kebijakan    pembangunan    SPBE    nasional    dari    Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon setidaknya
memuat:
1.  Data Terkait Perizinan dan Akreditasi;
2.  Data Terkait Pekeljaan Umum;
3.  Data Terkait Kesehatan;
4.  Data Terkait Bantuan Sosial;
5.  Data Terkalt Hukum dan Keamanan;
6.  Data Terkait Pendidikan;
7.  Data Terkait Pemerintahan Umum;
8.  Data Lainnya yang menjadi Prioritas dalam Satu Data Indonesia.

Rincian  dari  domain  arsitektur  data  dan  informasi  yang  menjadi
target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024,  terdapat pada
Tabel  13.



Tabel 13. Identifikasi Target Domain Arsitektur Data dan Informasi

Kebijakan Domain Deskripsi Data dan Referensi Kode
Aristektur Informasi Arsitektur Domain
Data dan Data dan Arsitektu
Informasi Informasi r Terkait

Ekonomi dan [DADO1 I Data Data dan Tiiforma_si [07] Tnformasi [DABO 1 I

IndustriI dan Informasi terkait perizinan Lingkungan [DAL01]

Perizinan penyediaan tenaga dan Sumber [DAA01]

Sektor listrik Daya Alan [DAI01-

Tenaga [07.02] Data 03]

Listrik Energi [DAK01-03]

[DAD02] Data Proses bisnis terkait [02] Informasi [DA802]
dan Informasi perizinan Ekonomi dan [DAL02]

Perizinan pengelolaan sarana Industri [DAAO1]

Sektor dan prasarana [02.03] Data [DAI01-

I I pembiayaanpertanian,danKomoditasPertanianPerkebunan,Petemakan 11 03]

[DAD03] Data Data dan informasi [07] Informasi [DA803]
dan Informasi terkait perizinan Lingkungan [DAL03]
Perizinan sektor kehutanan dan Sumber [DAA01]

SektorKehutanan Daya[07.03] DataKehutanan [DAIO1-03][DAK01-03]

[DAD04] Data Data informasi [07] Informasi [DA804]
dan Informasi terkait sektor Lingkungan [DAL04]
Perizinan lingkungan hidup dan Sumber [DAA01]



SektorLingkunganHidup Daya Alam[07.05]DataLingkunganHidup [DAIO1-03][DAK01-03]

[DAD05] DatadanInformasiPerizinan Data dan informasi [03] Informasi [DA805]
terkait perizinan PembangunanKewhayahan [DAL05]
bangunan [DAA01]

gedung,pemanfaata [DAIO1-

SektorPekerjaanUmum n badan jalan, dan [03.01] Data 03]

penggunaan air PekeD.aan [DAK01-
baku Umum 03]

[DAD06] Data Data dan informasi [03] Informasi [DA806]
dan Informasi terkait perizinan PembangunanKewilayahan[03.04]DataPerumahan [DAL06]
Perizinan pembangunan [DALAO1]

SektorPerumahanRakyat perumahan rakyat [DAIO1-03][DAKO1-03]

[DAD07] Data dan informasi [06] Informasi [DA807]
Data dan terkait perizinan Pendidikan [DAL07]
Informasi penyelenggaraan dan Tenaga [DAA01]
Perizinan pendidikan nasional keq'a[06.01] [DAIO1-
Sektor dan keagamaan Data 03]
Pendidikan Pendidikan [DAKO1-03]

[DADO8] Data Data dan informasi [08] Informasi [DABO8]
dan Informasi terkait perizinan Agama dan [DALO8]
Perizinan dan penjaninan Kebudayaan [DAAO1]
Sektor produk halal [08.01] Data [DAI01-
Keagamaan A8ama 03][DAK01-03]

[DADO9] Data Data dan informasi [02] Informasi [DABO9]



dan Informasi terkait perizinan Ekonomi dan [DALO9]
Perizinan pengelolaan ruang Industri [DAAO1]

Sektor laut, konservasi, [02.06] Data [DAI01-
Kelautan dan keanekaraganan Perikanan 03]

Perikanan hayati, usaha [DAK01-

perikanan tangkap ,danusahaperikananbudidaya 03]

[DAD10] Data Data dan informasi [04] Informasi [DABIO]
dan Informasi terkait perizinan Perlindungan [DALIO]
Perizinan pengelolaan Sosial dan [DJIA01]
Sektor kefarmasian, Kesehatan[04.01]DataKesehatan [DAIO1-
Kesehatan pengelolaan alat 03]

kesehatan, [DAK01-

pengelolaan fasilitaskesehatan,pengelolaanlayanankesehatan,sertaobatdanmakanan 03]

[DAD11] Data Data dan informasi [02] Informasi [DAB 1 1 I

dan lnformasi terkait perizinan Ekonomi dan [DAL11]

Perizinan pengawasan pasar Industri[02.02]DataPerdagangan [DALAO1]

Sektor dalam negeri, [DAIO1-

Perdagangan ketersediaan bahan 03]

pokok dan [DAKO1-

penguatan jaringandistribusiperdagangannasional,eksporminyakdangas(migas),ekspornonmigas,usahaperdagangan,danpasarbeljangkakomoditi 03]



I

[DAD12] Data Data dan informasi [02] Informasi [DA812]

dan Informasi terkait perizinan Ekononii dan [DAL12]

Per2inan penyelenggaraan Industri [DJIA01]

Sektor UMKM usaha mikro, kecil, [02.10] Data [DAI01-

dan menengah Usaha KecildanMenengah 03][DAK01-03]

[DAI) 13] Data Data dan inforniasi [09] Informasi [DA813]

dan Informasi terkait perizinan Pemerintahan [DAL13]

Per2inan sektor informatika Umum [DAA01]

Sektor [09.03] Data [DAIO1-

Informas Informasi 03][DAK01-03]

[DAD 14] Data Data dan informasi [09] Informasi [DA814]

I dan lnformasi I terkait perizinan Pemerintahan [DAL14]

Perizinan
Sektor

sistem komunikasi ,

pengelolaan

Umum

[09.04] Data

[DAA01]

[DAIO1-

I Komunikasi     I spektrum dan orbit Komunikasi 031

satelit, sertifkasi [DAKO1-

alat peran8kat,sertapenyelenggaraanpenyiaran 03]

[DAD 1 5] Data Data dan informasi [06] Informasi [DA815]

dan lnformasi terkait perizinan Pendidikan [DAL15]

Perizinan pertambangan dan Tenaga [DRA01]

Sektor bahan galian nuklir, kelja [06.04] [DAIO1-

Tenaga Nukfir produksi bahan Data u5I

nuklir, dan Teknologi [DAK01-

pengelolaan limbahradioaktif 03]

[DAD16] Data
dan Informasi

Data dan informasi
terkait perizinan

[02] Informasi
Ekonomi dan

[DA816]



Perizinan
Sektor
Pariwisata

tempat wisata dan

penyelenggaraan
pariwicata

Industri

[02.11] Data

Pariwisata

[DAL16]

[DAA01]

[DAI01-
II '

03][DAK01-03]

[DAD17] Data Data terkalt [09] Informasi [DA817]

dan Informasi perizinan profesi Pemerintahan [DAL17]

Perizinan keuangan dan Umum [DJIA01]

Sektor lembaga keuangan [09.02] Data [DAI01-

Keuangan Keuangan 03]DAK01-03]

Pembanguna [DAI) 18] Data Data dan informasi [03] [DAB18]

n dan Informasi terkait pemantauan Informasi [DAL18]

Kewilayahan pemantauan pembangunan PembangunanKewhayahan [DAAI02]

pembangunanpekeljaan pekeljaan umum [DAI01-03]

umum [03.01] DataPekeljaanUmum [DAK01-03]

!DAI) 19] Data Da+fi dan informasi [03] Informasi [DAB19]

dan Informasi terkalt pemantauan PembangunanKewhayahan [DAL19]

pemantauan pembangunan [DAA02]

pembanguna perumahan rak5rat [DAI01-

n perumahan [03.04] Data 03]

rakyat Perumahan [DAK01-0]

Kesehatan [DAD20] Data dan informasi [04] Informasi [DA820]

Data dan terkait layanan Perlindungan [DAL20]

Informasi telemedicine, Sosial dan [DAA03]

kesehatan digitalisasi rekam Kesehatan [DAI01-

terpadu medis, [04.01] Data 03]

penyelenggaraan Kesehatan [DAK01-



sistem rujukan
online, rekan medis
online, dan sistem

I i personal health care!1 I

[DAD21] Data Data dan inforlnasi [04] Informasi [DA821]

dan Informasi terkait layanan Perlindungan [DAL21]

bantuan bantuan sosial serta Sosial dan [DJIA04]

sosial pengelolaan data Kesehatan [DAI01-

terintegrasi kesejahteraan sosial [04. 02] Data 03]

terpadu yang Sosial [DAKO1-03]

[DAD22] Data Data dan informasi [06] Informasi [DA822]
dan lnformasi terkalt layanan Pendidikan [DAL22]

bantuan
pendidikan
terintegrasi

bantuan pendidikan dan Tenaga
Kelja [06.01]

Data

IIIII

Pendidikan [DAKO1-03]

[DAD23] Data Data dan informasi [07] Informasi [DA823]
dan lnformasi terkait layanan Lingkungan [DAL23]

bantuan bantuan listrik dan Sumber [DAA04]

listrik Daya Alan [DAIO1-

terintegrasi [07.02] DataEner8i 03][DAK01-03]

[DAD24] Data Data dan informasi [04] Informasi [DA824]
dan Informasi terkait layanan Perlindungan [DAL24]

bantuan bantuan kesehatan Sosial dan [DJIA04]

kesehatan Kesehatan [DAIO1-

terintegrasi [04.01] DataKesehatan 03][DAK01-03]



Hukum dan
Keamanan

[DAD25] Data
dan lnformasi
Penanganan
Perkara
Tindak
Pidana

Data dan informasi

penanganan
perkara tindak
pidana terkait
penyidikan,
penuntutan,

[05] Informasi
Ketertiban
Umum dan
Keselanatan

[05.01] Data
Hukum

[DA825]

[DAL25]

[DJIA05]

[DAI01-

03]

[DAK01-
11 Terpad u             ` persidangan ,               I ' 03]

Berbasis eksekusi, dan
TeknologiInformasi pemasyarakatan

[DAD26] Data Data dan informasi [05] Informasi [DA826]
dan lnformasi terkait penerbitan Ketertiban [DAL26]

Penerbitan Surat lzin Umum dan [DAA06]

Surat Izin Mengemudi (SIM) Keselanatan [DAI01-

Mengemudi [05.02] Data 03]

(SIM) Keananan [DAK01-03]

Pendidikan [DAD27] Data Data layanan [06] Informasi [DA827]
dan Informasi pendidikan dan Pendidikan [DAL27]

Pendidikan penyediaan konten dan Tenaga [DAA07]

digital Kelja [06.01]DataPendidikan [DAI01-03][DAK01-03]

Pemerintahan [DAD28] Data Data dan informasi [09] Informasi [DA828]
Umum dan lnfomasi terkait Pemerintahan [DAL28]

Administrasi pemerintahan Umum [DAAO8]

Pemerintahan dalan negeriI [09.01] Data [DAI01-

Dalan Negeri Dalan Negeri 03]



[DAD29] Data
dan Informasi
Penganggara

Data dan informasi
terkait

penganggaran,

[09] Infomasi
Pemerintahan
Umum

[DA829]

[DAL28]

[DJIAO8]

n pengadaan barang 109.021 Data [DAI01-

dan jasa, Keuangan 03]

pengelolaan barang [DAK01-

Hulik negara, dankeuangannegaralainnya 03]

[DAD30] Data Data dan informasi [09] [DA830]
dan Informasi terkait perencanaan Informasi [DAL28]

Perencan- pembangunan Pemerintahan [DAAO8]

Umum [DAIO1-

[09.05] Data 03]

Perencanaan [DAK01-

PembangunanNasional 03]

[DAD31] Data Data dan informasi [09] Informasi [DA831]

dan Informasi terkait kearsipan , Pemerintahan [DAL28]

Aparatur kepegawaian, Umum [DJIAO9]

Negara pengawasrm, [09.06] Data [DAIO1-

akuntabilitas Aparatur 03]

kinelja, dan Negara [DAKO1-

layananadministrasipemerintahanlainnya 03]

Satu Data [DAD32] Data Data dan inforniasi [09] Informasi [DA832]
Indonesia Statistik terkait manajemen Pemerintahan [DAL29]

data statistik Umum[09.03] DataInformasi [DAAO9][DAIO1-03][DAKO1-03]



[DAD29] Data Data dan informasi [09] Informasi [DA829]
dan Informasi terkait Pemerintahan [DAL28]
Penganggara penganggaran, Umum [DAAO8]
n pengadaan barang log.021 Data [DAI01-

dan jasa, Keuangan 03]

pengelolaan barang [DAKO1-

milik negara, dankeuangannegaralainnya 03]

[DAD30] Data Data dan informasi [09] [DA830]
dan Informasi terkait perencanaan Informasi [DAL28]
Perencanaan pembangunan PemerintahanUmum[09.05]DataPerencanaanPembangunanNasional [DAAO8][DAI01-03][DAK01-03]

[DAD31] Data Data dan informasi [09] Informasi [DA831]
dan Informasi terkait kearsipan, Pemerintahan [DAL28]
Aparatur kepegawaian, Umum [DRAO9]
Ne8ara pengawasan, [09.06] Data [DAIO1-

akuntabilitas Aparatur 03]

kinelja, dan Ne8ara [DAK01-
layananadministrasipemerintahan1ainnya 03]

Satu Data [DAD32] Data Data dan informasi [09] Informasi [DA832]
Indonesia Statistik terkait manajemen Pemerintahan [DAL29]

data statistik Umum[09.03] DataInformasi [DALAO9][DAIO1-03][DAK01-03]



[DAD33] Data Data dan informasi [09] Informasi [DA833]
Geospasial terkait manajemen Pemerintahan [DAL29]

data geospasial Umum[09.03] DataInfomasi [DAAO9][DAI01-03][DAK01-03]

[DAD34] Data Data dan informasi [09] Informasi [DA834]
Keuangan terkait manajemen Pemerintahan [DAL29]

data keuangan umum [DRAO9]
ne8ara [09.02] DataKeuangan [DAI01-03][DAKO1-03]

Dan  rincian  dari  domain  arsitektur  data  dan  informasi  Pemerintah
Kabupaten  Cirebon  yang  menjadi  target  penerapan  arsitektur  sampai
dengan    tahun    2024    dan    sesuai    Manajemen    Data    Pemerintah
Kabupaten  Cirebon,  terdapat  pada  Lampiran  Tabel  Domain  Data  dan
lnformasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

C.    Domain Arsitektur Layamn SPBE
Substansi  arsitektur  pada  domain  layanan  SPBE  yang  menjadi

target    arsitektur   sampai    dengan    tahun    2024,    sesuai    kebijakan

pembangunan   SPBE   nasional   dan   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cirebon setidaknya memuat:

1 .  Iayanan terkait perizinan dan akreditasi;
2.  Iayanan terkait pekeljaan umum;
3.  1ayanan terkait kesehatan;
4.  Iayanan terkait bantuan sosial;
5.  Iayanan terkait hukum dan keamanan;
6.  Iayanan terkait pendidikan;
7.  1ayarian terkait pemerintahan umum; dan
8.  Iayanan data terbuka dalam kerangka Satu Data Indonesia.



Rincian  dari domain arsitektur layanan  SPBE yang menjadi target

penerapan   arsitektur   sampai   dengan   tahun   2024,   terdapat   pada
Tabel  14.

Tabel 14 Identifikasi Target Domain ArsiteLrfur Layanan SPBE

Kebijakan
Doman

Deshipsi
Referensi Kode

Arsitektur Arsitektur Domain
Layanan Layanan SPBE Layanan Arsitektur

SPBE SPBE Terkait
Ekonomi dan [DAL01] Irayanan terkait [0 1 I Layanan [DJngo1]

Industri Layanan perizinan Publik [DAD01]

Perizinan penyediaan [01.05] [DJIA01]

Sektor Tenaga
1 tenaga listrik

Industri
Listrik [01.16]Perizinan danAkreditasi

[DAL02] I,ayanan terkalt [0 1 I I.ayanan [DA802]
Layanan perizinan Publik [DAD02]
Perizinan pengelolaan [01.16] [DJIAO1]

Sektor
Pertanian

arana dan
prasarana
pertanian,
pengelolaan
pembiayaan
pertanian, dan
Komoditas
Pertanian,
Perkebunan,
Petemakan

Perizinan dan
Akreditasi

[DAL03] Layanan terkait [01] Layanan [DA803]
Layanan perizinan sektor Publik [DAD03]
Perizinan kehutanan [01.16] [DAA01]

Sektor Peririnan dan
Kehutanan Akreditasi

[DAL04] Ijayanan terkait [0 1 I I+ayanan [DA804]
lJayanan perizinan sektor publik [DAD04]
Perizinan
Sektor

1in8kungan
hidup

[01.16]

Perizinan dan
[DAA01]



Lingkungan
Hidup

Afreditasi

[DAL05]

Layanan
Perizinan
Sektor
Pekeljaan
Umum

kyanan terkait
perizinan
bangunan
gedung,
pemanfaatan
badan jalan, dan
penggunaan air
baku

[01] Layanan
Pinblik

[01.16]

Perizinan dan
Akreditasi

[DA805]

[DAD05]

[DAA01]

I  [DAL06] ` Layanan terkait   '
[Oii Layanan [DA806]

Layanan perizinan Publik [DAD06]
Perizinan pembangunan [01.16] [DJIA01]

Sektor perumahan Perizinan dan
PerumahanRakyat rakyat Akreditasi

[DAL07] I,ayanan terkait [0 1 I I,ayanan [DA807]
Layanan perizinan fublik [DAD07]
Perizinan penyelenggaraan [01.16] [DRAO1]

Sektor pendidikan Perizinan dan
Pendidikan nasional dankeaganaan Akreditasi

[DALO8] Layanan terkait [01] L,ayanan [DABO8]

IJayanan perizinan dan Publik [DADO8]

Perizinan penjainan [01.16] [DAAO1]

Sektor produk halal Perizinan dan
Keaganaan Akreditasi

I

[DALO9] Layanan terkait [0 1 I hayanan [DABO9]

Layanan perizinan I hrblik [DADO9]

Perizinan
Sektor
Kelautan dan
Perikanan

pengelolaan
ruang laut,
konservasi,
keanekaraganan
hayati, usaha
perikanan

[01.16]

Perizinan dan
Akreditasi

[DAA01]



I

tangkap, danusahaperikananbudidaya

[DAL10] Layanan terkait I  [01] Layanan [D,ngl0]
IJayanan
Perizinan
Sektor
Kesehatan

perizinan
pengelolaan
kef-asian,
pengelol- alat
kesehatan,

pengelolaan
fasilitas
kesehatan,
pengelolaan
lavanan

Publik

[01.16]

Perizinanan
dan
Akreditasi

[DAD10]

[DAA01]

kesehatan , sertaobatdanmakanan

[DAL11 I Layanan terkait [01] Layanan [DAB 1 1 I

Lnyanan perizinan fublik [DAD 1 1 I

Perizinan pengawasan [01.16] [DAAO1]

Sektor pasar dalam Perizinan dan
Perdagangan negeri'ketersediaanbahanpokok Akreditasi

dan penguatan
jarin8an
distribusi

perdagangan
nasional, ekspor
minyak dan gas

(in_igas) 3 ekspor
non rfugas,
usaha
perdagangan,
dan pasar
beljangka
komoditi



LingkunganHidup Akreditasi

[DAL05] Layanan terkait [01] Layanan [DA805]
Layanan perizinan Publik [DAD05]
Perizinan bangunan [01.16] [DRAO1]

Sektor gedung, Perizinan dan
Pekeljaan pemanfaatan Akreditasi
Umum badan jalan, danpenggunaanairbaku

[DAL06] Layanan terkait [01] Layanan [DA806]
Layanan perizinan Publik [DAD06]
Perizinan pembangunan [01.16] [DAA01]

Sektor perumahan Perizinan dan
PerumahanRakyat rakyat Akreditasi

[DAL07] I,ayanan terkait [0 1 I I,ayanan [DA807]
Layanan perizinan Publik [DAD07]
Perizinan penyelenggaraan [01.16] [DAAO1]

Sektor pendidikan Perizinan dan
Pendidikan nasional dankeagam- Akreditasi

[DALO8] Layanan terkait [01] L,ayanan [DABO8]
Layanan perizinan dan Publik [DADO8]
Perizinan penjaminan [01.16] [DAA01]

Sektor produk halal Perizinan dan
Keagamaan Akreditasi

[DJun9] Layanan terkait [0 1 I I,ayanan [DABO9]
IJayanan perizinan hrblik [DADO9]
Perizinan pengelolaan [01.16] [DAA01]
Sektor ruang laut, Perizinan dan
Kelautan dan konservasi, Akreditasi
Perikanan keanekaragamanhayati,usahaperikanan



[DAL12] hayanan terkait [01] L,ayanan [DA812]
Layanan perizinan Publik [DAD12]
Perizinan penyelenggaraan [01.16] [DAA01]
Sektor UMKM usaha mikro, Perizinan dan

kecil, danmenengah Akreditasi

[DAL13] Layanan terkalt [0 1 I Layanan [DA813]
Layanan perizinan sistem Ffublik [DAD13]
PerizinanSektorInformasi informatika [01.16]Perizinan danAkreditasi [DAA01]

[DAL14] Layanan terkait [01] Layanan [DA814]
Layanan perizinan fublik [DAD14]
Perizinan pengelolaan [01.16] [DJIA01]
Sektor spektrum dan Perizinan dan
Komunikasi orbit satelit,sertifikasialatperangkat,sistemkomunikasi,sertapenyelenggaraanpenyiaran Akreditasi

[DAL15] Layanan terkait [0 1 I Layanan [DA815]
Layanan perizinan Publik [DAD15]
Perizinan pertanbangan [01. 16] [DAA01]
Sektor Tenaga bahan galian Perizinan dan
Nuklir nuklir, produksibahannuklir,danpengelolaan1imbahradioaktif Akreditasi

[DAL16] Layanan terkait [0 1 I Layanan [DA816]
Layanan perizinan tempat Publik [DAD16]
Perizinan wisata dan [01.16] [DAA01]
Sektor penyelenggaraan Perizinan dan
Pariwisata pariwisata Akreditasi



Pembangunan
Kewilayahan

[DAL17]

Layanan
Perizinan

Layanan terkait

perizinan profesi
keuangan dan

[01] Irayanan
Publik

[01.16]

[DA817]

[DAD17]

[DAA01]
I Sektor I lembaga I Perizinan dan I(

Keuangan keuangan Akreditasi

[DAL18] I.ayanan terkalt [0 1 I Layanan [DAB18]

Layanan pemantauan Publik [DAD18]

pemantauan pembangunan [01.17] [DAA02]

pembangunan pekeljaan umum Pekeljaan

pekeljaanumum Umum

[DAL19] Layanan terkait [01] Layanan [DAB19]

Layanan pemantauan Publik [DAD19]

pemantauan pembangunan [01.41] [DAA02]

pembangunan perumahan Perumahan
perumahanrakyat rakyat

Kesehatan [DAL20] Layanan terkait [0 1 I Layanan [DA820]
Layanan layanan Publik [DAD20]
kesehatan telernediche, [01.25] [DJIA03]
teapadu di8italicasirekanmedis,penyelenggaraansistemrujukanonzjne,rekanmedisondi.rLe,dansistempersorndheal;thCCITe Kesehatan

Sosial [DAL21] Layanan terkait [0 1 I I.ayanan [DA821]
Layanan bantuan sosial Publik [DAD21]

bantuan dan layanan [0 1 .26] sosial [DAA04]
sosial data
terintegrasi kesejahteraan

sosial yang
teapadu



[DAL22] Layanan terkait [01] I.ayanan [DA822]
bantuan Publik [DAD22]

pendidikan [0 1 .26] sosial [DRA04]

[DAL23] Layanan terkalt [0 1 ] Layanar. [DA823]
bantuan listrik Publik [DAD23]

[0 1 .26] sosial [DAA04]

[DAL24] Ifayanan terkait [0 1 I I.ayanan [DA824]
bantuan fublik [DAD24]

kesehatan [Oi.26] sosial [DAA04]
Hukum dan [DAL25] IJayanan [0 1 I Irayanan [DA825]
Keananan penanganan Publik [DAL25]

perkara tindak [01.28] [DRA05]

pidana terkaitpenyidikan,penuntutan,persidangan,eksekusi,danpemasyarakatan Hukum

[DAL26] I.ayanan terkait 01] Layanan [DA826]

penerbitan Surat Publik [DAD26]
izin Mengemudi [01.29] [DAA05]

(SIM) Keananan
Pendidikan [DAL27] Layanan [01] I,ayanan [DA827]

pendidikan dan Publik [DAD27]

1ayanan [01.31] [DAA07]

penyediaankontendigital Pendidikan

Pemerintahan [DAL28] Layanan terkait [02] Layanan [DJae30]
Umum Layanan perencanaan Adninistrasi [DAD30]

Administrasi pembangunan Pemerintahan [DAAO8]

Pemerintahan [02.03]PerencanaanPembangunanNasional

Ifayanan terkait [02] I[ayanan [DA829]

penganggaran, Administrasi [DAD29]

pengadaan Pemerintahan [DAAO8]



barang dan jasa,
pengelolaan
barang milik

[02.02]

Keuangan

11 I negara, dan          Ilayanankeuangannegaralainnya I

I.ayanan terkait [02] Layanan [DA831]

akuntabilitas Administrasi [DAD31]

kinelja Pemerintahan[02.0'7]AkuntabilitasKineria [DJIAO8]

Layanan terkalt [02] I,ayanan [DA831]

kearsipan, Administrasi [DAD31]

kepegawaian, Pemerintahan [DAAO8]

pengawasan, [02.04]

arfuntabilitas Aparatur
kinelja, danlayananadnrinistrasipemerintahanlainnya Ne8ara

Satu Data [DAL29] Layanan terkait [02] Layanan [DA832-
Indonesia Layanan manajemen data Administrasi 34]

Portal Satu statistik, data Pemerintahan [DAD32-
Data keuangan [02.09] Data 34]

Indonesia negara, dan data dan Informasi [DRAO9]

8eospasial Pemerintahan

Rincian dari domain arsitektur layanan Pemerintah  Kabupaten  Cirebon

yang  menj.adi  target  penerapan  arsitektur  salnpai  dengan  tahun  2024
dan  sesuai Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten  Cirebon,
terdapat     pada     Ijampiran     Tabel     Domain     Layanan     Pemerintah
Kabupaten Cirebon.



D.    Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Substansi  arsitektur  pada  domain  aplikasi  SPBE  yang  menjadi
target arsitektur  sampai  dengan  tahun  2024,  sesuai dengan  kebijakan

pembangunan   SPBE   nasional   dan   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cirebon setidaknya memuat:
1.  aplikasi terkait perizinan dan akreditasi;
2.  aplikasi terkait pekedaan umum;
3.  aplikasi terkait kesehatan;
4.  aplikasi terkait bantuan sosial;
5.  aplikasi  terkait  ketenteralnan,  ketertiban  umum,  dan  perlindungan

masyarakat;
6.  aplikasi terkait pendidikan;
7.  aplikasi terkait pemerintahan umum; dan
8.  portal Satu Data Indonesia.

Rincian  dari  domain  arsitektur aplikasi  SPBE yang menjadi  target

penerapan   arsitektur   sampai   dengan   tahun   2024,   terdapat   pada
Tabel  15.

Tabel 15. Identifikasi Target Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Kebijakan
DomainArsitekturAplikasiSPBE

Deskripsi
Referensi Kode

Arsitektur Domain
Aplikasi SPBE Aplikasi Arsitektur

SPBE Terkait

Ekonorni dan [DRAO1] Aplikasi persinan [01] Aplikasi [DAD01-17][DAL01-17][DAIO1-03][DAK01-03]

Industri Aplikasi yang Umum[01.01IAplikasiLayananfublik
Perizinan mengintegrasikan
Terintegrasi seluruh aplikasiperizinansektor

Pembangunan [DRAo2] Aplikasi terkait [02] AplikasiKhusus[02.02] [DAD18-19][DAL18-19][DAIO1-03][DAK01-03]
Kewilayahan Aplikasi pemantauan

pemantauan pembangunan
pembangunan pekeljaan umum
pekeljaan dan pemmahan Aplikasi
umum dan rakyat



perumahan Fun8si
rakyat Tertentu

KesehatanI [DJIA03]I Aplikasi terkalt [0 1 I Aplikasi [DAD20]
Aplikasi

kesehatan
terpadu

layanan
telernedicine,
digitalicasi rekam
medis'

penyelenggaraan
sistem rujukan
ontine. dan

[01.01]

Aplikasi

Layanan
fublik

[DAL20]

[DAI01-03]

[DAKO1-03]

I,sistem persorLazhealthcare i 11

[D.IA04] Aplikasi terkait [0 1 I Aplikasi [DAD21-24][DAL21-24][DAIO1-03]11

Aplikasi bantuan sosial Umum[01.01IIAplihasi

bantuan terintegrasi,
sosial termasuk
terintegrasi didal-ya

berupa kegiatan
layanan bantuan
listrik, bantuan

pendidikan,
bantuan sosial,
dan bantuan

IJayanan
fublik [01.02]

Aplikasi

Administrasi
Pemerintahan

[DAK01-03]

kesehatan, sertapengelol-datakesejahteraansosialyangterpadu

Hukum dan [DJIA05] Aplikasi [02] Aplikasi [DAD25]
Keananan Aplikasi

Administrasi
Penanganan
Perkara
Tindak
Hdana

adnrfustrasi
penanganan
perkara tindak
pidana terkait
Proses
penyidikan,

Khusus
Io2.02l

Aplikasi
Fungsi
Tertentu

[DAL25]

[DAI01-03]

[DAKO1-03]



Teapadu
Berbasis
Teknologi

penuntutan,
persidangan,
eksekusi, dan

I Informasi I pemasyarakatan I
11

[DAA06] Aplikasi terkait [0 1 I Aplikasi [DAD26][DAL26][DAI01-03][DAKO1-03]
Aplikasi penerbitan Surat Umum
Penerbitan hi Mengemudi io1.01]

Surat lzin (SIM) Aplikasi
Mengemudi Layanan
(SIM) Publik

Pendidikan [DAA07]

Aplikasi
Aplikasi layanan

pendidikan dan
[01] Aplikasi
Umum

[DAD27]

I I Pendidikan I Aplifesipenyediaankontendigital I   [01.01]AplikasihayananPu'Dlik l[DAL27]           I[DAIO1-03][DAK01-03]

Pemerintahan [DAAO8] Aplikasi terkait [01] Aplikasi [DAD28-31][DAL28][DAI01-03][DAKO1-03]I
Umum11 Aplikasi perencanaan, Umum[01.02]AplikasiAdministrasiI

Administrasi penganggaran,
Pemerintahan keuangan,kearsipan,,kepegawaian,

pengelolaan
barang milik
ne8ara'

pengawasan,
akuntabilitas
kinelja, dan

Pemerintahan

I layananadnrfustrasipemerintahanlainnva I 1'

Aplikasi terkait [0 1 I Aplikasi [DAD32-34]
mana]emen data Umum [DAL29]



Rincian dari domain arsitektur aplikasi Pemerintah Kabupaten  Cirebon

yang  menjadi  target  penerapan  arsitektur  sampai  dengan  tahun  2024
dan  sesuai  arsitektur  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon,  terdapat

pada Lampiran Tabel Domain Aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

E.    Domain Arsitektur lnfrastuEtur SPBB

Substansi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE yang menjadi
target  arsitektur   sampai   dengan   tahun   2024,   sesuai   dengan   arah
kebijakai-I SPBE setidaknya memuat:
1.  Fasilitas Komputasi;

2.  Sistem Integrasi; dan
3.  Platform.

Rincian  dari  domain  arsitektur  infrastnrktur  SPBE  yang  menjadi
target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024,  terdapat pada
Tabel  16.

Tabel 16. Identiftasi target Doimain Arsitektur lnfrastruktur SPBE

Domain
Arsitektur

Deskripsi
Infrastruktur SPBE

Referensi
Arsitektur

Kode

Domain
I     Infrastruktur I I      Infrastrulrfur I    Arsitektur    I

SPBB SPBE Terkait
[DAIO 1 ] Fasilitas Penyelenggaraan 01 I Fasilitas [DAD01-34]
KomputasiI fasilitas komputasi, Komputasi [DAA01-09]

berupa infrastruktur [01.01] Thsat [DAKO1-03]
Pusat Data Nasional,pucatkomputasi,danpusatkendali, Data Nasional[01.02]Pusrat

yang menjadi Komputasi
infrastruktur [01.03] pusat
berbagi pakai yang Kendali
dapat dimanfaath
oleh seluruh



Instansi pusat danPemerintahDaerah

[DAI02] Sistem Penyelenggaraan [02] Sistem [DAD01-34]
I nteorasi                , sistem integrasi,          I Integrasi [02.01]      , [DLRAO1-09]     ,

berupa Jaringan
Intra Pemerintah
dan Sistem
Penghubung
IJayanan
Pemerintah , yang
menjadi
infrastruktur
berbagi pakai yang
dapat dimanfaatkan
oleh seluruh
Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerali

Jaringan Intra
Pemerintah

[02.02] Sistem
Penghubung
Irayanan
Pemerintah

[DAK01-03]

[DAI03] Platform Penyelenggaraan

platform berupa
kerangka
infrastruLctur
aplikasi dan
komputasi awan ,
untuk mewujudkan

gouemment czorty
menjadi
infrastruktur
berbagi pakai yang
dapat dimanfaatkan
oleh seluruh
IristaLn_si Pusat dan

Pemerintah Daerah

[03] Platform
[03.01] Kerangka
lnfrastruktur dan
Aplikasi

[03.02] Komputasi
Awan

DAD01-34]

[DJIA01-09]

[DAK01-03]



Rincian  dari  domain  arsitektur  infrastruktur  Pemerintah  Kabupaten
Cirebon yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun
2024   dan   sesuai   arsitektur   SPBE   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon,
terdapat  pada  Lampiran Tabel  Domain  lnfrastruktur  SPBE  Pemerintah
Kabupaten Cirebon.

F.    Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Substansi  arsitektur  pada  domain  keamanan  SPBE  yang  menjadi
target  arsitektur   sampai   dengan   tahun   2024,   sesuai   dengan   arah
kebijakan SPBE setidakdya memuat:
1.  Standar Keamanan SPBE;
2.  Penerapan Keamanan SPBE;
3.  Kelaikan    Keamanan    SPBE    pada    Aplikasi    Umum    SPBE    dan

Infrastruktur SPBE Nasional; dan
4.  Audit Keamanan pada Aplikasi Umum SPBE.

Rincian  dari  domain  arsitektur  infrastrurktur  SPBE  yang  menjadi
target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024,  terdapat pada
Tabel  17.

Tabel 17. Identifikasi target Domain Keamanan SPBE
DomainArsitektur

Deskripsi Referenai Arsitektur
KodeDomain

KeanananSPBE Keamanan SPBE Keamanan SPBE ArsitekturTerkait

[DAKO1] Persyaratan [01] Standar [DAD01-34]
Standar keamanan yang Keananan [DAAO1-09]
Keamanan diatur oleh Instansi [01.01 ] Standar [DAI01-09]

Pusat dan Teknis dan Prosedur
Pemerintah Daerah Keananan SPBE
masing-masing. [01.02] Standar
Standar keamanan nasional /
memastikan internasional terkait
penerapan fungsi keananan APBE
keamanan pada [01.03] Regulasi
data dan informasi,aplikasiSPBE,daninfrastrukturSPBEsesuaidengan lainnya



persyaratankeanananyangtelahditetapkan.

[DAK02] Penyelenggaraan [01] Standar [DAD01-34]
Penerapan keananan SPBE Keamanan [DJIA01-09]
Keananan melalui progran [01.01 ] Standar [DAI01-09]

kelja kesadaran Te]mis dan Prosedur
ke-an, identifi Keananan SPBE
kasi kerentanan [01.02] Standar
keananan, dan nasional /
peningkatan intemasional terkait
keamanan, keananan APBE
penanganan [01.03) Regulasi
insiden keamananSPBEsertaauditkeanananSPBE. 1ainnya.

[DAK03 Pemberian [03] Kelaikan [DAD01-34]
Kelaikan rekomendasi Keananan [DRA01-09]
Keamanan kelaikan keamanan [03.01] Kelaikan [DAI01-09]
SPBE Aplikasi Umum Keananan Aphikasi

SPBE dan Umum
infrastruktur SPBE [03.02] Kelaikan
nasional. KeamananInfrastruktur SPBENasional

Rincian dari domain arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten
Cirebon yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun
2024   dan   sesuai   arsitekfur   SPBE   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon,
terdapat  pada  Lampiran  Tabel  Domain  Keamanan  SPBE  Pemerintah
Kabupaten Cirebon.



DAB VI
INlslATIF sTRATEGls ARslTEKTUR slsTEM pEMERINTmEN BEREAsls

ELEKTRONIK KABUPATEN CIREBON

Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai
arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cirebon dengan tematik layanan digital,  sebagalmana telah dijelaskan pada
Bab   V,   maka   memiliki   target  keluaran   dan   pimpinan   instansi   sebagai

penanggung jawab kegiatan, sebagaimana terdapat pada Tabel 18.

Tabel 18. Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon

No Inisiatif Strategis Keluaran PenanggungJawab

1. Layanan Penyelenggaraan layanan perizinan Kepala Dinas
perizinan berusaha dan akreditasi terpadu Penanaman
berusaha dan berbasis elektronik, melalui Modal dan
akreditasi Aplikasi Umum SPBE bidang Pelayanan
terintegrasi perizinan berusaha dan akreditasi Terpadu Satu

yang terintegrasi pada portal Fthtu
pelayanan publik dan portal Kabupaten
administrasi pemerintahan Cirebon

2. Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala Dinas
monitoring pekeljaan umum, antara lain Pekeljaan
pembangunan berupa pemaritauan pembangunan Umum dan
pekeljaan pekeljaan umum dan perumahan Tata Ruang
umum dan rakyat berbasis elektronik, melalui Kabupaten
perumahan Aplikasi Umum SPBE bidang Cirebon dan
rakyat pekeljaan umum dan perumahan Kepala Dinas

rakyat yang terintegrasi pada Perumahan
portal pelayanan publik dan portal Kawasan
administrasi pemerintahan PermukimandanPertanahanKabupatenCirebon



3. Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala Dinas
kesehatan kesehatan berbasis elektronik, Kesehatan
terintegrasi melalui Aplikasi Umum SPBE Kabupaten

bidang kesehatan. yang terintegrasi Cirebon
pada portal pelayanan publik dan
portal administrasi pemerintahan

4. Layanan Penyelenggaraan layanan bantu an Kepala Dinas
bantuan sosial sosial telpadu berbasis elektronik, Sosial
terintegrasi melalui Aplikasi Umum SPBE Kabupaten

bidang sosial yang terintegrasi Cirebon

pada portal pelayanan publik dan
portal administrasi pemerintahan

5. Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala
pendidikan pendidikan berbasis elektronik Pendidikan
terintegrasi melalui Aplikasi Umum SPBE Kabupaten

bidang pendidikan yang Cirebon
terintegrasi pada portal pelayanan

publik dan portal administrasi
pemerintahan

6.I Penerapan Penyelenggaraan layanan Kepala Badan
layanan administrasi pemerintahan di Perencanaan
administrasi lingkungan pemerintah daerah, Pembangunan
pemerintahan di melalui Aplikasi Umum SPBE Penelitian dan
Pemerintah bidang perencanaan pembangunan Pengembangan
Daerah dan anggaran Pemerintah Daerah, Daerah

dengan fitur perencanaan Kabupaten
pembangunan dan penganggaran Cirebon

yang terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan dan
penganggaran nasional yang
terintegrasi pada portal pelayanan
administrasi pemerintahan



7. Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala Badan
administrasi administrasi pemerintahan di Keuangan dan
pemerintahan di bidang keuangan negara melalui Aset Daerah
bidang Aplikasi Umum SPBE yang Kabupaten
keuangan mengintegrasikan penganggaran Cirebon dan
daerah anggaran pendapatan dan belanja Kepala Badan

negara berbasis elektronik yang Pendapatan
terintegrasi pada portal pelayanan Daerah
administrasi pemerintahan KabupatenCirebon

8. Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala Badan
administrasi administrasi pemerintahan di Perencanaan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Pembangunan
bidang nasional, serta pemantauan dan Penelitian dan
perencanaLan evaluasi pembangunan nasional Pengembangan
pembangunan berbasis elektronik, melalui Daerah
daerah Aplikasi Umum SPBE bidang Kabupaten

perencanaan pembangunan Cirebon
nasional yang mengintegrasikan

perencanaan pembangunan
nasional serta terintegrasi pada

portal pelayanan administrasi
pemerintahan

9.11 Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala Bagian
administrasi administrasi pemerintahan di Organisasi
pemerintalan di bidang pengelolaan aparatur Sekretariat
bidang aparatur negara, termasuk didalamnya Daerah
ne8ara                    I kegiatan dukungan operasional Kabupaten

organisasi, akuntabilitas kinelja, Cirebon                 I

organisasi dan tata kelola, serta

pemantauan dan evaluasi tata
kelola pemerintahan, melalui
Aplikasi Umum SPBE bidang
aparatur negara yang terintegrasi    I

pada portal pelayanan administrasi
pemerintahan



10. Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala Dinas
administrasi administrasi pemerintahan di Komunikasi
pemerintahan di bidang pengelolaan informasi dan dan
bidang informasi komunikasi pemerintahan , Informatika
pemerintchan termasuk didal-ya Kabupaten

penyampaian kepada publik serta Cirebon
analisis media sosial, melalui
Aplikasi Umum SPBE bidang
infomiasi dan komunikasi publik,
terintegrasi pada portal pelayanan
administrasi pemerintahan

11. Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala Badan
administrasi administrasi pemerintahan di Perencanaan
pemerintahan di bidang iiset dan iiiovasi Pembangunan
bidang riset dan pemerintah, termasuk didalamnya Penelitian dan
inovasi pelaksanaan penelitian , Pengembangan

pengembangan, pengkajian, dan Daerah
penerapan teknologi digital Kabupaten
pemerintah, serta mendukung Cirebon dan
penerapan Big Data dan Kepala Dinas
Kecerdasan Artifisial pemerintah , Komunikasi
dalam rangka peningkatan dan
kualifas pelayanan publik dan Informatika
administrasi pemerin tah KabupatenCirebon

12. Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala Dinas
manajemen data manajemen data statistik dalam Komunikasi
statistik bentuk sistem infrastruktur dan

statistik nasional yang berbagi Informatika
pakal dalam rangka mendukung Kabupaten
Big Data pemerintah, Satu Data Cirebon
Indonesia, dan sistem statistik
nasional



13. Irayanan Penyelenggaraan layanan Kepala Dinas
manajemen data manajemen data geospasial sesuai Komunikasi

geospasial keran8ka kebijakan Satu Data dan
Indonesia, penerapan Big Dcrfa dan Informatika
Kecerdasan Artifisial Pemerintah Kabupaten
untuk data geospasial Cirebon

14. |flyanan Penyelenggaraan layanan Kepala Badan
manajemen data manajemen data keuangan negara Keuangan dan
keuangan sesuai kerangka kebijakan Satu Aset Daerah
daerah Data Indonesia, penerapan Big Kabupaten

Data dan Kecerdasan Artifisial Cirebon
Pemerintah untuk data keuangan
ne8ara

15. Layanan Penyelenggaraan operasionalisasi Kepala Dinas
infrastruktur Pusat Data Nasional, Jaringan Komunikasi
SPBE Intra Pemerintah, Sistem dan
terintegrasi Penghubung layanan pemerintah Informatika

dan komputasi awan untuk Kabupaten
dukungan operasional Aplikasi Cirebon
Umum SPBE

16. IJayanan Penyelenggaraan asistensi Kepala Dinas
keamanan SPBE penerapan keamanan SPBE dan Komunikasi
terintegrasi penanganan permasalahan dan

keamanan SPBE, pemberian Informatika
rekomendasi kelaikan keamanan Kabupaten
SPBE dan Audit Kealnanan SPBE Cirebon

pada Aplikasi Umum dan
infrastmktur SPBE nasional

17. Layanan Penyelenggaraan layanan Kepala Dinas
Kependudukafl kepeneduukan dan pencatatan Kependudukan

yang terintegrasi sipil berbasis elektronik melalui dan Pencatatan
sampai ke Desa Aplikasi SPBE bidang pencatatan Sipil

sipil yang terintegrasi pada portal Kabupaten

pelayanan publik dan portal
administrasi pemerintahan sampai

Cirebon



ke tingkat Pemerintahan Desa

18. Layanan Penyelenggaraan layanan Badan
Pendapatan Asli pendapatan asli daerah berbasis Pendapatan
Daerah elektronik melalui Aplikasi SPBE Daerah

bidang pendapatan yang Kabupaten
terintegrasi pada portal pelayanan Cirebon
publik dan portal administrasi
pemerintahan

19.20. Layanan Penyelenggaraan semua layanan Ketua Tim
Administrasi administrasi pemerintahan dalam Koordinasi
Pemerintahan satu portal yang terintegrasi dalam SPBE

yang terintegrasi(SuperAppsLayananAdministrasiPemerintahan) satu aplikasi SPBE KabupatenCirebon

Layanan Publik Penyelenggaraan semua layanan Ketua Tim
yang publik yang ada di Pemerintah Koordinasi
Terintegrasi Kabupaten Cirebon dalam satu SPBE

(SuperApps portal yang terintegrasi dalam satu Kabupaten
Layanan Publik) aplikasi SPBE Cirebon



BAB VII
PExpTUP

Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon ini merupakan panduan dalam

pelaksanaan   Peraturan   Presiden   Nomor   95   Tahun   2018   tentang
Sistem    Pemerintahan    Berbasis    Elektronik    dan    Peraturan    Bupati
Nomor  96  Tahun  2022  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Kabupaten  Cirebon.  Mengenai berbagai kegiatan

yang akan dilaksanakan, diatur dalam peraturan tersendiri tentang peta
rencana SPBE.  Reviw dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir

pelaksanaan     atau     sewaktu-waktu     sesuai     dengan     kebutuhan.
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden  dan  Peraturan
Bupati Cirebon mengenai SPBE,  Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

perlu    menyusun    arsitektur    organisasinya    masing-masing    dengan
mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Jangka Menengah
Daerah   Kabupaten   Cirebon.   Perlu   diperhatikan   dalam   penyusunan
arsitektur ini adalah Arsitektur SPBE Instansi fusat ataupun Arsitektur
SPBE   Pemerintah   Daerah   merupakan   bagian   dari   Arsitektur   SPBE
Nasional.  Sehingga wawasan yang perlu dibangun perlu dikembangkan

pada lingkup nasional (bukan sektoral). Dengan demikian Instansi Pusat
dan    Pemerintah    Daerah    yang    membangun    arsitektumya    perlu
memastikan  keselarasan  arsitektur  yang  disusun  dengari  Arsitektur
SPBE  Nasional.  Dalam hal ini,  penggunaan referensi arsitektur sebagai

pemersatu  bahasa,  sangat  membantu  untuk  melakukan  penyelarasan
tersebut.

Untuk  beberapa  referensi  arsitektur  perlu  diurai  lebih jauh  oleh
Instansi  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yaitu  tingkat  3  (ketiga)  dan
tingkat 4 (keempat) sesuai dengan referensi arsitektur tingkat di atasnya

pada referensi arsitektur berikut ini:
1.  Referensi Arsitektur Proses Bisnis;

2.  Referensi Arsitektur Data dan Informasi;
3.  Referensi Arsitektur Layanan SPBE; dan
4.  Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE.

Untuk  penggunaan  referensi  arsitektur  data  dan  informasi  dan
referensi       arsitektur       layanan       SPBE       dapat       menggunakan
referensi     Arsitektur     SPBE     Nasional.     Sebagai     panduan     dalam

penyusunan  Arsitektur  SPBE  Instansi  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,



Arsitektur  SPBE  Instansi  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  akan  selaras
dengan    Arsitektur    SPBE    Nasional,    sehingga    mudah    dilakukan

pengintegrasian    yang    diperlukan.    Untuk    itu    sangat    diharapkan
adanya pemahaman dan semangat yang sama dalam pelaksanaan SPBE
sebagai wahana transformasi digital menuju Indonesia 4.0 pada tahun
2040.

Dengan  adanya  pengintegrasian  antara  Arsitektur  SPBE  Instansi
Pusat  dan  Arsitektur  SPBE  Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Cirebon
ke  dalam  Arsitektur  SPBE  Nasional,  diharapkan  tercipta  sinergi  dan

pengintegrasian penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata
kelola        pemerintahan        yang        bersih,        efektif,        transparan,
dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

BUPATI CIREB0N,
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Disampaikan  dengan  hormat,  dalam  rangka  meningkatkan  kelancaran

dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan Sistem  Pemen.ntahan  Berbasis

Elektronik    di    Lingkungan    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon,    serta    untuk

mendeskripsikan    arah,     Iangkah    penyiapan,     dan    pelaksanaan    Sistem

Pemerintahan    Berbasis    Elektronik    (SPBE)   yang   terintegrasi,    diperiukan

sebuah dokumen Arsitektur SPBE sebagai pedoman.

Menindaklanjuti   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   96   Tahun   2022

tentang     Penyelenggaraan     Sistem     Pemerintahan     Berbasis     Elektronik

di  Kabupaten Cirebon  Pasal 9 ayat (8) dan ayat (12),  bahwa Arsitektur SPBE

dan    Reviu   Arsitektur   SPBE    ditetapkan    oleh    Keputusan    Bupati.    Maka

Keputusan   Bupati   Cirebon   Nomor   :   047.79/Kep.   431   -   Diskominfo/2022

tentang   Arsitektur   Sistem   Pemerintahan   Berbasis   Elektronik   Pemerintah

Kabupaten  Cirebon  Tahun 2022 - 2024,  telah direviu dan sudah tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

Sehubungan   dengan   hal   di   atas,    mohon   agar   Bapak   berkenan

untuk menandatangani surat keputusan Bupati tersebut.

Demikian   atas   perhatian   dan    perkenan    Bapak,    kami   sampaikan

terima kasih.

Kepa!a Dinas Komunikasi dan lnformatika

Zon'
BAMBANG SUDARYANTO. SH., MH.
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